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1.1 Latar Belakang 

BAB 1 

PENDAHULUAN 

Krisis multidimensional yang melanda bangsa Indonesia telah membawa 

bangsa Indonesia ke era rcfonnasi yang menginginkan adanya perubahan ke arah 

suatu tatanan dan cita-cita mulia menuju Indonesia baru yang tebih balk. 

Refonnasi ini diselenggarakan di segala aspek kehidupan berbangsa dan 

bemegara guna mencapai tujuan bersama yaitu mencapai masyarakat adil dan 

makmur di seluruh wilayah Indonesia sebagalmana yang diamanatkan dalam 

pembukaan UUD 1945 Alinea IV yaitu "melindungi segenap bangsa Indonesia 

dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, 

mencerdaskan kehidupan bangsa yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian 

abadi dan keadllan sosiaL.. "_ 

Petaksanaan kegiatan pembangunan nasional di Indonesia, sesungguhnya 

merupakan salah satu upaya unluk mewujudkan cita-cita bangsa yakni terciptanya 

kesejahteraan masyarakat yang adil dan makmur. Pencapaian cita~cita tersebut 

dtlaksanakan seca.ra sislematis dan terpadu dalam bentuk operasional 

penyetenggaraan pemerintahan. selaras dengan fenomena dan dinamika yang 

terjadi di dalam kehidupan masyarakat. 

Seiring dengan dinnmika pembangunan, peningkatan kesejahteraan 

masyarakat telah menumbuh.kan asp[rasi dan tuntutan baru dari masyarakat untuk 

mewujudkan kualitas kehidupan yang lebih baik. Aspirasi dan tuntutan 

masyarakat itu dilandasi olch hasrat untuk lebih berperan scrta dalam 

mewujudkan masyarakat maju, adil, makmur, dan sejahtera. 

Kcsejahteraan dapat diwujudkan apabila man usia yang menjadi warga dari 

kesatuan negara mempunyai tingkal kecerdasan yang cukup untuk menguasai 

ilmu dan pengctahuan untuk mampu mcmbuat keputusan yang terbaik bagi diri 

dan lingkungannya, Kemampuan mengambil keputusan ini menjadi kebutuhan 

rnanus1a Indonesia modem, karena lingkungan hidup yang dihadapinya adafah 

lingktmgan yang berubah dengan cepat dan berskala globaL 

l Unive-rsitas Indonesia Implementasi Kebijakan..., Dhiana Afwina, FISIP UI, 2009
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Penguasaan ilmu dan pengetahuan membuat manusta mampu 

mengembangkan diri secara optimal~ rnampu mengelola peluang yang ada di 

dalam lingkungannya) cakap melakukan adaptasi dan antisipasi terhadap 

perubahan dan tantangan di dalam lingkungannya, Penguasaan ilmu dan 

pengetahuan ini dapat diwujudkan melalui dunia pendidikan, 

Pendidikan merupakan kebutuhan dasar (basic need) dalam kehidupan 

manusia. Kebutuhan dasar ini sejatinya terpenuhi dalam rangka membebaskan 

manusia dari berbagai persoaJan hidup yang melingkupinya. Hal ini mengingat, 

pendidikan hakikatnya adalah sebuah instrumen yang paling efektif untuk 

membehaskan manusia dari berbagai hentuk penindasan, kebodohan, kemlshlnan, 

dan ketertinggalan (Paulo Freire, 2000: 21). 

Suharto (2007: 18) mengatakan pendidikan merupakan perangkat penting 

dalam meningkatkan kesejahteraan warga melalui penguasaan pengetahuan. 

informasi dan teknologi sebagai pra.qyarat masyarakat modem. Dengan iimu 

pcngctahuan manusia mampu mengembangkan imajinasinya. kreativitas serta 

meningkatkan mutu kehidupan juga rnartabatnya sebagai manusia. Oleh karena 

itu, sudah seharusnya jika setiap manusia diberi kesempatan yang luas dalam 

mcmperoleh pendidikan agar dirinya mampu menjeJma menjadi makhluk yang 

bermartabat Berkaitan dcngan hal tersebut. tentunya pembangunan pendidikan 

nasional harus mampu menjarnin pemerataan kesernpatan pendidikan, 

peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk 

menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kchidupan lokal, 

nasional, dan globaL 

Makna pendidikan akan semakin dirasakan strategis manakala 

dikorelasikan dengan tuntutan dunla. global. Di tcngah jaman yang s:alah satunya 

dicirikan dengan derasnya persaingan bebas ini, telah muncul semacam 

kesepakatan umum bahwa hanya negara-negara yang memiliki "keunggulan~ 

keunggulan khusus .. saja yang dapat bertahan (survive) dalam persaingan global. 

Di an tara keunggulan yang mutlak dimiliki oleh suatu ban gsa adalah penguasaan 

sains tcknologi dan keunggulan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang 

bertaraf intemasionaL Keunggulan tersebut hanya akan diraih mclalui dunia 

pendidikan yang tennanajemeni dengan baik. 

Universitas Indonesia 
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Menurut Suharto (2007 : 18), Negara memiliki tiga kewajiban penting 

dalam bldang pe11didikan. Pertama, sebagai penyedia utama lembaga-[ernbaga 

pendidikan, seperti sekolah, akademi dan universitaS. Kedua, sebagai regulator 

pengatur penyelenggaraan pendidikan, baik pendidikan negeri, swasta maupun 

lembaga~lembaga non-formal. Ketiga. fasilitator dalam penyediaan infrastruktur 

pendidikan, termasuk di dalamnya penyedia skema-skema beasiswa dan 

tunjangan-tunjangan pendidikan bagi siswa-siswa yang berprestasi dan atau tidak 

rnampu. Pendidikan harus bersifat wajib terutama kepada anak-anak usia sekolah 

dasar hingga sekolah menengah pertarna. 

Namun dalam kenyataannya yang menjadi persoalan bahwa kondis.i dunia 

pendidikan di tanah air jus:tru masih dilingkupi pennasalahan yang bersifat 

multikompleks dan paradoksaL Di satu sisi. pendidikan nasional telah dijadikan 

turnpuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Di sisi 

lain, tujuan ideal pendldikan nasional ini nampaknya masih jauh dari harapan 

sebagai akibat dari masih multidimensinya masalah pendidikan di tanah air. Mufai 

dari rendahnya tingkat pemcrataan akses pendidikan, rendahnya mutu dan 

relevansi pendidi kan, lemahnya manajernen pendidikan, minirnnya alokasi 

anggaran pendidikan, hingga tingginya biaya pendidlkan. 

Permasalahan belum terjadinya perluas:a.n akses pendidikan setidaknya 

tergambar dari Laporan Capaian Kinerja Pembangunan Pendidikan Nasional 

Tahun 2005-2007, yang tcrcermin melalui APK (Angka Partisipasi Kasar) 

masing~masing jenjang pcndidikan. Secara nasional, APK PAUD (Pendidikan 

Anak Usia Dini) baru 48,32%, APK SD/Ml 94,90%, APK SMP!MTs 92,52%, 

dan APK SMA/SMK/MA 60,51%, Sementara angka buta aksara penduduk usia dl 

atas !5 tahun secar;,1 nasional masih 7,20% (Laporan Capaian Kinerja 

Pcmhangunan Pendidikan Nasional Talmn 2005-2007). 

Persoalan rendahnya mutu pendidikan Indonesia juga terlihat dari indeks 

pendidikan, kualitas SDM, dan daya saing bangsa ini yang ternyata masih lebih 

rendah jika dibandingkan dengan negara-negara lain, Laporan United Nations 

Educational, Scientific, and Cultural Organization (UNESCO, 2007} 

menunjukkan bahwa posisi Indonesia masih terpuruk dalam peringkat indeks 

pendidikan dunia. Indonesia 11:1elorot dari peringkat kc-58 menjadi ke-62 dari 130 
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negara yang disurvei. Posisi ini berada di bawah Malaysia yang menempati 

peringkat ke-56 dan Brunei yang berada di posisi ke~43. 

Rendahnya indeks pendidikan dan kualitas SDM tersehut temyata 

berkorelasi dengan keterpurukan tingkat daya saing fndonesJa di percaturan 

global. Laponm World Competitiveness Year Book (2002) rnenunjukkan daya 

saing bangsa ini hanya ruampu berada di posisi ke-46 dari 47 negara yang 

disurveL 

Demikian telah jelas betapa di negeri ini masih ditemukan besamya 

populasi anak usia sekolah yang tidak mampu mengenyarn pendidikan. Negeri ini 

juga masih dihadapkan dengan fakta betapa indeks pendidikan, kualitas SDM, dan 

daya saing bangsa ini terpuruk di tengah percaturan global. Reatitas int sejatinya 

menyadarkan semua komponen bangsa untuk berjuang dan lebih serius dalarn 

menjalankan program pembangunan pendidikan. Di sinilah dipentingkan adanya 

komitmen dan political will untuk mampu melahirkan program pembangunan 

yang kontributifbagi lahirnya pendidikan bermutu. akuntabel, murah, merata, dan 

terjangkau oleh rakyat banyak. 

Salah satu bentuk refonnasi penyelenggaraan pemerintaha~ di [ndonesia 

adalah kebijakan otonorni daerah. Kebijakan ini lahir sebagai sebuah pemenuhan 

kebutuhan akan efisiensi dan efektivitas manajcmen pemerintahan yang 

diwujudkan melalui perubahan paradigrna, dari sentralistik ke desentralistik. 

Perubahan paradigma ini berimplikasi pada semakin besarnya wewenang 

pemerintah daerah dalam menjalankan urusan pemerintahan. Dengan besamya 

wewenang itu, pemerintah daeruh diharupkan bisa rnenggali, rnengelola, drut 

memanfaatkan segenap potensi daerah secara maksimal demi kemajuan daerah 

dan kesejahteraan masyarakatnya. 

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun l999 dan rcvisinya, Undang

Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah ditegaskan bahwa 

kcwcnangan daerah itu mencakup seiuruh urusan pemerintahan, kecuali yang 

menjadi urusan pemerintahan Pusat yakni politik luar ncgeri, pcrtahanan, 

kearnanan, yuslisi, moneter dan fiskal nasional, dan agama. Dengan demikian, 

pendidikan tennasuk urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah 

dacrah untuk rnengurusnya atau salah satu urnsan yang diotonomikan, 
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secara eksplisit pelaksanaan pendidikan tidak Iagi hanya menjadi tanggungjawab 

pemerintah pusat tapi juga sudab menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. 

Dengan kata lain bahwa pelaksanaan pendidlkan menjadi tanggung jawab 

pcmerintah daerah, baik dalam konteks pengelolaan maupun dalam konteks 

pengawasan pendidikan. 

Otonomi pendidikan,jika dikelola dan direatisasikan dengan baik, diyaklni 

akan rncmpercepat penvujudan kesejahteraan masyarakat dan daya saing daertth. 

Karenanya, sudah semestinya pemerintah daerah peduli dan berani melakukan 

investasi yang besar guna memajukan dunia pendidikan di daerahnya mela!ui 

suatu kebijakan di bidang pendidikan. Semua kebijakan itu mesti disusun dan 

dijalankan dengan prinsip akuntabilitas, efisiensij dan keadilan, serta sesuai 

dengan kondisi, kekhasan, dan potensi daerah. 

Seiring dengan diberlakukannya otonomi daerah, Pemerintah Kabupaten 

Musi Banyuasin telah berupaya menjalankan otonomi pendidikan dengan baik. 

Pendldikan seJalu dijadikan s"ktor prioritas dalam pembangunan. Pendidikan juga 

selalu diupayakan untuk dapat dimanajemeni secara kreatif, inovatif, dan 

profesional. Semua ini didorong oleh kesadaran betapa potensi sumber daya alam 

yang mclimpah di kabupaten ini tidak akan berdampak maksimal hagi kemaJuan 

dan kesejabteraan daer.th jika tidak didukung SDM berkuaiitas, yang 

perwujudannya terutama melaiui pendidikan. Berdasarkan penelitian Dinas 

Pertambangan Pemcrintah Kabupaten Musi Banyuas:in, diperut bumi daerah ini 

lerkandung cadangan minyak 3"700 MSTB dan gas alam sebesar 2.410"607 

BSCF. Kemudian cadangan batubara sebanyak 3,5 mHyar ton dan cadangan coal 

bed methane (CBM) scbesar 20 TCF. Selain kekayaan yang terkandung dnlam 

perut bumi. kabupaten ini juga merniliki kekayaan SDA yang terharnpar di 

alasnya. Menurut data Muba Dalam Angka, kahupaten ini memiliki lahan 

pertanian potensial seluns 39&"673 lui, perkebunan 292"724 ha, kawasan hutan 

7l4.440 ha atau 50,43% yang terbagi menjadi hutan suaka alam. hutan lindung1 

hutan produksi terbatas dan hutan produksi, serta areal perikanan iaut, sungai dan 

rawa-rawa yang potensiat untuk dikembangkan. 

Walaupun Musi Banyuasin memiliki kekayaan yang melimpah namun 

laraf pcndidikan masyarakatnya masib rendah dan kebidupannya miskin. Menurut 
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hasil pcndataan Badan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera (BKBKS) 

Kabupaten Musi Banyuasin pada tahun 2002, hampir separuh atau sekitar 48% 

dari total rumah tangga di kabupaten ini tergolong miskin. Kondisi ini 

menyebabkan mereka tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan 

dasar akan pendidikan bagi anak-anaknya. Sedangkan berdasarkan data dari Dinas 

Pendidikan Nasional Kabupaten Musi Banyuasin pada tahun 2002 jumlah 

masyarakat "buta aksara" sebanyak 11.881 jiwa. Sementara sebanyak 4.500 anak

anak usia sekolah 7-12 tahun tidak dapat merasakan pendidikan secara formal di 

sekolah. Rendahnya kualitas sumber daya manusia di kabupaten ini juga dapat 

dilihat dari Angka Partisipasi Kasar (APK) pendidikan. APK SD adalah sebesar 

118, 24%, SMP 62,74%, serta SMA 21,63%. Dari data ini terlihat bahwa 

partisipasi masyarakat Musi Banyuasin terhadap jenjang pendidikan lanjutan 

tinggi semakin rendah. Akibatnya, kondisi ini menjadikan kualitas sumbcr daya 

manusia Musi Banyuasin sangat rendah. Melihat kondisi yang memprihatinkan 

tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin memprioritaskan 

peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan. 

Salah satu bentuk praksis dari otonomi pendidikan di Musi Banyuasin 

adalah lahimya kebijakan sekolah gratis. Hal ini diperkuat dengan dikeluarkan 

Keputusan Bupati Nomor 288 Tahun 2002 tentang Penetapan Sekoiah-Sekolah 

Penerima Dana Subsidi Pengganti BP3. Kebijakan yang masih tergolong langka 

ini muncul bukan sekedar untuk mewujudkan SDM berkualitas di daerah ini, 

tetapi juga dimaksudkan untuk mempercepat perwujudan kesejahteraan 

masyarakat. Dengan pendidikan gratis, secara otomatis bcban hidup masyarakat 

semakin rmgan sehingga mereka terbantu untuk dapat meningkatkan 

kesejahteraannya. Di saat bersamaan, kebijakan ini juga merupakan sesuatu yang 

kontekstual dan strategis untuk melepaskan Muba dari predikat "daerah kaya, 

tetapi miskin dan tertinggal" yang sempat melekat sebelum tahun 2002. 

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional juga Lelah menegaskan bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang 

sama untuk memperoleh pendidikan yang berrnutu (Pasal 5 Ayat 1) dan setiap 

warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun wajib mengikuti 

pendidikan dasar (Pasal 6 Ayat 1). Sementara itu, pemerintah dan pemerintah 
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daerah berkewajiban memberikan layanan dan kemudahan, serta rnenjamin 

terselenggaranya pcndidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa 

diskriminasi (Pasal ll Ayat l ), dan menjarnin tersedianya dana guna 

terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang beru.sia tujuh sampai 

dengan lima bclas tahun (Pasal II Ayat 2). Selanjutnya, ditegaskan kembali 

bahwa dana pendidikan, selain gaji pendidik dan biaya kedinasan, dialokasikan 

minimal20% dari APBNIAPBD (Pasal49 Ayat !). 

Di tengah fakta belum dipenuhinya kewajiban konstitusi terkait anggaran 

pendidikan oleh pemerintah dan banyak pemerintah daerah, sejak 2002 

Pemerintab Kabupaten Musi Banyuasln justru telah mampu menganggarkan dana 

pendidikan di atas 20% dari APBD, dapat dilihat pada tabel 1.1 berikut ini : 

Tabell.l 
Alokasi Anggaran Sektor Pendidikan 

Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2002 s/d 2008 

NO TAHUN 
.JUMLAH APBD 

ANGGARANSEKTOR 
ANGGARAN PENDIDIKAN 

L 2002 Rp 655.329.246.350,00 Rp 13!.148.246.566,00 

2. 2003 Rp 638.890.900-350,00 Rp 139.319.339.750,00 

3. 2004 Rp 615.206.862.173,00 Rp 152.920.037.678,00 

4. 2005 Rp 639.658.720.311,00 Rp 156.852.586.696,00 

5. 2006 Rp 1.257.885.138.000,00 Rp 327.259.336.000,00 

6. 2007 Rp !.500.606.700.000,00 Rp 341.936.501.000,00 

7. 2008 Rp. !.610.488.906.000,00 Rp. 390.14!.541.112,00 

Sum her: Badao Pcngclola Keuangan dan Asct Daerab 

Dengan alokasi anggaran pendidikan di atas 20% tersebut Pemerintah 

Kabupaten Musi Banyuasin menjalankan kebijakan sekolab gratis dari mulai 

tingkat SD, SLTP hingga SLTA. Sekolah gratis ini tidak hanya dirasakan oleh 

anak-anak sekolah negeri, tetapi anak-anak yang menuntut ilmu di sekolah swasta 

dan sekolah keagamaan pun mcndapatkan kesempatan dan perlakuan yang sama. 
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Semua mendapatkan jaminan di bidang pendidikan. Hal ini memposisikan Musi 

Banyuasin sebagai daerah pelopor Program Wajib Bela jar 12 Tahun. 

Berdasarkan keterangan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Musi 

Banyuasin, untuk kebijakan bebas biaya pendidikan 12 tahun atau dari tingkat SD 

hingga SMA~ baik negeri maupun s:wasta di seluruh wilayah Kabupaten Musi 

Banyuasin, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin melaksanakannya secara 

bertahap, yaitu : 

I. !'ada tahap awal (2003), Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin 

menerapkan pembebasan biaya pendidikan untuk siswa SD sampai dengan 

SMA di sekolah negeri. 

2. Tahap kedua (2004), bebas biaya pendidikan diberikan pula pada Sekolah 

Diniyah hingga Ali yah NegerL 

3. Tahap ketiga (2006), kebijakan bebas biaya pendidikan berlaku untuk semua 

sekolah tingkat dasar hingga lanjutan atas, baik negerl maupun swasta. 

Adapun rincJan dana subsidi yang langsung diberikan kepada pihak 

sekolab terdiri dari dua jenis : 

l. Dana Pengganti BP3, rneliputi dana untuk kesejahteraan guru, ATK kegiatan 

bela jar mengajar, kegiatan OSlS dan eks.trakuriku!er. 

2. Bantuan Rutin 

Kebijakan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin untuk memngkatkan 

SDM melaiui bidang pendidikan merupakan sebuah investasi jangka panjang 

yang tingkat keberhasilannya hanya dapat diiihat pada masa mendatang. Namun 

demikian menurut Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Musi Banyuasin 

beberapa indikator positif ke arab keberhasiian irnplementasi kebijakan tersebut 

mulai dapat terlihat, indikatomya adalah: 

L Terjadi penurunan buta aksara. Menurut keterangan Dinas Pendidikan 

Nasional Musi Banyuasin per April 2008, jumlah masyarakat buta aksara di 

Musi Banyuasin yang semula ! 1.881 jiwa (2003) turun rnenjadi 0 jlwa 

(2007), jumlah tersebut selurulmya berasal dari kalangan usia diatas 25 

tahun. 

2. Meningkatnya Angka Partisipasi Kasar (APK) selama lima tallUn terakhir 

yaitu dari tahun 2003 hingga 2007, seperti terlihat pada label l.2 berikut ini; 

Universitas Indonesia 

Implementasi Kebijakan..., Dhiana Afwina, FISIP UI, 2009



9 

Tabel1.2 
Angka Partisipasi Kasar Kabupaten Musi Banyuasin 

ANGKA PARTISIPASI KASAR (APK) l NO TAHUN % 
' ·~·--' 

SD SMP SMA 
·--- ---- ··-

I. 2003 118,24 62,74 34,27 
------- --~--- ·--

2. 2004 1 I 9,11 67,83 42,16 

3. 2005 119,13 71,81 52,91 

4. 2006 119,15 85,75 61,65 
... ····-

5. 2007 119,15 93,27 70,21 

Target Nasiona! Target Nasional Target Nasional 

94,66% 91,75% 60,20% 

Rea[isasi Nasional Realisasi Nasional Realisasi Nasional 

94,90% 92,52 60,51% 
. .... -.... ____ .... ____ .... 

Sumber: Dinas Pendldikan Nasiona! Kab. Muha (data per April 2008) 

Dari dala pada tabel APK Kabupaten Musi Banyuasin, terlihat babwa pada 

ta:hun 2007 APK Kabupaten Musi Banyuasin dari tingkal SD sampai dcngan 

SMA semuanya melebibi target nasionaL Selain itu terlihat dari tahun 2003 

sampai dengan 2007 adanya peningkatan APK yang cukup tinggi pada tingkat 

sekolah menengah atas yaitu sebesar 35,94%, sedangkan pada tingkat SMP 

peningkatannya sebesar 30,53% dan SD sebesar 0,91 %. 

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Musi 

Banyuasin, bahwa kehijakan sekolah gratis ini membenkan kontrihusi yang cukup 

tinggi dalam peningkatan kualitas hidup manusia mclaiui lndeks Pembangunan 

Manusia (IPM), di mana salah satu unsur utama daiam penentuan komposit indeks 

pembangunan manusia adalah tingkat pengetahuan atau pendidikan yang 

dirasakan olch masyarakat. Pencapaian IPM Kabupaten Musi Banyuasin dan 

komponcnnya dapat dilihat pada tabel 1.3 berik:ut : 
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Tabell.3 
IPM Kahupaten Musi Banyuasin dan Komponennya Tahun 2002-2007 

Komponen Komponen Daya 
Komponen Pendidikan 

Tabun Kesebatan Bt:li !PM 
-----~-

AHH Indeks AMH RLS Indeks ppp Indeks 

2002 66,7 69,5 93,3 5,5 74,4 453,7 !7,3 s3,s 1 

2oii3 
.... 

66,9 69,8 92,! 5,9 74,5 574,5 49,0 64,6 

2004 67,9 7!,5 95,7 6,7 78,7 594,4 53,6 68, l 

2005 68,7 72,8 95,9 6,8 79,0 594,9 53,7 68,7 
·-· 2006 68,7 73,0 95,9 6,8 79,0 597,6 54,3 69,0 

2007 68,9 73,2 96,3 7,0 81,7 597,9 54,6 69,83 

Sumber : Badan Pusat Slatistik Kabupalen Mus! Banyuasin Tahun 2007 

Perkembangan pembangunan di bidang pendidikan pada Kabupaten Musi 

Banyuasin selama k:urun waktu lima tahun berdasarkan data·data yaog 

dikemukakan terlihat adanya peningkatan di hidang pendidikan. Selain itu juga 

dikatakan bahwa implementasi kebijakan sekolah gratis mempunyai pengaruh 

tcrhadup kualitas pendidikan di Musi Banyuasin. Menurut Alex Noerdin yang 

pada waktu rnenjabat sebagai Bupati Musi Banyuasin, tingkat kelulusan siswa 

SMA di Musi Banyuasin pada Ujian Nasionai (UN) mencapai 100%. Kemudjan 

sekitar 85% lulusan SMA di Musi Banyuasin diterima di berbagai perguruan 

tinggi negeri dan sejak 1)5 tahun la!u, kebijakan sekolah gratis ini diikuti oJeh 

banyak daerah, Tcn;:atat ada sekitar 43 kabupaten atau kota di Indonesia yang 

melakukan studi banding ke Mus.i Banyuasin (Koran Seputar Indonesia, 

17 Dcsember 2007). Hal ini rnenimbu)kan keingintahuan bagaimana implernentasi 

kebijakan sekolab gratis di Kabupaten Musi Banyuasin karena dari data·data yang 

ada terlihat hahwa kebijakan sekolah gratis di Kabupatcn Musi Banyuasin dinilai 

cukup berhasil. Untuk menjawab hal ini, perlu diadakan suatu penelltian yang 

mendalam, 

Adapun beberapa alasan mengambil tema tentang kebijakan sekolah gratis 

di Kabupaten Musi Banyuasin sebagai kajian penelitian ilmiah antara lain karena : 

1. Kcbijakan ini merupakan saiah satu hentuk investasi di sektor pendidikan 

rlalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia. 
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2. Musi Banyuasin adalah Kabupaten yang pertama kali mengeluarkan 

Kebijakun Sekolah Gratis di Sumatera selatan. 

3. Mcrupakan kebijakan yang memperbesar akses masyarakat terhadap 

pendidikan. 

Selanjutnya, dad data Dinas Pendidlkan Nasional Kabupaten Musi 

Banyuasin tentang Angka Partisipasi Kasar (APK) yang telah diuraikan 

sebclumnya terHhat babwa APK tingkat SMA sejak tahun 2003 sampai dengan 

2007 mengalami peningkatan yang cukup tinggi dibandingkan dengan APK di 

tingkat SMP dan SD yaitu sebesar 30,53 %. 

Berdasarkan hal tersebut penelitian ini tertarik untuk melihat bagaimana 

implementasi kebijakan sekolah gratis di Kabupaten Must Banyuasin pada tingkat 

sekolah menengah atas sehingga APK di tingkat sekolah menengah atas 

mengalami peningkatan yang cukup tinggl serta ingin mengctahui faktor-faktor 

yang: mempengaruhi dalam implementasi kebijakan sekolah gratis tersebut. 

Kemudian SMA yang dipilih sebagai locus dalam penelitian ini adalah SMA 

Negeri 2 Sekayu dan SMA Rahmani yah Sekaytl, Alasan pemilihan kerlua sekolah 

ini adalah karena berdasarkan data dari Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten 

Musi Banyuasin per AprH 2008, bahwa dari semua SMA Negeri di Kabupaten 

Musi Banyuasin yang berjumlah 19 sekolah, SMA Negeri 2 Sekayu mempunyai 

mutu Julusan yang cukup membanggakan. Tercatat pada tahun 2007, 93 lulusan 

SMA Ncgeri 2 Sekayu (85,32%) berhasil diterima di Pefb'l.m.Jan Tinggi Negert 

melalui jalur PMDK, sedangkan untuk seluruh SMA swasta yang ada di 

Knbupaten Musi Banyuasln yaitu sebanyak l8 sekolah, SMA Rahmaniyah Sekayu 

adalah SMA swasta yang paling banyak peminatnya dibandingkan SMA swasta 

yang lain yang ada di Kabupalen Musi Banyuasin. Tercatat sejak berdiri pada 

tahun 2003 dengan jumlah siswa hanya 280 orang dan sckarang berjumlah 470 

omng siswa atau 15,78% dari total jumlah seluruh siswa SMA swasta yang ada di 

Kabupatcn Musi Banyuas.in. 

Berkuitan dengan kebljakan di bidang pendidikan terdapat beberapa 

penetitian sejenis antara lain: Nurudin (2007), yang meneliti mengenai efektivitas 

kebijakan pendidikan gratis di Kabupaten Banyuwangi dalam tahapan fonnulasi, 

itnplementasi, dan evaluasi. Dalam pene1itiannya ini Nurudin mcnemukan bahwa 
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penyelenggaraan kebijakan pendidikan gratis di Kabupaten Banyuwangi belum 

efektif. Hal ini terlihat mulai dari tahap formulasi kebijakan, pengambll keputusan 

berorientasi pada policy initiation di mana pemecahan masalah publik 

menekankan pada interest aktor pengambil kebijakan yang jangkauannya \ebih 

pendek, sehingga memunculkan fragmentasi antar lemhaga eksekutif dan 

legislatif. Selain itu hasil dari kebijakan yang diharapkan beium mampu 

memperllhatkan fakta akan keberhasilan kehijakan. dimana stakeholder tidak 

bersikap proaktifkarena sosialisasi kebijakan belum berjalan secara maksimal. 

Natakusumah (2006) rlalam penelitiannya tentang kebijakan pembangunan 

pendidikan di Kabupaten Pandeglang studi kasus Bebas Biaya Sekolah (BBS) 

tahun 2005, hanya mencoba untuk memahami terbentuknya sebuah kebijakan 

yang muncul sebagai kepedulian atau interest po~itik dari pemerintah Kabupaten 

Pandeglang terhadap program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun. Hasil 

penelitiannya menemukan bahwa terjadi dinamika dalam proses pernbentukan 

kebijakan tersebut dimana adanya konflik dari para pihak yang pro dan kontra 

yang pada akhimya terjadi konsensus politik berupa sebuah kompromi setelah 

ditempuh ja!an musyawarah melalui jalan dialogis secara intens dilakukan 

terutama antara pihak eksekutif dan legislatif. 

Berbeda dengan penelitian sebelumnya dan berdasarkan Jatar belak:ang 

yang telah dikemukakan, pene[itian ini akan melihat bagaimana implemcnlasi dari 

kebijakan sekolah gratis di Kabupaten Musi Banyuasin termasuk faktor-faktor 

yang mempengaruhi implemcntasi kcbijakan sekolah gratis tcrsebut, s:ehingga di 

harapkan pada akhir penelitian diperoleh gambaran secara jelas dan mendalam 

tentang implementasi kebijakan sckolah gratis. Adapun judul penelitian ini 

adalah: Implementasi Kebijakan Sekolah Gratis di Kabupaten Musi 

Banyuasin (Stud! kasus pada SMA Negeri 2 Sekayu dan SMA Rahmaniyah 

Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin), 

1.2 Perumusan Masalah 

Berbagai hal yang terdapat pada latar belakang diadakannya penelitian lni, 

tentunya banyak aspek yang scmestinya dapat dijadikan rumusan masalah. Namun 

dlperlukan fokus pada penelitian, maim rumusan rnasalah pada penclltian ini 

dibatasi hanya pada dua permasalahan pokok, yaitu : 
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a. Bagaimana implementasi dari kebijakan sekolah gratis di Kabupaten Musi 

Banyuasin? 

b. Faktor·faktor apa yang rnempengaruhi da!am implementasi kebijakan sckolah 

gratis di Kahupatcn Musi Banyuasin? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah : 

a. Menggambarkan implementasi kebijakan sekolah gratis di Kabupaten Musi 

Banyuasin. 

b. Mengetahui faktor-faktor apa yang mempengaruhi dalam implementasi 

kebijakan sekolah gratis di Kabupaten Musi Banyuasin. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Akademis 

Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khasanah 

kajian pembangunan sosial mengenai hal-hal yang berkaitan dengan 

kebijakan pembangunan pendidikan, dalam hal ini kebijakan sekolah 

gratis dalam meningkatkan kua!itas sumber daya manusia. Selain itu 

penelitian tni juga diharapkan dapat dijadikan bahan kajian dan referensi 

untuk peneiitian lanjutan di masa yang akan datang, 

1.4.2 Manfaat Praktis 

Konlribusi hasil penelitian dijadikan dasar o!eh pemcrintab daerah dan 

penyelenggara pendidikan untuk mengoptimalkan faktor-faktor dominan 

yang mempengaruhi implementasi kebijakan sekolah gratis di Kabupaten 

Musi BanyuasiR 

l.S Metode Penelitian 

1.5.1 Pendekatan PeneUtian dan Jenis Pene(itian 

Sesuai dcngan tujuan dari penelitian ini yaitu ingin menggambarkan 

tentang implementasi kebijakan sekolah gratis di Kabupaten Musi Banyuasin dan 

ingin mcngetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan tersebut, maka 

pendckatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitalif. 

Pertimbangan mcnggunakan pendekatan kuaHtatif karena informasi yang 
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diperoleh akan lebih lengkap, lebih mendalam, kredibel dan bermakna sehingga 

tujuan penelitian dapat tercapai. Menurut Miles dan Huberman (1992 : 15-16), 

pendekatan kualitatif adalah penelitian yang sebagian besar data~datanyu 

ber..vujud kata-kata bukan rangkaian angka-angka. Data tersebut mungkin teJah 

dikumpulkan dalam aneka macam cara { observasi, wawancara, intisari dokumen, 

pita rekaman) dan yang biasanya diproses kira-kira sebelum siap digunakan 

(melalui pencatatan, pengelikan, penyuntingan, atau a!ih tulis), tetapi analisis 

kualitatiftetap menggunakan kata~kata1 yang biasanya disusun ke dalam teks yang 

diperluas. 

Selanjutnya. seperti yang telah diuraikan sebelumnya bahwa penelitian ini 

bertujuan untuk menggambarkan tentang bagaimana implementasi keb!jakan 

sekolah gratis di Kabupaten Musi Banyuasin. Berdasarkan bal ternebut, maka 

mctode yang dipilih dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan 

pendekatan kualilatif. Metode ini dipilih karena bisa memberikan gambaran 

secara sistematis~ faktual, dan akurat tentang gambaran implementasi kebijakan 

sekolah gralis di Kabupaten Musi Banyuasin serta mengetahui faktor~faktor yang 

mcmpengaruhi implementasi tersebut. 

Hal ini sejalan dengan pemahaman Nazir (2003 : 54) yang mengatakan 

bahwa penelitian deskriptif adalah suatu metode dalarn meneliti suatu objek, suatu 

kondisi, atau suatu pcristiwa pada masa sekarnng. Dan tujuan dari penelitian 

dcskriptif adalah untuk membuat dcskripsi, gambaran atau lukisan secara 

sistematis, faktual, dan akurat mengenai :fukta~fakta, sifat-sifitt, scrta hubungan 

antar fenomcna yang diselidikL Hal senada juga dikemukakan oleh Moleong 

(2006 : 56) yang berpendapat babwa pene1itian deskriptif adalah penelitlan yang 

bcrmaksud untuk memabami fenomena tentang apa yang dialami oteh subjek 

penelitian, misalnya perilak:u, persepsi, tindakan, dan lain-lain, secara holistik 

dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-.katalbahasa dan gambar dengan 

memanfaatkan berbagai metorle ilmiah, seperti wawancara, pengamatan, dan 

pemanfnatan dokumen. 
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1.5.2 Tcmpat dan Waktn Penclitian 

Penclitian ini di1aksanakan pada SMA Negeri 2 Sekayu dan SMA 

Rahmaniyah Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin. Alasan pemilihan kedua 

sekolah ini sebagai lokasi penelitian adalah karena berdasarkan data dari Oinas 

Pendidikau Nasional Kabupaten Musi Ban:ruasin bahwa dari sernua SMA Negeri 

di Kabupaten Musi Banyuasin yang berjumlah 19 sekolah, SMA Negeri 2 Sekayu 

mempunyai mutu lulusan yang cukup membanggakan. Tercatat pada tahun 2007, 

93 lulusan SMA Negeri 2 Sekayu (85,32%) berhasil diterima di Perguruan Tinggi 

Negeri melalui jalur PMDK, sedangkan untuk seluruh SMA swasta yang ada di 

Kabupaten Musi Banyuasin yaitu sebanyak 18 sekolab, SMA Rahmaniyah Sekayu 

adalah SMA swasta yang paling banyak peminatnya dibandingkan SMA swasla 

yang lain yang ada di Kabupaten Musi Banyuasin. Tercatat sejak berdiri pada 

tahun 2003 dengan jumlah siswa hanya 280 orang dan sekarang berjumlah 470 

orang siswa atau 15,78% dari totaJjumlah seluruh siswa SMA swasta yang ada di 

Kabupaten Musi Banyuasin. 

Waktu pennlitian dilaksanakan selama kurang lebih 2 (dua) bulan, yaitu 

mulai dart bulan April sampai pertengaban Mei tahun 2009. 

1.5.3 Sumber Data dan Jenis Data 

1.5.3.1 Sumber Data 

Yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah : 

l. Infom1an. Model pemilihan informan yang dipergunakan pada penelitian ini 

adalah nonprobability samples atau nonrandom samples. Menurut Neuman 

(2000: 196): 

Qualitative researchers focus less on a sample's representativeness or 
on detaiied techniques for drawing a probability sample. Ins lead, they 
focus on how the sample or small collection of cases, units, or 
activities illuminates social life (para peneliti kuaHtatlf ttdak 
mcmfokuskan pada keterwakiJan sampel dari suatu populasi atau 
menggunakan teknik secara detail untuk mendapatkan sampel secara 
probabilitas. Tetapi lebih fokus pada sampel atau satu kolcksi kccH 
dari berbagai kasus, unit, atau sebuall aktivitas dalarn kehidupan 
sosial). 
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Model ini dipilih karena bisa menjaring inforrnasi sebanyak mungkin 

tcntang implementasi dan faktor~faktor yang mempengaruhi implementasi 

tersebut dari pant informan. 

Untuk memilih pihak-pihak yang dijadikan infonnan dilakukan dengan 

teknik p!ifposlve sampling. Teknik ini dipilih karena sesuai dengan 

pertimbangan peneliti yaitu memilih inforrnan yang dianggap mengetahui, 

memahami, dan terlibat dalarn implementasi kebijakan sekolah gratis di 

Kabupaten Musi Banyuasin. Ini sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh 

Sugiyono (2008 : 53-54), purposive sampling adalah teknik pengambilan 

sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu 

tersebut ini, misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa 

yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan 

memudahka.n penelitl menjelajah obyekfsituasi sosial yang diteiili. 

Sesuai kebutuhan, inforrnan dlkelompokkan menjadi 3 (tiga) yaitu: 

! ) Pemcrintah terkait sebagai pelaksana kebijakan sekofah gratis. Uotuk 

pihak pemerintah ini yang penulis jadikan informan adalah Sckretaris 

Daerah, Sekretaris Dina.s Pendidikan Nasional Kabupaten Musi 

Banyuasio, Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Sistern [nformasi Dinas 

Pendidikan Nasionat Kabupaten Mus! Banyuasin serta Bendahara pada 

Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Musi Banyuasin, Informan ini 

dipitib berdasurkan pada pertimbangan bahwa mercka mcngetahui, 

mcmahami serta terlibat langsung sebagai pelaksana kebijakan sekolah 

gratis. 

2) Pihak Sekolah. Dalam penelitian ini informannya adalah Kepala Sekolah 

SMA Ncgeri 2 Sekayu dan Kepala SMA Rahmaniyah Sekayu. Selain itu 

Juga infonnan yang dipilib dalam penelitian ini adalah guru. Penulis 

memllih 1nforman guru l orang pada masing-maslng sckolah. PemHihan 

guru pada mas1ng~masing sekolah tersehut berdasarkan pada status 

kepegawaiannya sebagai guru honor, karena guru honor yang paling 

merasakan dampak dari bantuan yang diberikan olch Pemerintah Daerah, 

sclain itu juga berdasarkan lamanya masa kerja yang dimiliki guru pada 

masing-masing sekolah terse but. 
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3) Pihak Masyarakat Untuk pihak masyarakat in forman yang dipilih adalah 

orang tua siswa pada SMA Negeri 2 Sekayu dan SMA Rahmaniyah 

Sekayu. Orang tua siswa yang dipilih dala.m penelitian ini hanya I orang 

untuk masing~masing sekolah. PemiiJhan informan ini berdasarkan pada 

orang tua siswa yang terlibat dalam keanggotaan BP~3 dan mempunyai 

anak yang sekolah pada awal pelaksanaan kebijakan sekolah geatis 

sekaligus mempunyai anak yang masih sekolah saat ini pada rnasing

masing sekolah tersebut. 

Berdasarkan dari kebutuhan penulis terhadap kclompok In forman dan 

jenis informasi yang dicari, rnaka disusun cara penentuan [nfonmm sebagai 

berikut: 

Tabell.4 Cara Penentuan In forman 
~··· ···-

No. lnformasi yang dicari lnforman 
Jumlah 
(Orang) 

L Latar belakang kebijakan Aparat Pemerinlah Kabupaten 4 

sekolah gratist alasan pemiiihan Musi Banyuasin sebagai Pelaksana 
kebijakan sekolab gratis, Kebijakan (Sekretaris Daerah, 
manfuat yang dibarapkan dari Sekretaris Dinas Pendidikan 
kebijakan sekoJah gratis, model Nasional Kabupatcn Musi 
pelaksanaan kebijakan sekolah Banyuasln, Kepala Sub Bagian 
gratis. anggaran pembiayaan Perencanaan dan Sistem 
kebijakan, faktor-faktor yang Intbrmasi, Bendaha.ra Dinas 
mempengaruhi dalam Pendidikan Nasional Kabupaten 
impiemcntas! kebijakan Musi Banyuasin ). 
tersebut. 
·------ ~-

2. lmplementasi kebijakan ' Pihak Sekolah (Kepala Sekolah 4 

sekolah gratis, interpretasi dan Guru) 

dalam pelaksanaan kcbijakan, 
alokasi bantuan dana subsidi 

pengganti BP-3 dan bantuan 

biaya rutin, tingkat 

~,-. 

kesejahteraan guru. ' ·····-- -------· 

I 

·;:--
3. lmplementasi kebijakan Perwakllan orang tua siswn 2 

sekolah gratis 

Jumtah Total 10 

Sumber ; telah diolah kentbatl 
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2. Dokumen~dokumen 

Dokumen-dokumen yang dijadikan sumher data adalah data 

perencanaan kegiatan, penganggarnn, petunjuk-petunjuk pelaksana dan 

dokumen-dokurnen yang relevan dengan penelitian, 

1.5.3.2 Jenis Data 

Jenis data yang dikumpulk:an dalam penelitian ini adalah berupa : 

I. Data Primer, yaitu : data yang diperoleh langsung dari hasil wawancara 

mcndalam dengan informan yang memang dipilih secara sengaja dengan 

pertimbangan tertentu karena mengetahui, memahami. dan terlibat dalam 

implementasi kebijakan sekolah gratis di Kabupaten Musi Banyuasin. Jenis 

data yang dikumpulkan adalah berhubungan dengan : 

a. Inforrnasi yang berhubungan dengan implementasi kebijakan sekolah 

gratis 

b. Faktor-faktor yang mempengaruhl implementasi kebljakan sekolah gratis. 

c. Informasi lain-lain yang rnendukung implementasi kebijakan sekolah 

gratis. 

2. Data Sekunder, yaitu ; data yang berasal dad dokumen) peraturan perundang~ 

undangan, petunjuk pelaksana, folo, dan lain-lain yang mlevan dengan 

pcnelitian yang diperoleh dart Dinas Pendidikan Nasional Kahupaten Musi 

Banyuasin serta instansiwinstansi lain yang terkait dan relevan dengan topik 

penelitian. 

1.5.4 lnstrumen Penelitian 

lnstrumen penelitian dalam penelitjan dengan pendekatan kualitatif ini 

adalnh peneliti sendirL Seperti yang dlkemukakan Irawan (2006) bahwa satu

salunya instrumen terpenting dalam penelitian kualitatifadalah penetiti itu sendiri. 

hal yang samajuga dikcmukakan oleh Nasution (1988) dalam Sugiyono (2008: 

60-61), menyatakan datam penelitian kualitatif. tidak ada piliban \aln daripada 

menjadikan manusia sebagai instrumen penelitian utama. Alasannya ialah bahwa, 

segata sesuatunya belum mempunyai bentuk yang pasti. Masaiah1 fokus 

penelitian, prosedur peneiitian, h!potesis yang digunakan, bahkan basil yang 

diharapkan, itu semuanya tidak dapat ditentukan secara pasti dan jelas 
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scbelumnya. Segala sesualu masih perlu dikembangkan sepanjang penelitian itu. 

Dalam keadaan yang serba tidak pasti dan tidak jelas itu, tidak ada pilihan lain 

dan hanya peneliti itu sendiri sebagai alat satu-satunya yang dapat mencapainya. 

Selain itu, penelitian ini juga akan menggunakan instrumen penelitian berupa 

pcdoman wawancara, dan alat perekam. 

1.5.5 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling penting dalam 

penelitian, karena tujuan utama dar! penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa 

mengetahui teknik pengumpulan data, rnak'a peneliti tidak akan mendapatkan data 

yang memenuhi standar data yang ditetapkan (Sugiyono, 2008 : 62). 

Menurut Suyanto dan Sutinah (2005 : !86) ada tiga macam teknik 

pengumpulan data secara kualitatlf, yaitu : wawancara mendalam, observasi 

langsung, dan penelaahan terhadap dokumen tertulis. berkaitan dengan pendapat 

Suyanto dan Sut!nah tersebut, maka dalam peneiitian dengan pendekatan kualitatif 

ini, teknik pengumpulan data diiakukan melalui : 

l. Stud) Literatur & Dokurnentasi. Study literatur dan dokumentasi ini dilakukan 

dengan mempelajari, membaca, mencatat, Undang-Undang, dokumen dan 

sejumJah peraturan yang ada hubungannya dengan rnasalah penetitianj 

kemudian penulis juga mengutip pendapat para ahliipakar sesuai dengan 

bahan yang dipertukan baik rnelalui buku, jumal, media cetak maupun 

internet. 

2. Wawancara Menda[am. Wawancara dilakukan dafam rangka mengumpulkan 

data yang lebih konkrit dan mcndalam, untuk keperluan itu peneliti menggali 

informasi dari pejabat-pejabat yang berwenang, pihak sckolah dan 

masyarakat Proses wawancara mernpergunakan pedoman wawancara bagi 

semua informan, rnu!ai dari wawancara terhadap pejabat~pejabat yang 

berwenang, pihak sekolah sampai kepada pihak masyarakat. Pertanyaan

pertanyaan lcbih dalam berkembang dengan scndlrinya dalam \Vawancara 

tersebut. 

3. ObservasL Peneliti melakukan pengamatan terbadap berbagai kegiatan 

implemencasi kebijakan sekolah gratis p.ada sekolah-sekolah yang sudah 

dipilih daiam penelitian ini. 
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1.5.6 Ana lisa Data dan Keabsahan Data 

Berdasarkan teknik pengumpulan data di atas, maka sete[ah mendapatkan 

data yang dfperlukan dalam peneHtian, baik data yang diperoleh dari 

dokumenlarsip, literatur perpustakaan, pengamatan langsung maupun wawancara. 

Selanjutnya data yang sudah terkumpul dianalisis guna menjawab pertanyaan 

penelitian. Mcnurut Moleong (2008 ; 280) analisa data adalah proses 

mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dnn satuan 

uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja 

seperti yang disarankan oleh data. 

Adapun tahapan analisa data dalam penelitian ini mengikuti proses analisa 

data sebagaimana yang dikemukan oleh Irawan, (2006: 89), yaitu: 

I. Pengumpulan data mentah. Tahap ini dilakukan rnelalui wawancara dengan 

informan, observasi lapangan, kajian dokumen-dokumen yang mendukung 

penelitian. Pada tahap lni juga dilakukan pencatatan dengan apa adanya di 

lapangan, dan rekaman. 

2. Transkrip data. Yaitu tahapan memindabkan data-data rekarnan atau basil 

wawancara ke dalam bentuk tcrtulis (narasi). Tranship data ini harus ditulis 

apa adanya. 

3. Pcrnbuatan koding, Pada tahap ini penulls membaca ulang secara hati-hati dan 

telitl seluruh data yang sudah ditranskrip. Pada bagian-bagian tertentu dari 

transkip itu, penu!is akan berupaya menemukan hal-hal penting yang perlu 

dicatat untuk proses selanjutnya. Dari hal-hal penting tersebut kemudian 

diambil kata kuncinya, dimana kata k:unci itu akan diberi kode. 

4. Kategori data. Pada tahap ini peneliti mulai rnenyederhanakan data dengan 

cara mengikat konsep~konsep (kata-kata} kunci dalam satu besaran yang 

dinamakan "kategori". 

5. Keslmpulan sementara. Pada tahap ini peneliti telah menytrnpulkan sementarn 

hasil yang ada berdasarkan data. 

6. Triangulasi. Untuk mengecek kebenaran (truthworthiness), mengurangi bias 

dan kcsalahan data perJu menggunakan "teknik triangulasl" atau pemeriksaan 

silang check & recheck antara satu surnber data dengan sumber data lainnya. 
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Sclain itu dalam setiap penelitian diperlukan standar tertentu untuk melibat 

derajat kepercayaan atau kebenaran basil penelitiannya. dalam peneHtian kualitatif 

hal tersebut dikenal dengan keabsahan data. 

Menurut Irawan (2006) untuk menentukan keabsahan data dijelaskan 

melalui empat hal atau teknik pemeriksaan, yaitu : dapat dipercaya atau derajat 

kepercayaan (credibility), berlaku dikonteks lain atau keteralihan (transferability), 

konsisten atau ketergantungan (dependability), dan kcpastian (comfirmability). 

1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan tesis lni terdiri dari tujuh bab yaitu : 

Bab I merupakan pendahuluan. Bagian ini memuat latar belakang, 

perumusan masalah, tujuan penelitian. manfaat penelltian serta sistematika 

penulisan. 

Bab II berisi tinjauan pustaka. Bagian ini mengetenga.hkan berbagai 

pengertian dan konsep tentang pembanguna.n dan pemba.ngunan sosial, 

kesejahteraan sosial. otonomi daerah dan pendidikan, kebijakan publik dan 

kebijakan pendidikan, implemcntasJ kebijakan publik, faktor-faktor yang 

mernpengarubi implementasi kebijakan. Selaln itu pada bah ini juga terdapat 

model operasional penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini. 

Bab lll memuat metode penelitian yang digunakan. yaltu meliputi 

tempat dan waktu penehtian, fokus penelitian, pendekatan penelitian dan jenis 

penelitian, sumber data dan jenis data, instmmen penelitian, teknik pengurnpulan 

data, analisa data dan keabsahan data serta waktu yang diperlukan untuk 

mclakukan penelitian. 

Bab IV yaitu gambaran umum lokasi peneliti.an. Bagian ini 

rncmberikan gambarnn kondisi obycktifkeberadaan lokasi penelitian, diantaranya 

: gambaran umum Kabupaten Musi Banyuas[n, Dinas Pcndidikan Nasional 

Kabupatcn Musi Banyuasin, Kebija.kan SekoJah Gratis Kabupaten Musi 

Banyuasin, SMA Negeri 2 Sekayu dan SMA Rahmaniyah Sekayu Kabupaten 

Musi Banyuasin. 

Bab V menggambarkan temuan lapangan tcntang kebijakan sekolah 

gratis di Kabupaten Musi Banyuasin. Pada bagian ini akan dikemukakan hal· . 

hal yang mempakan basil temuan lapangan berkaitan dengan pelaksanaan 
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kebijakan sekolah gratis. Bagian ini juga akan mengemukakan faktor-faktor yang 

mempengaruhi dalam implementasi kebijakan sekolah gratis di Kabupaten Musi 

Banyuasin. 

Bah VI merupakan analisa penelitian. Bagian ini akan membahas 

implementasi kebijakan sekolah gratis di Kabupaten Musi Banyuasin serta faktor

faktor yang mempengaruhi kebijakan sekolah gratis di Kabupaten Musi 

Banyuasin. 

Bah VII merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan 

rekomendasi. Bagian ini terdiri dari kesimpulan yang merupakan rangkuman dari 

keseluruhan basil penelitian serta rekomendasi yang ditujukan kepada Pemerintah 

Kabupaten Musi Banyuasin dalam penyelenggaraan pembangunan pendidikan. 
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BAB2 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Pembangunan dan Pembangunan Sosiat 

2.!.1 Pcmbangunan 

Istilah pcmbangunan mempunyai definisi yang berbeda-beda sesuai 

dengan selera setiap orang yang mengartikannya. Para ahli mengemhangkan 

berbagai macam definisi untuk menjelaskan apa yang dimaksud dengan 

pembangunan. Masing-masing definisi memberikan penekanan yang berbeda 

karena Jatar belakang para ahli yang berbeda. 

PBB (1975) mendefinisikan pembnngunan sebagai upaya atau proses 

dinamis tanpa akhir_ Disebutkan dalam dokumennya bahwa ''development is 

not a static concept. It is continuously changing''_ Pemikiran ini selanjutnya 

dikembangkan oleh Rektor Univei"Sitas PBB, Soedjatmoko, yang 

mendefinisikan pembangunan sebagai : 

" ... sebuah proses pembelajaran dari satu kehidupan ke suatu kehidupan 
yang lebih baik., .Pembangunan bukan sebagai sesuatu yang dilakukan
rnelaiui berbagai tindakan ataupun melalui kcablian~kcahlian yang 
diperoleh melainkan sebagai sesuatu yang dtpelajari. Be!ajar, dalam arti 
di s(ni, adalah peningkatan kemampuan masyarakat, baik secara 
individual maupun kolektif, tidak hanya untuk menyesuaikan diri 
dengan perubahan melainkan juga untuk mengarahkan perubahan 
menuju tujuan-tujuan masyarakat". 

lgnas Kledcn dalam Soedjatmoko (1996: 18} membuat lntisan dari 

gagasan pembangunan Soedjatmoko dalam konteks membangun otonomi 

dalam rangka menciptakan dinamik: suatu masyarakat. Dikatakan Klcden 

bahwa ini\ah rupanya yang dinamakan Soedjatmoko dlnamik suatu 

masyarakaL Dengan demikian pembangunan lalu berarti merangsang suatu 

masyarakat sehingga gernk majunya menjadi otonom, berakar kepada dinamik 

masyarakat scndiri dan dapat bergerak atas kekuatan sendiri. Dengan kata 

lain, pembangunan haruslah dilihat dalam kedudukannya sebagai suatu sarana 

unluk menyelamatkan dan memperkul...LJh otonomi suatu masyarakat dan 
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bukan malah mematikan atau menghancurkannya. Dengan demikian, tidak 

ada model pembangunan yang mempunyai daya bertaku universal. 

Pemahaman Soedjatmoko adalah bahwa pembangunan merupakan 

sebuah proses alami, otonom, dan kontekstual. Soedjatmoko melihat bahwa 

pembangunan adalah proses bela jar yang bertahap, sehingga selalu ada proses 

kapitalisasi kemajuan pada setiap tahap. Pembangunan dipahami sebagai 

sebuah proses positif dari tahap ke tahap. 

Pemahaman yang sebangun dikembangkan oleh Ilmuwan sosial lain 

yang mempunyai pemahaman yang luas dan mempunyai pengaruh kuat, yaitu 

Amartya Sen dan Michael P. Todaro. 

Sen ( 1999 : 5), mendefinisikan pembangunan sebagai pemerdekaan 

manusia atau development as fi"eedom. Pembangunan haruslah \ebih 

memperhatikan peningkatan kualitas kehidupan yang kita jalani dan 

kebebasan yang kita nikmati. 

Sementara Todaro (2004:28), memahami pembangunan merupakan 

suatu kenyataan fisik sekaligus tekad suatu masyarakat untuk berupaya 

sekeras mungkin melalui serangkaian kombinasi proses sosial, ekonomi, dan 

institusional demi menc~pai kehidupan yang serba lebih baik. Lebih lanjut 

Todaro menegaskan bahwa apapun komponen spesifik atas kehidupan yang 

serba \ebih baik, proses pembangunan di semua masyarakat paling tidak harus 

mcmiliki tiga tujuan inti sebagai berikut: 

I. Peningkatan ketersediaan serta perluasan distribusi bcrbagai macam 

barang kebutuhan hidup yang pokok, seperti pangan, sandang, papan, 

kesehatan, dan perlindungan keamanan. 

2. Peningkatan standar hidup yang tidak hanya berupa peningkatan 

pendapalan, tetapi juga meliputi penambahan penyediaan lapangan kerja, 

perbaikan kualitas pendidikan, serta peningkatan perhatian atas nilai

nilai kultural dan kemanusiaan yang kesemuanya itu tidak hanya untuk 

memperbaiki kesejahteraan materiil, melainkan juga menumbuhkan 

harga diri pada pribadi dan bangsa yang bersangkutan. 

3. Perluasan pilihan-pilihan ekonomis dan sosial bagi setiap individu serta 

bangsa sccara kcseluruhan, yakni dengan membebaskan mereka dari 
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bclitan sikup menghumba dan ketergantungan 1 bukan hanya terhadap 

orang atau negara-bangsa lain, narnun juga terhadap setiap kekuatan 

yang berpotensi merendahkan niJai-nilai kemanusiaan mereka. 

Jika Sen memahami pembangunan sebagai proses membuka beban 

yang membuat manusia tidak mampu mengembangkan kapasitasnya 

(unleashing the hidden capacity of the human being), maka Todaro 

mempunya1 pemahaman yang sama namun lebih praktikal dengan 

memberikan indikator-indikator di mana kapasitas yang dimaksud berkenaan 

dengan tingkat kehidupan. khususnya di bidang ekonomi. 

Pemahaman bahwa pembangunan bersifat multidimensi dan merupakan 

pcrjalanan berjenjang, sebagaimana dikemukakan oleh Soedjatmoko. Sen. dan 

Todaro, merupaka.n pemaha:rnan pembangunan yang universal dan diterima 

secara !uas, Sebagai pembanding, dapat disimak pemahaman pernbangunan 

dari salah satu eksponen Orde baru, Joesoef dalam Moertopo ( 1982), yang 

mengcmukak:an bahwa pembangunan adalah proses perturnbuhan satu atau 

beberapa indikator kehidupan masyarakat. Mcnurut Joesoef pembangunan 

merurmkan proses dan melibatkan perubahan~pentbaban, termasuk 

pembaharuan di berbagal kehidupan. Pembangunan yang dapat memenuhi 

kebutuhan masyarakat adalah pembangunan yang seutuhnya, artinya 

perubahan harus terjadi dalam lingkup perubahan integral dan bukan hanya 

sebatas pada bebera.pa aspek kehidupan. Ia meliputi aspek sosio-kultural dan 

mencakup aspek tcknis, ekonomis, politis dan lain-lain. 

Bagi sebagian orang, istilah pembangunan berkonotas:i pada sebuah 

proses perubahan ekonomi yang dibawa o!eh proses industrialisasi. Istilah ini 

juga dapat mcngandung arti sebuah proses perubahan sosial yang dihasi1kan 

dar! urbanisasi, adopsi gaya hidup modern dan pcrilaku masa kini. 

Seianjutnya. islilah ini juga memiiiki konotasi kesejahteraan yang 

menawarkan hahwa pembangunan dapat meningkatkan pendapatan 

masyarakat, meningkatkan level pendidikan mereka, memperbaiki kondisi 

pemukiman dan kesehatan mereka (Midgley, 2005 : J}. 
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Oari beberapa pemahaman di atas dapat disimpulkan bahwa 

pembangunan selain merupakan proses menuju kehidupan yang lebih baik, 

rnelalui proses pembelajaran dan pentahapan, pembangunan merupakan 

sebuah proses perubahan sosial yang direncanakan oleh pemerintah yang 

bersifat mendasar dan menyeluruh dalam rangka membangun kesejahteraan 

bagi rakyatnya. 

2.1.2 Pembangunan Sosial 

Pembangunan sosial menurut Midgley (1995: 25) adalah; 

"a process of planned social change desinged to promote the well-being of 

population as a whole in conjunction with a dynamic process of economic 

development" 

(suatu proses perubahan sosial terencana yang dirancang untuk meningkatkan 

taraf hidup masyarakat sebagai suatu kebutuhan, dimana pembangunan ini 

dilakukan untuk saling melengkapi dengan dinamika proses pembangunan 

ekonomi). 

Sebagai penjelasan dari definisi mt, Midgley mengajukan 

sekurang-kurangnya delapan aspek yang perlu diperhatikan. 

l. Proses pembangunan sosial tidak terlepas (dipisahkan secara nyata) dari 

pembangunan ekonomi. 

2. Pembangunan sosial mempunyai fokus yang interdisipliner yang diambil 

dari berbagai jenis ilmu sosial. 

3. Dalam konsep pcmbangunan sosial tcrgambar suatu konsep yang dinamis. 

4. Proses perubahan yang terdapat dalam proses pembangunan sosial pada 

dasamya bersifat progresif 

5. Proses pembangunan sosial adalah interventionist (perubahan terencana) 

6. Tujuan pembangunan sosial diusahakan untuk dicapai melalui beberapa 

strategi. 

7. Pembangunan sosial lebih memusatkan kepada populasi sebagai satu 

kesatuan yang bersifat inklusif dan universalistik. 

8. Tujuan dari pembangunan sosial adalah pengembangan dan peningkatan 

kcscjahlcraan rakyat (Adi, 2008:5 1-53). 
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Dalam kaitannya dengan strategi pembangunan sosial yang dapat 

diterapkan dalam upaya menigkatkan taraf hidup masyara:kat, Midgley 

mengemukakan ada tiga strategi besar~ yaitu : 

l. Pembangunan sosial melalui individu (social development by individuals), 

dimana individu-individu dalam masyarakat secara swadaya membentuk 

usaha pelayan masyarakat guna memberdayakan masyarakat. Pendekatan 

ini !ebih mengarah kepada pendekatan individualis atau 1perusahaan· 

(individuals or enterprise approach) 

2. Pembangunan sosial melalui komunitas (social development by 

communities), dimana kelompok rnasyarakat secara bersamawsama 

berupaya mengembangkan komunitas lokalnya. Pendekatan ini lebih 

dikenal dengan pendekatan komunitarian (communitarian approach). 

3. Pembangunan sosial melalui Pemerintah (social development by 

Governments), dimana pembangunan sosial diJakukan oleb lembaga~ 

lembaga di dalam organisasi pemerintah (governments agencies). 

Pendekatan ini lebib dikenal dengan pendekatan statis (statist approach) 

(Adi, 2008 :54-55). 

Menurut Moeljarto (1993) dalam Hasan (1995: 16), pembangunan 

sosial dapat dikategorikan menjadi 3 (tiga) macam, yakni : pertama, 

pembangunan sosiai sebagai pengadaan pelayanan masyarakat, kcdua, 

pembangunan sosial sebagai upaya terencana untuk mencapai tujuan sosial 

yang lebih kompleks dan bervariasi, dan ketiga, pembangunan sosial sebagai 

upaya terencana untuk meningkatkan kemampuan manusia. 

lntinya menurut Midgley (2005 : 38-41) bahwa yang menjadi faktor 

kunci dalam pembangunan sosial adatah ; proses pembangunan manusia 

sangat terkait erat dengan ekonomi, pembangunan sosial memiliki fokus 

berbagai macam disiplin itmu (interdisciplinary) yang berdasarkan berbagai 

ilmu-ilmu sosial, konsep perobangunan sosiallebih mcnekankan pada proses, 

pcmbangunan soslal merupakan proses pcrubahan yang progresif, proses 

pembangunan sosial berlangsung ke arah intervensi, tujuan-tujuao 

pembangunan sosial terkait erat dengan rakyat (masyarakat) secara 

menye!uruh dan o!ch karena itu mang lingkupnya lebib bersifat inklusif dan 
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menyeluruh, dan yang utama adalah bahwa pembangunan sosial adalah 

mengangkat kesejahteraan sosial. 

Berkaitan dengan pembangunan sosial dalam kerangka mewujudkan 

kesejahteraan sosial, Suharto (2008 : 35) menegaskan bahwa pembangunan 

dalam bubungannya dengan kesejahteraan sosial merupakan usaha yang 

terencana dan terarah meliputi berbagai bentuk intervensi sosial dan pelayanan 

sosial untuk memcnuhi kebutuhan manusia, mencegah dan rnengatasi masalah 

sosial serta memperkuat institusi-institusi sosial. Lebih lanjut Suharto (2007 : 

l 06) menje!askan bahwa pembangunan kesejahteraan sosial adaiah 

serangkaian aktivitas yang terencana dan melembaga yang ditujukan untuk 

meningkatkan kondisi sejahtera, sektor pendidikan dan kesehatan juga 

termasuk dalam wi!ayah pembangunan sosiaL 

Pembangunan dalam perspektif kesejahteraa:n sosial pada tingkat 

daerah menurut Suharto (2007 : !08-!09) minimal terdapat 4 ( empal) fungsi 

penting yang diemban pembangunan lcesejahteraan sosial, yaitu : 

1. Mempertegas pernn penye[enggara negara dalam melaksanakan mandat 

kewajlban ncgara (state obligation) untuk melindungi warganya dalam 

menghadapi resiko-rcsiko sosial ekonomi yang tidak terduga (sakit, 

bencana alam, krisis) dan memenuhi kebutuhan dasamya dalam rangka 

meningkatkan tarafhidup yang lebih bnik dan berkualitas. 

2. Mewujudkan cita-cita keadila.n sosial secara nyata. Pembangunan 

kesejahtcraan sosiai yang dilandasai prm.o;Ip solidaritas dan 

kcsctiakawanan sosial pada dasarnya merupakan sarana redistrlbusi 

kekayaan suatu dacrah dari kelompok berpenghasilan kuat {penguasa, 

pengusaha, pekerja mandiri) kepada masyarakat berpenghasilun rendah. 

Melalui mekanisme perpajakan, pemerinrah daerah mengatur dan 

menyalurkan sebagian PAD~nya untuk menjamin tidak adanya warga 

masyarakat yang tertinggal dan terpinggirkan oleh derap pembangunan. 

3. Mcndorong pertumbuhan ekonomt. Pembangunan kesejahtera.an memberi 

kontribusi terhadap penyiapan tenaga kerja. stabilitas sosial, ketahanan 

masyarakat, dan ketertiba.n sosiai yang pada hakekatnya merupakan 

prasyarat penting bagi pertumbuhan ekonomi. Sebagai ilustrasi, program 
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perlindungan anak atau pelatihan remaja putus sekolah memperkuat 

perscdiaan dan kapasitas angkatan kerja dalam memasuki dunta kerja. 

Stabilitas sosia] merupakan fondas[ bagi pencapaian pertumbuhan 

ekonomi, karena masyarakut yang menghadapi konflik sosial suiit 

menjalankan kegiatan pembangunan. 

4. Meningkatkan indeks pembangunan manusia atau IPM (Human 

Development Index). Fokus pembangunan kesejahteraan sosial adaiah 

pada pembangunan manusia dan kau1itas SDM melalui penyelenggara 

perlindungan sosiai, pendidikan dan kesehatan masyarakat, khususnya 

penduduk miskin. 

Jadi, pembangunan kesejahteraan sosiai adalah segenap strategi 

dan aktifitas yang dilakukan oleh pemetintab, dunla usaha, dan civil society 

untuk mengatasi masalah sosial dan memenuhi kebutuhan rnanusia melalui 

kebijakan dan program yang bermatra pelayanan sosial, penyembuhan sosiaJ, 

perlindungan sosial, dan pemberdayaan masyarakat {Suharto, 2007). Adapun 

kaitan pcmbangunan sosial dengan sebuah kebijakan pend1dikan gratis bahwa 

pembangunan sosial tersebut berada pada dlmensi makro, yaitu 

menggambarkan lnstitusi negara melalui kebijakan dan peratunm yang 

dibuatnya mempengaruhi proses perubahan di suatu masyarakat 

(Adi, 2008: 5-6). 

2.2 Kesejahtcraan Sosial 

Kescjahteraan dalam artian luas menurut Adi (2008 : 44) mencakup 

berbagai tindakan yang dilakukan man usia untuk mencapai taraf kehidupan yang 

lebih baik. Tarafkehidupan yang lebih baik ini tidak hanya diukur secara ekonomi 

dan fisik belaka, tctapi juga ikut memperhatikan aspek sosiat, mental dan segi 

kehidupan spiritual. 

Y!enurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor II Tahun 2009 

lentang Kesejahteraan Sosial mcnyatakan bahwa kesejahteraan sosial adaiah 

kondisi tcrpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar 

dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, schingga dapat 

mclaksanakan fungsi sosialnya, 
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Selanjutnya masih dalam konsep kesejahteraan sosial (welfare) yang 

merujuk pada Spieker (1995), Midgley, Tracy dan Livermore (2000), Thompson 

(2005) dalam Suharto (2007: 104-105) bahwa kesejahteraan sosial mengandung 

empat makna : 

1, Sebagai kondisl sejahtera (well-being). Pengertian ini biasanya menunjuk pada 

istilah kesejahteraan sosial (social welfare) sebagai kondisi terpenuhinya 

kebutuhan material dan non-materiaL Kondisi sejahtera terjadi manakafa 

kehidupan manusta aman dan bahagia karena kebutuhan dasar akan gizi, 

kesehatan, pendidikan, tempnt tinggal, dan pendapatan dapat dipenuhi, serta 

mauakala manusia memperoleh perhndungan dari resiko~resiko utama yang 

mengancam kehidupannya, 

2. Sebagai peiayanan sosiai. Di Inggris, Austrafia, dan Selandia Baru, pelayanan 

sosial umumnya mcncakup lima bentuk, yakni jaminan sosial (social security), 

pelayanan kesehatan, pendidikan, perumaban, dan pe[ayanan sosial personal 

(personal social service). 

3. Sebagai tunjangan sosial, khususnya Amerika Serikat (AS), diberikan kepada 

orang misktn. Karena sebagian besar penerima welfare adalah orang-orang 

miskin, cacat, pengangguran, keadaan ini dapat menimbulkan konotasl negatif 

pada istilah kcsejahteraan, seperti kemiskinan, kemalasan, ketergantungan, 

yang sebcnamya lebih tepat disebut "social illfare" ketimbang "social 

welfare". 

4. Sebagai proses atau usaha terencana yang diiakukan oleh perorangan, 

lembaga-lembaga soslal, masyarakat maupun badan-badan pemerintab untuk 

mcningkatkan kua!itas kehidupan {pengertian pertama) dan menyelenggarakan 

pelayanan sosial (pengertian kedua dan ketiga). 

lui scjalan dengan kondisi kesejahteraan sosial menurut Midgley 

(2005: 21) yang diciptakan atas kompromi 3 (tiga) clemen. Pertama, sejauh mana 

masalah~masalah sosial ini diatur. Kedua, sejauh mana kebutuhan-kebutuhan 

dipenuhi dan ketiga, sejauh mana kesempatan untuk rneningkatkan taraf hidup 

dapal disediakan. Ketiga elemen itu berlaku bagi indivdu, keluarga, kelompok, 

komunitas bahkan seiuruh masyarakat yang ingin menikmati apa yang dimaksud 

deng(lll kescjahteraan sosiat 
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Adapun dalam konteks kabupaten/kota, rule peningkatan kesejahteraan 

masyarakat menurut Eko (2006) dalam Suharto (2007 : 184-185) dilaknkan 

melalui berbagai pcndekatan yang sangat beragam, yaitu : 

L Kebijakan atau program yang mengarah pada pengurangan kemiskinan secara 

langsung, seperti program P2KP. 

2. Pengembangan atau pemberdayaan ekonomi lokal, seperti pengembangan 

dana bergulir, koperasi, industri kecll, pasar tradisional, pertanian organik, 

agrowisara. 

3. Kebijakan atau program jaminan sosial melalui perbaikan pclayanan publik, 

seperti pemberian pciayanan gratis di bidang pendidikan, kesehatan, 

perumahan dan administrasi. 

4. Kebijakan atau program alokasi dana desa {ADD) yang secara umum 

berorientasi pada penguatan ekonomi desa. 

2.3 Otonomi Daerab dan Pendidikan 

2.3.1 Otonomi Daerah 

Pemnhaman otonomi daerah di Indonesia di landaskan pada kcbijakan 

publik tentang otonomt daerah1 yaitu Undang-Undang Nomor 32 tuhun 2004 

tentang Pemerintaban Daerah, yang menyebutkan bahwa otonom untuk 

rnengatur dan mengurus sendfri urusan pemerlot.ahan dan kepentingan 

masyarakat setempa.t sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Daerah 

otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas 

wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemcrintahan dan 

kepentingan rnasyarakat setempat menurut prakarsa scndiri berdasarkan 

aspirasi masyarakat. 

Sccara koseptual banyak pengertian tentang otonomi daerah yang di 

berikan oleh para pakar, diantaranya Wayong mengernukakan babwa otonorni 

daerab adalah kebebasan untuk mcmeiihara dan memujukan kcpentingan 

khusus daerah, dengan keuangan scndiri, menentukan hukum scndiri, dan 

pemerinlahan sendiri (Hasbullah, 2006 : 7}. Menurut Sarunjang bahwa pada 

hakikatnya otonomi dacrah adalah ; ( l) Hak mengurus rurnah tangga send iri 

bagi suatu daerah otonom, (2) dalam kebebasan menjalankan hak, mengurus 

dan mengatur mmah tangga sendiri. daerah tidak dapat mcnjahmkan hak dan 
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wewenang otonominya itu di luar batas-batas wilayah daerahnya, (3) Dearah 

tidak boleh mencampuri hak mengatur dan mengurus rumah tangga daerah 

lain sesuai dengan wewenang pangkal dan urusan yang diserahkan kepadanya, 

(4) Otonomi tidak membawahi otonomi daerah lain, hak mengatur dan 

mengurus rumah tangga sendiri tidak rnerupakan subordinasi bak mengatur 

dan mengurus rumah tllngga daerah lain (Hasbullah, 2006 : 8) 

Dad beberapa konsep diatas, otonomi daerah jelas rnenunjuk kepada 

kernandirian daerah, dimana d~erab diherikan kewenangan untuk mengatur 

dan mengurus rumah tangganya sendiri tanpa ada campur tangan atau 

intervensi pihak lain, Dengan otonomi tersebut,daerab bebas berimprovlsasi. 

mengekspresikan dan mengapresiasikan kemampuan dan potensi yang 

dimiliki, mempunyai kebebasan berpikir dan bertindak, sehingga bisa 

berkarya sesua~ dengan kebebasan yang dimilikinya. 

Lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang 

Pemerintahan Daerah menyebutkan babwa otonomi merupakan produk atau 

desentralisasi. Untuk itu, dalam memahami otonomi daerah dapat dilakukan 

dengan mclakukan pemahaman terhadap desentralisasi. 

Menurut Hasbullah (2006 : 9) ada beberapa konsep dcscntralisasi 

yang dikemukakan oleh para ahli sebagai berikut : 

[, Desentralisasi merupakan penyerahan wewenang dari tingkat 

pemerintahan yang lebih tinggi kepada pemerintahan yang lebfh rendah, 

baik yang menyangkut bidang ekskutif, legestlatif, atau administratif. 

{Encyclopedia of the Social Sciences , 1980) 

2. De.~tentraHsasi sebagai suatu sistem yang dipakai dalam bidang 

pemerintahan merupakan kebalikan dari sentralisasi, dlmana sebagian 

kewenangan pernerintah pusat dilimpahkan kepada pihak lain untuk 

dilaksanakan" 

3. Desentralisasi pada dasamya mempunyai makna bahwa melalui proses 

desentrallsasi urusan-urusan pemerintahan yang sernula termasuk 

wewenang dan tanggung jawab pemerintah pusat sebagian diserahkan 

kepada pemerintnh daerah agar menjadi urusan rumah tangganya 
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sehingga urusan tersebut bera.hli kepada dan menjadl wewenang dan 

tanggungjawab pemerintah daerah. 

Dari konsep~konsep yang dikemukakan di atas, dapat dirumuskan 

desentralisasi sebagai pendetegasian manajemen pembangunan dan 

pelayanan publik kepada daerah~daerah otonom yang diselenggarakan oleh 

organisasi administrasi publik dalam rangka efisiensi dan efektivitas 

pencapaian tujuan. 

2.3.2 Pendidikan 

Pendidikan adalah sebuah proses yang meiekat pada setiap kehidupan 

bersama dan berjalan sepanjang perjalanan umat numusia. 

Pcmahaman tentang pendidikan dinyatakan pada pasal I Undang-

Undang Nomor 20 Tabun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional~ yaitu : 

"Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana unU1k mewujudkan 
suasana belajar dan proses pcmbelanjarnn agar peserta didik secara 
aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan 
spiritual keagamaan, pengendallan diri, kepribadian, kecerdasan, 
akhlak rnu!ia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, 
ba.ngsa dan negara." 

Menurut H.A.R Tilaar, pendidikan bertugas untuk mengembangkan 

kesadaran dan tanggung jawab setiap warga negara terhadap kcianjutan 

hidupnya, bukan saja terbadap Hngkungan masyarakatnya dan negara, juga 

terhadap umat manusia. Jelasnya, pendidikan mengandung muatan misi untuk 

mengembangkan manusia baik sebagai individu maupun warga masyarnkat 

atau warga negara. Karena itu pula pendidikan merupakan proses yang 

berlangsung terus untuk mengembangkan manusia. Mclalui proses pendidikan 

terjadi pcmbentukan dan pengembangan kepribadian, pendidikanjuga sebagai 

proses latihan yang mencakup aspek pengetabuan (knowledge). keterarnpilan 

(skill) dan kepribadian (character), tcrutama dilakukan dalam suatu bentuk 

formula kegiatan pcndidikan (persekolahan) (Fatah, 2000: 14). 

Sernentara itu, sebagairnana dikemukakan oleb Michael Rutz bahwa 

pendidikan berawal dari fakta bahwu manusia rnempunyai kekurangarL 

Pendidikan merupakan jawaban untuk membuat manusia menjadi lengkap 

(Sindhunata, 200 l : 9) 
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Dari beberapa pernahaman di atas memberikan arah pemabaman 

bahwa pendidikan adalah sebuah kegiatan yang melekat kepada setiap 

kehidupan bersama, atau dalam bahasa politik disebut sebagai negara·bangsa, 

dalam rangka menjadikan kaehidupan bersama tersebut mempunyai 

kcmampuan untuk beradaptasi dan mengantlsipasi perkembangan 

kehidupannya. Mengingat peran strategisnya, maka pendidikan perJu ditata~ 

kcmbangkan oleh negara. 

Sebagai sebuah usah~ maka pendidikan difahami sebagai sebuah 

fakta manajemen. Konsep ini Iebih dikedepank:an daripada konsep politik 

pendidikan, karena pada prinsipnya pendidikan adalah sisi pcmbangunan yang 

perlu dimanajemeni daripada dijadikan sebuah arena perebutan kekuasaan 

politik. 

2.3.3 Desentralisasi Pendidikan 

Kewenangan pengeloJaan pendidikan berubah dari sistem sentralisasJ 

ke sistem desentraHsasi. Menurut Abdul Ha.Hm, desentraHsasi pendidikan 

berarti terjadinya peHmpahan kekuasaan dan wewenang yang lebih luas 

kepada daerah untuk membuat perencanaan dan mengambil keputusannya 

sendiri dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi di bidang pendidikan 

(Hasbullah 2006: 12). 

lni sejalan dengan teori desentralisasi yang di kembangkan oleh Djalal 

dan Dedi Supriadi (2001 : 125-126), Mereka menemukan relasi antara 

desentralisasi dengan manajernen pendidikan dengan mengatakan bahwa 

desenlralisasi pcndidikan adalah sistcm manajemen untuk m1;wujudkan 

pernbangunan pendidikan yang n1enekankan kepada kebhinekaan. 

Desentralisasi pendidikan diartikan sebagai peiimpaban wewcnang yang lebih 

luas. 

Dengan penyerahan pengelolaan pcndidikan, herarti pemerintah 

daerah kabupatenlkota memiliki keleluasaan daiam mengelola dan mcmbina 

pendidikan secara mandiri, agar mencapai sasaran program pembangunan 

pendirlikan dasar dan menengah. Wewenang itu mencakup berbaga.i tabapan 

scjak pcngambilan keputusan, pempograrnan, implemcntasi, monitoring 
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program. sampai dengan pcngadaan sarana-sarana pendidikan (Suryadi dan 

Dasim Budimansyah) 2003) 

Usman Abu bakar mengemukakan bahwa dengan otonomi dan 

desentraiisasi diharapkan semua komponen daerah lel)ih berpacu 

memberdayakan diri, mengembangkan mutu "kompetensial" sumberdaya 

manusia, menumbuhkan prakarsa dan kreativitas. meningkatkan peran serta 

masyarakat. termasuk dalam meningkatkan sumber dana dan dalam 

penyelenggaraan pendidikan. Hal ini berarti desentralisasi tidak saja 

mendorong pemerintah naslonal membangun manajemen pendidikan yang 

terdesentralisasi, melainkan juga menjadi pendorong bagi daerab untuk 

mengembangkan manajemcn pendidikan yang bermutu (Hamid dan Sobirin 

Malian, 2004: 233) 

Menurut Santoso S. Hamijoyo ada beberapa hal yang harus dipenuhi 

dalam pelaksanaan desentralisasi pendidikan, yaitu (I) Pola dan pe!aksanaan 

manajemen harus demokratis; (2) Pemberdayaan masyarakat harus menjadi 

tujuan utama; (3) Peran serta masyarakat bukan hanya pada stakeholders, 

tetapi harus mcnjadi bagian mutlak dari sistem pcngelolaan; (4) Pelayanan 

harus leblh cepat, efisien, efektif, melebibi pelayanan era senlralisasi demi 

kepentingan pcserta didik dan rakyat ban yak; dan ( 5) Keanekaragaman 

aspirasi dan nilai scrta norma lokal harus dihargai dalam kerangka dan demi 

penguatan sistem pendidikan nasioanl (Hasbullah, 2006: 14) 

Kebijakan desentralisasi pendidikan akan berpcngaruh secara 

signifikan dcngan pembangunan pendidikan. Setidaknya ada 4 (ernpat) 

dampak positif untuk mendukung kebijakan desentralisasi pendidikan, yaitu : 

t, Peningkatan mutu, yaitu dengan kewenangan yang dimiliki sekolah maka 

sekolah lebih leluasa mengelola dan memberdayakan potensi sumbcr daya 

yang dimiliki; 

2. Efislensi Keuangan hal ini dapat dicapai dengan memanfaatkan sumber~ 

sumber pajak lokal dan mengurangi biaya operasional; 

3. Efisiensi Administrasi, dengan memotong ma.ta rantai birokrasi yang 

panjang dengan menghilangkan prosedur yang bertingkat-tingkat; 
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4. Perluasan dan pemerataan, rnembuka pe\uang penyelcnggaraan pcndidikan 

pada daerah pelosok sehingga: terjadi perluasan dan pemerataan 

pendidikan. 

Dikemukakan oleh Suyanto bahwa pendidikan memiliki fungsi 

penting bagi daerah terutama untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya 

Manusia {SDM). Daemh yang tidak memiliki SDM (dan sumber dana yang 

memadai) dapat dipastikan tidak begitu mendukung program desentralisasi 

dalam pendidikan. Sebab setelah pcmerintah pusat memberikan otonomi 

kepada daerah, daerah memang harus lebih bersifat kreatif, mandiri dan 

mampu mengembangkan daerahnya demi untuk kesejahteraan masyarakat 

melaiui berbagai program pendidikan di daerahnya. Oleh sebab itu, dalam era 

otonomi pendidikan, daerah perlu membangun sektor pendidikan secara baik 

agar sektor ini mampu dijadikan penggerak bagi kernajuan daerah. (Hamid 

dan Sobirin Malian, 2004 : 239) 

Akhirnya dapat disirnpuHcan bahwa dengan desentralisasi pendidikan, 

rnaka setiap daerah harus membangun manajemen pendidikan daerah yang 

desentralistik dan unggul agar dapat membangun SDM yang unggul yang 

pada akhirnya mernbangun keunggulan daerah. 

2A Kebijakan Publik dan Kebijakan Pendidikan 

2.4.1 Kebijakan Publik 

Istilah kebijakan dalam kehidupan .sehari-hari sering digunakan untuk 

menunjuk suatu kegiatan yang mempunyai maksud bcrbcda. Para ahii 

mengembangkan berbagai macam definisi untuk rnenjelaskan apa yang 

dimaksud dengan kebijakan publik. Masing-masing definisi memberikan 

penekanan yang berbeda karena latar belakang para ahli yang berbeda. 

Eyestone menyatakan bahwa, "secara luas, kebijakan publik 

didefinisikan sebagai hubungan suatu unit pemerintah dengan lingkungannya'' 

{Winarno, 2002: 15). Konscp ini mengandung pengertian yang sangat fuas 

dan .lrurang past! karena apa yang dimaksud dengan kebijakan publik dapat 

mencakup banyak hal. Sedangkan Dye (!992 : 2), menyatakan bahwa, 

''kebijakan publik adalah apapun yang dipi!ih oleh pemerintnh untuk 
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dilakukan dan tidak dilakukan (whatever goverments choose to do or not to 

do)", Batasan ini juga tidak cukup mengakui bahwa terdapat perbcdaan an tara 

apa yang diputuskan oleh pemerintah dengan apa yang dilakukan oleh 

pemerintah (Suharto, 2005 : 44). Lebih lanjut Anderson mengartikan bahwa 

kebijakan publik "merupakan arab dan tindakan yang mempunyaJ maksud 

yang ditetapkan seorang aktor dalam mengatasi suatu masalah atau suatu 

persoalan" (Winarno, 2002: 16). Konsep kebijakan ini memusatkan perhatian 

kepada apa yang diusulkan o!eh seseorang, kelompok. atau pemerintah dalam 

lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan tertentu seraya 

mencari peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang 

diinginkan. 

Santoso menyimpulkan bahwa pandangan rnengenai kebijakan publik 

dapat dibagi kc dalam dua wilayah kategori yaitu: 

a. Pendupat ahli yang menyamaka.n kebijakan publik dengan tindakan

tindakan pemerintah. Dalam hal ini dianggap bahwa semua tindakan 

pemerintah dapat disebut scbagai kehijakan publik. 

b. Para abli yang mernberikan perhatian khusus pada pelaksanaan kebijakan. 

Para ahli dalarn hal ini terbagi menjadi dua ke!ompok yaitu, pe11arna 

mereka yang memandang kebijakan publik sebagai keputusan-keputusan 

pemerintah yang mempunyai tujuan dan maksud tertcntu dan kedua, 

mereka yang menganggap keb[jakan pubtik sebagai memiliki akibat~nkibat 

yang bisa diramalkan (Winamo, 2002: 16) 

Kelompok pertama mernandang kebijakan publik dar1 proses 

perumusan kebijakanl pelaksanaan kebijakan (implementasi) dan penilaian 

kebijakan (evaluasi), sehingga kebijakan publik adalah serangkaian instruksi 

dari para pembuat keputusan kepada pelaksana kebijakan yang menjelaskan 

tujuan-tujuan dan cara-carn untuk mencapai tujuan tersebut Sedangkan 

kelompok kcdua memandang kebijakan pubiik terdiri dari rangkaian 

keputusan dan tindakan, yaitu kebijakan publik sebagai suatu hipOtesis yang 

mengandung konrlisi-kondisi awal dan akibat-akibat yang dapat dirarnalkan. 

Pada umumnya, bentuk kebijakan dapat dibedakan atas (Winamo, 2002: 18) : 
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I. Bentuk regulatory yaitu mengatur priJaku orang; 

2. Bentuk redistributive yaitu mendistribusika.n kembali kekayaan yang ada 

atau mengambil kekayaan dari yang kaya laiu memberikannya kepada 

yang misldn; 

3. Bentuk distributive yaitu melakukan distribusi atau memberikan akses: 

yang sama terhadap sumber daya tertentu; 

4. Bentuk coJrstituent yaitu yang ditujukan untuk melindungi negara. 

Setiap bentuk ini dapat dipahami dari tujuan dan target suatu program 

atau proyek sebagtti \VUjUd konkrit atau terjemahan dari suatu kebijakan. 

lmplementasi program atau proyek tersebut merupakan wujud nyata dari 

peJaksanaan bentuk kebijakan itu. Beberapa konsep kebijakan memberikan 

gambaran bahwa kebijakan publik terjadi karena tindakan·tindakan 

pc-merintah dalam mengatasi masafah yang timbul dalam masyarakat sebingga 

melahirkan keputusan-keputusan tersebut. 

Berdasarkan berbagai uraian tentang pengertian kebijakan publik itu, 

dapat dlsimpulkan bahwa suatu kebijakan diciptakan untuk tujuan tertentu, 

baik untuk memecahkan masalah, maupun atas usulan dan ide seseorang atau 

kelompok yang dJrumuskan dan ditetapkan dalam sebuah peraturan yang 

ditetapkan oleh pemerintah dan mempunyai kelompok sasaran atau target. 

Kcbijakan publik merupakan kaputusan (fonnal) pemerintah yang berisi 

program-program pembangunan sebagai realisasi dari fungsi atau tugas 

negara, serta dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional. 

2.4.2 Kebijakan Pendidikan 

Kebijakan Pendidikan adalah kebijakan publik di bidang pendidikan. 

Sebagairnana dikemukakan oteh. Mark Olsen. John Codd, dan Anne-Marie 

O'Neil (2001 : 1-2) kebijakan pendidikan merupakan kunci bagi keunggulan, 

bahkan eksistensi, bagi negara~bangsa rlalam persaingan global~ sehingga 

kebijakan pendidikan perlu mcndapatkan prio.ritas utama dalam ern 

g[oba1isasi. Salah satu argumen utamanya adaiah bahwa globahsasi membawa 

nllai demokrasi. Demokrasi yang memberikan hasil adalah demokrasi yang 

didukung oleh pendidikan. 
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:viargareth E. Goertz mengemukakan bahwa kebijakan pendidikan 

berkenaan dengan cfisiensi dan efektivitas anggaran pendidikan. Isu lni 

menjadi penting dengan meningkatnya kritisi pubHk terhadap biaya 

pendidikan (Cizek, 200 l : 45) 

Di daJam konteks kebijakan publik secara umurn, yaitu kebijakan 

pembangunan, maka kebijakan merupakan bagian dari kebijakan publik. 

Kebijaka.n pendidikan dlfahami sebagai kebijakan di bidang pendidikan. untuk 

mencapai tujuan pembangunan negara-bangsa di bidang pendidikan, sebagai 

salah satu bagian dari tujuan pembangunan negara bangsa secara keseluruban. 

2.5 Implementasi Kebijakan Publik 

Meter dan Horn mendefinisikan implernentasi kebijakan sebagai tindakan 

yang dilakukan oleh pubtik maupun swasta baik secara individu rnaupun 

kelompok yang ditujukan untuk mencapai tujuan yang telab ditetapkan dalam 

kcputusao kebijakan. Definisi ini menyiratkan adanya upaya mentransfonnasikan 

keputusan kedalam kegiatan operasional, serta mencapal perubahan seperti yang 

dirumuskan oleh kepulusan kebijaken (Wahab, 2004 : 51). 

Penjelasan lain mengenai implementasi kebijakan dikemukakan olch 

Mazmanian dan Sabatier, bahwa mempelajari masalah implernentasi kebijakan 

berarti berusaha umuk memahami apa yang senyata-nyata terjadi scsudah suatu 

program diberlakukan atau dirurnuskan yakni peristiwa-pedstiwa dan kegiatan

kegiatan yang terjadi setelab proses pcngesahan kebijakan negara, balk itu usaha 

untuk mengarlministrasikannya maupun usaha-usaha untuk memberikan dampak 

tertentu pada masyarakat ataupun peristiwa~peristlwa (Wahab, 2004 : 51). 

Sedangkan Wibawa (1994), menyatakan bahwa "implementasi kebijakan berarti 

pclaksanaan dari suatu kebijakan atau program ... 

Pandangan-pandangan terscbut di atas menunjukkan bahwa proses 

imp!ementasi kebijakan tidak hanya menyangkut perilaku badan-badan 

administratif yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program dan 

menimbulkan kctaatan pada diri kelompok sasaran, melainkan menyangkut 

lingkaran kekuatan~kekuatan politik, ekanomi dan sosial yang langsung atau tidak 

langsung dapat mempengaruhi peri!aku dari semua pihak yang terlibat, dan pada 
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akbimya membawa konsekuensi logis terhadap dampak baik yang diharapkan 

maupun dampak yang tidak diilarapkan. 

Ada tiga aktifitas yang signifikan dalam proses implernentasi suatu 

kebijakan menu rut Jones (1994 : 296) yaitu: 

I. Organisasi Pembentukan atau penataan kernbali sumbcr daya, unit 

unit serta metode untuk menjadikan program berjalan; 

2. lnterpretasi 

3. Penerapan 

Menafsirkan agar program (seringkali dalarn hal status) 

menjadi rencana dan pengarahan yang tepat dan dapat 

diterima serta dilaksanakan; 

Ketentuan rutin pelayanan. pembayaran atau lainnya 

yang disesuaikan dengan tujuan atau periengkapan 

program. 

Lebih lanjut Soenarko (1998 : 201-215) menerjemahkan knnsep teoritis, 

yang dikemukakan Jones sebagai berikut : ( l) Organisasi dalam pelaksanaan 

kebijakan dimaksudkan sebagai pembentukan badan-badan atau unit-unit beserta 

metode-rnetode yang diperlukan untuk menyelenggarakan rangkaian k:egiatan 

guna mencapai tujuan yang terkandung dalam kebijakan itu, (2) Interpretasi dalam 

pelaksanaan disini adalah berusaha untuk mengerti apa yanag dirnaksudkan oleh 

pembentuk kebijakan dan mengetahui betul apa dan bagairnana tujuan akhir (goaf) 

itu harus diwujudkan, harus direalisir. Program pelaksanaan memuat rencana yang 

didukung dengan pendanaan, yang siap untuk diterapkan, harus sesuai dengan ide 

dan keinginan pembentuk kebijakan. (3) Aplikasi dalam pelaksanaan kebijakan 

adalah penerapan segala keputusan dan peraturan-peraturan dengan melakukan 

kegiatan-kegiatan untuk tereaiisasinya tujuan kebijakan itu. Aplikasi memuat 

programmed implementation dan adapted implementation. Programmed 

implementation yaitu pelaks:anaan kegiatan harus mengikuti segala kctentuan dan 

prosedur yang telah ditetapkan1 sedangkan adapted implementntion adalah 

pelaksanaan dengan memperhatikan dan menyesuaikan dcngan keadaan untuk 

keberhasilan lercapainya tujuan kebijakan itu, yang memungkinkan adanya 

perubahan, pemerincian dan penyesuaian. 
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Menurut Udoji, Pelaksanaan kebijakan adalah sesuatu yang penting) 

bahkan jauh lebih penting dad pembuatan kebijakan. Kebijakan-i<ebijakan hanya 

berupa impian atau rencana yang tersimpan rapi dalam arsip kalau tidak 

diimplementasikan. Namun, dalam implementasi kebijakan seringkali terjadi gap 

(kesenjangan) antara yang diharapkan dengan kenyataan (Wahab, 2004:59). 

Syukur mengemukakan bab.wa terdapat tiga unsur penting dalam 

implementasi suatu kebijakan yaitu {i) a.danya program atau kebijakan yang 

dilaksanakan, (ii} target group yaitu kelompok masyarakat yang menjadi sasaran 

dan diharapkan akan menerima manfaat dari program, perubahan atau 

peningkatan, (iii) unsur pelaksana (implementor) baik organisasi atau perorangan 

yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan dan pengawasan dari proses 

implementasi tersebut. Adapun unsur pelaksana yang bertanggungiawab atas 

keberhasilan program kebijakan ada1ab aparat birokrasi pemerintahan (Sumaryadi, 

2005:79). 

Lebih ]anjut Sumaryadi (2005 : 79) menyimpnlkan bahwa implementasi 

kebijakan adalah suatu aktivitas atau kegiatan dalam rangka mewujudkan atau 

merea!isasikan kebijakan yang telab ditetapkan sebelumnya yang dilakukan oleh 

organisasi birokrasi pemerintahan atau badan pe!aksana lain melalui proses 

administrasi dan manajemen dengan memanfaatkan segala sumber daya yang 

tersedia untuk mencapai tujuan tertentu. 

Sedangkan Weber dalam Robbins (1994 : 338) mengusulkan struktur 

organisasi tipe idcai" yang ia katakan sebagai alat paling efisien bagi organisasi

organisasl untuk mencapai tujuannya. Struktur tersebut dicirikan dengan adanya: 

1. Pernbagian ketja, pekerjaan dari setiap orang-orang dipecah-pecah 
sampai ke pekerjaan-pekerjaan yang sederhana dan rutin dan 
ditetapkan denganjelas. ., 

2. Hirarki wcwenang yang jelas, yang mernastikan bahwa setiap jabatan 
yang lebih rendah berada dibawah supervisi dan kontrol dari yang 
lebih tinggL 

3. Formalisasi yang tinggi, ketergantungan kepada peraturan dan 
prosedur yang formal untuk memastikan adanya keseragarnan dan 
untuk mengatur perilaku pemegang pekerjaan. 

4. Hubungan yang tidak didasarkan atas hubungan pribadi (impersonal). 
5. Pengambilan keputusan mengenai penempatan pegawai yang 

didasarkan atas kemampuan. 
6. Jenjang karir bagi para pcgawai. 

Universitas Indonesia 
Implementasi Kebijakan..., Dhiana Afwina, FISIP UI, 2009



42 

7. Kehidupan organisasi yang dipisahkan dengan jelas dad kehidupan 
pribadi. 

Menurut George C Edwards III menyatakan bahwa: 

Implementasi kebijakan merupakan tahap pembuatan kebijakan antara 
pembentuk:an kebijakan dan konsekuensi atau akihat dari kebijakan pada 
kelompok sasaran }'tmg dipengaruhinya. Jika suatu kebijakan tidak tepat 
untuk mengurangi masalah yang merupakan sasaran kebijakan, maka 
kebijakan itu mungkin akan mengalami kegagalan sekalipun kebijakan itu 
diimplementasikan dengan sangat baik. Bahkan kebijakan yang cemer1ang 
yang diimplementasikan dengan kurang baik mungkin mengalami 
kegagalan untuk mencapai tujuan (Winamo, 2002 : 125). 

Lebih lanjut Edwards dalam Jones (1991 : 320) juga mengungkapkan 

bahwa kebutuhan utama bagi keefektifan pelaksanaan kebijakan adalah bahwa 

mereka yang menerapkan keputusan haruslah tahu apa yang seharusnya meceka 

lakukan. Jika kebijakan ingin dilaksanakan dcngan tepat, araban serta petunjuk 

pelaksanaan tidak hanya diterima tetapi juga barus jelas, dan jika tidak jelas para 

pelaksana akan kebingungan tentang apa yang seharusnya mereka lakukan, dan 

akhimya mereka akan mempunyai kebijakan tersendlri daJam memandang 

penerapa.n kebljakan tersebut, yang mana pandangan ini seringkali berbeda 

dengan pandangan atasan mereka. 

2.6 Faktor-Faktor Yang Mempcngaruhi Implementasi Kebijakan 

Keberhasilan implementasi kebijakan juga .sangat ditentukan oleh model 

implementasi yang rnampu menjamin kompleksitas masalah yang akan 

diselesaikan melalui kebijakan tertentu. Model implementasi kebjjakan ini 

tentunya diharapkan model yang semakin operasional sehJngga mampu 

menjelaskan hubungan kausalitas antar variabcl yang terkait dengan kebijakan. 

Adapun beberapa model studi implementasi terse but adalah: 

l. Model Pengaruh Pelaksana pada Implementasi Kebijakan oleh Grindle 

menyatakan bahwa setelah kebijakan ditransfonnasikan menjadi program 

aksi maupun proyek indiv[dual, dengan penyediaan dana, maka implementasi 

kebijakan dilaksanakan. Pelak:sanaannya sendiri tergantung pada kemampuan 

penerapan (implemenlability) dari program. yang dapat diJihat dari pertama, 

lsi kebijakan yang mencakup a) kepentingan yang terpengaruhi, b) jcnis 
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manfaat, c) derajat perubahan, d) kedudukan policy maker, e) siapa 

pelaksananya, f) sumber daya, dan kedua, konteks kebijakan yang meliputi a) 

kekuasaan, kepentingan dan strategi pelaksana, b) karakteristik lcmbaga, c) 

kepatuhan dan daya tanggap (Wihawa, 1994: 22-24). 

2. Model Pendekatan dari Atas ke Bawah (Top Down Approach) oleh Hogwood 

dan Gunn mengemukakan bahwa untuk dapat mengimplementasikan 

kebijakan public seca.ra s!.!mpuma atau peifect implementation maka 

diperiukan 10 persyaratan yakni: 

a. Kondisi ekstemal yang dihadapi instansi pelaksana tidak akan 

menimbulkan yang serius. 

b. Untuk pelaksanaan program tersedia waktu dan surnber~sumber daya yang 

cukup memadaL 

c. Perpaduan sumber-somber yang diperlukan benar~benar tersedia. 

d. Kebijakan yang akan diimplementasikan didasari oleh suatu hubungan 

kausa!itas yang andal. 

e. Hubung.'ln kausalitas bersifat langsung dan hanya sedikil mala rantai 

penghubungarL 

f. Hubungan sating ketergantungan harus keciL 

g. Pemahaman yang mendalam dan kesepakatan terhadap tujuan. 

h. Tugas-tugas dipcrinci dan ditempatkan dalam urutan yang tepat 

i. Komunikasi dan koordinasi yang sempuma. 

j. Pihak~plhak yang mcmiHki wewenang kekuasaan dapat menuntut dan 

mendapatkan kepatuhan yang sempurna (Wahab, 2004: 71 ). 

3. Model Proses lmplementasi Kebijakan (A Model of the Policy 

Implementation Process) oleh Van Meter dan Van Horn, menekankan sifat 

kebijakan dalam implementasi kebijakan serta mengbubungkannya dengan 

isu kebljakan dan implementasi kebijakan dan suatu model konseptual yang 

rnenghubungkan kebijakan dengan peiformance kebijakan. Daiam proses 

implementasi kcbijakan ditekankan proserlur yang mengutamakan perubaban, 

kontrol dan kepatuhan bertindak. Impiemcntasi kebijakan akan berhasH 

apabila perubahan yang dikehendaki relatif sedikit, sernentara kesepakatan 

tcrhadap tujuan, tcrutama dari mereka yang mengoperasikan program di 
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lapangan relatif tinggL Hal ini berarti bahwa jalan yang menghubungkan 

antara kebijakan dan prestasi kerja dipisahkan oleh sejumlah variabel 

(variabel bebas) yang saiing berkaitan yaitu a) ukuran dan tujuan kebijakan, 

(b) sumber-sumber kebijakan, (c) Ciri atau sifat lembaga pelaksana, (d) 

Komunikasi antar organisasi terkait dan l<egiatan pelaksanaan, (e) Sikap pam 

pelaksana, dan (f) lingkungan ekonomi, sosial dan politik (Sumaryarli, 2005 : 

89-90). 

4. Model Kerangka Analisis Implementasi {A Frame Work for Implementation 

Analysis) oleh Sabatier dan Mazrnanian yang mengidentifikasi variabel

variabel yang mempengaruhi pencapaian tujuanMtujuan formal pada 

keseluruhan proses implementasi menjadi tiga kategori besar yakni: (a) 

mudah tidaknya masalah yang akan digarap dikendalikan, (b) kemampuan 

kebijakan untuk mens:trukturkan imp!ementasi yang tercerrnin dalam 

berbagai rna cam peraturnn yang mengoperasionalkan kebijakan (c) varia bel 

di luar kebijakan yang mempengarulli proses implementasi (Wahab, 2004 : 

81-82). 

5. Model irnplementasi kebijakan oleh George C. Edwards UL Menurut 

Edwards III, ada empat faktor atau variabel penting dalam implementasi 

kebijakan yaitu kornunikasi, sumber daya, sikap pelak--sana dan struktur 

birokrasi. Menurutnya, kareoa ernpat faktor tersebut bekerja secara sirnultan 

dan berinteraksi satu sama lain untuk membantu dan mengharnbat 

implementasi kebijakan, maka pendekatan yang ideal adatah dcngan cara 

merefleksikan kompleksitas inl dengan membahas semua fuktor tersebut 

sekaligus. Jmplementasi dari setiap kebijakan merupakan suatu proses 

dinamis yang mencakup banyak interaksi dari banyak: variabeL Oleh karena 

itu, tidak ada variabel tunggal dalam proses implementasi, sehingga perlu 

dijelaskan keterkaitan antara satu variabel dengan variabel yang lain dan 

bagaimana variabel-variabel ini mempengaruhi proses lrnplementasi 

kebijakan. (Winamo, 2002 : 126). Hal ini digambarkan dalam gambar 2.1 

berikut: 
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lmplementasi 
kcbijakan 

Model Proses Implementasi Kebijakan oleh George c. Edwards III 

Surnber: George C. Edwards III (dalam Winarno, 2002: 126) 

Memperhatikan beberapa model hnplementasi kebijakan. jclas terlihat 

bahwa tidak ada faktor tunggal yang mempengaruhi implcmcntasi suatu 

kebijakan, melainkan banyak faktor yang telah dikembangkan beberapa paklu 

kebljakan publik. Dalam kajian impJementasi ini mengacu kepada pendekatan 

model implementasi kebijakan oleh George C. Edward Ill. Alasan pemilihan 

model kebijakan George C. Edwards Ill karena model kebijakan Edwards Ill 

dalam peneJitian mengenai implementasi kebijakan sekolah gratis ini dianggap 

lebih operasiona! dalam menje!askan keterkaitan antara satu variabel dengan 

variabel yang lain dan bagaimana variabel-variabel ini mempengaruhi 

implementasi kebijakan pendidikan gratis di Kabupaten Musi Banyuasin. 

Bcrdasarkan hal tersebut, untuk kepentingan studi ini ditetapkan variabel yang 

mempengaruhi implemcntasi kebijakan terdiri dari faktor: a) komunikasi, b} 

sumber daya, c) sikap pelaksana 1 dan d) struktur birokrasi, Penjelasan atas turunan 

penetapan masing-masing faktor tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: 
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1. Faktor Komunikasi 

Menurut Edwards III (1980 : 15) persyaratan pertama bagi implementasi 

kebijakan yang efektif adalah bahwa para pelaksana harus mengetahui apa yang 

harus mereka !akukan. Keputusan kehijakan dan perintah-perintah harus 

diteruskan kepada personil yang tepat sebelum keputusan dan perintah itu dapat 

diikutL Komunikasi yang dilakukan harus akurat dan dimengerti dengan cennat 

Jika suatu kehijakan diimplementasikan, petunjuk pelaksana tidak hanya harus 

diterima para pelaksana kebijakan, tetapi juga komunikasl kebijakan tersebut 

harus jelas. Ketidakjelasan pesan komunikasi yang disampaikan berkenaan 

dengan irnplementasi kebijakan akan mendorong terjadinya interpretasi yang 

salah bahkan mungkin bertentangan dengan makna pesan awal. Namun demikian, 

• dinyatakan juga bahwa ketidakjelasan pesan komunikasi kebijakan tidak selalu 

menghalangi implementasi, karena pada tatanan tertentu para peiaksana 

membutuhkan fleksibilitas daJam meiaksanakan kebijakan. 

Lebih lanjut Edwards Ill (1980: 16) menyatakan bahwa semakin cezmat 

kcputusan dan perintab pelaksanaan diteruskan kepada para pelaksana. maka 

semakin tinggi probabilitas keputusan dan perintah pelaksanaan tersebut 

dilaksanakan. Dalam beberapa kasus para pelaksana sama sekali tidak memahami 

tujuan suatu kebijakan atau persyaratan operasionaL Sedangkan dalam beberapa 

kasus lain, para pelaksana melakukan usaha untuk: memanfaatkan ketidakjelasan 

kebijakan dengan tujuan kepentingan mereka sendiri. Dengan demikian 

keputusan-keputusan harus disampaikan dengan cermat dan efektif agar 

pelaksanaan kebijakan dapat terlaksana dengan baik. 

Sclanjutnya Edwards Ill (1980: 17) rnengemukakan bahwa : 

Komunikasi dalam impfementasi kebijakan mernpunyai peranan penting 
yang tidak hanya bagi implementor, tapi juga bagi "Policy maker'", 
Implementasi yang efektif akan tercipta bila policy ma!a:r dalam meminta 
para pelaksana (implementor) untuk meJaksanakan kebijakan tidak hanya 
dengan suatu patunjuk yang jelas. tetapi yang lebih penting adalah 
konsistensi komunikasi yang jelas dan tegas. Perlu dlhindari adanya suatu 
hal yang mcnimbulkan kegaduhan, kebingungan diant:ara para pelaksana. 
Hal yang lcbih penting lagi harus adanya ketetapan dan keakuratan 
informasi kcbljakan, sehingga para pelaksana dapat mengetahui dengan 
jelas, yang seharusnya mereka lakukan. 
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Berdasarkan uramn tersebut, dapat disimpulkan komunikasi kebljakan 

mencakup dimensi lransformasi (transmission), kejelasan (clarity) dan konsistensi 

{consistency). 

Kaitannya dengan implementasi kebijakan sekolah gratis tni, dimensi 

transformasi menghendaki agar kebijakan sekolah gratis di Kabupaten Musi 

Banyuasin disampaikan tidak hanya kepada pelaksana (implementors), tetapi juga 

kepada kelompok sasaran kebijakan dan pihak lain yang berkepentingan, balk 

langsung maupun tidak langsung. 

Dimensi kejelasan menghendaki agar kebijakan sekolah gratis yang 

ditransmisikan kepada para pelaksana, target group, dan pihak Jain yang 

berkepentingan langsung maupun tidak langsung terhadap kebijakan dapat 

diterima dengan jeJas. sehingga diantara mereka rnengclahui apa yang menjadi 

maksud, tujuan, dan sasaran serta substansi dari kebijakan tersebut Sedangkan 

dimcnsi konsistensi menghendaki agar adanya komunikasi kebijakan sekolah 

gratis yang konsisten dan tidak terdapat pertentangan dan perbedaan penafsiran di 

dalamnya, Dengan demikian. apabila komunikasi dari kebijakan yang 

diimplcmeniasikan berjalan dengan baik, maka kcbijakan publik yang tela.h 

dirtmcang dan ditetapkan, akan dapat dijalankan dengan baik juga. 

2. Faktor Somber Daya 

Sumber daya (resources) mempunyai peramm penting dalam implemtasi 

kebijakan, sebab walaupun ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan yang 

disampaikan benar, tctapi para pelaksana kebijakan yang bertanggung jawab 

untuk melaksanakan kebijakan kurang profesional dan tcrbatas seperti staf dan 

fasilitas untuk melaksanakan pekerjaan secara efektif, maka implcmentasi 

kebijakan tidak akan bisa c:fektif. 

Sumber daya adalah sumber tenaga yang digunakan da!am rangka memacu 

suatu mekanisme kerja atau usaha untuk mempcroleh sesuatu yang dikehendaki. 

Surnber daya mengacu pada benda atau non bcnda yang dapat digunakan scbagai 

bahan untuk dikelo[a menjadi bahan lain yang memiliki nilat tertentu dalam 

rangka mernenuhi kebutuhan hidup manusia. Datam imp!ementasikan kebijakan 

publik, dihutuhkan sumber daya agar proses iinplementasi berjalan Ia ncar. Sejalan 

dengan uraian tersebut, Edwards:s III (1980: 53) mcnyalakan: 
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Sumber daya dapat menjadi sebuah faktor penting dalam implementasi 
kebijakan publik. sumber daya penting termasuk staf yang cukup dan 
keahHan untuk melaksanakan tugas mereka dan infom1asi, kewenangan 
dan kebutuhan fasllitas untuk menterjemahkan kertas kerja ke dalam 
pemanfaatan pelayanan publik. 

Sumber daya yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sumber daya 

manusia (SDM) sebagai unsur pelaksana kebijakan sekolah gratis dan fasilitas 

yang digunakan dalam pengelolaan kegiatan kebijakan sekolah gratis. Dalam hal 

ini Winamo (2002: 132) mengemukakan; 

Jumlah staf yang banyak tidak secara otomatis mendorong implementasi 
yang berhasil. Hal ini disebabkan oleh kurangnya kecakapan yang dlmiJiki 
oleh para pegawai pemerintah ataupun staf. namun disisi yang lain 
kekurangan staf juga akan menimhu!kan persoalan petik menyangkut 
implemenlasi yaog berhasiL 

SDM yang cukup dan ahli dibidangnya yang dimaksud dalam 

implementasi kebijakan adalah dari segi jurnlah rnaupun keahlian sesuai dengan 

kebutuhan. Misalnya SDM yang dibutuhkan dalam implementasi kebijakan 

sekolah gratis yang mempunyai pengetahuan dalarn bidang keuangan yang 

berhubungan dengan proses implementas:i kebijakan. mulai dari proses perumusan 

bingga pelaksanaan. 

Fasllitas juga tennasuk bagian dari sumber daya yang akan digunakan 

dalam implernentasi kebijakan. Adanya fasilitas yang memadai akan memudahk:an 

dalam pclaksanaan kebijakan, 

3. Faktor Sikap Pclaksana 

Agar implementasi kebijakan efektif dan efisien, para pelaksana tidak 

hanya mengetahui apa yang harus dilakukan dan kemampuan untuk melaksanakan 

kebijakan, tetapi rnereka juga barus mempunyai kemauan untuk melaksanakan 

kcbijakan tersebut. Faktor ini diartikan sebagai kecenderungan. keinginan atau 

kcsepakatan para pelaksana untuk melaksanakan kebijakan. Menurut Edwards Ill, 

( 1980: 53) "Implcmentasi kebijakan, jika ingin berhasil secara efektif dan efisien, 

para pelaksana tidak hanya harus mengetahui apa yang harus dilakukan tctapi juga 

mempunyai kemampuan untuk mclaksanakan kebijakan tersebut". 

Dari pendapat tersehut, maka sikap pclaksana dituntut untuk mcngetahui 

sehingga ada kcscpakatan dan kesamaan pandangan tentang berbagai hal yang 
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akan dilaksanakan dan memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan 

tersehut. Dalam hubungan dengan kebijakan sekolab gratis ini, bahwa 

keberhasilan implcmcntasi kebijakan dipengaruhi oleh sikap peJaksana untuk 

memahami maksud dan tujuan kebijakan sehingga mereka dapat menjalankan 

tugasnya, sikap pelaksana terhadap beban tugas yang dilaksanakan serta adanya 

kemampuan pelaksana dalam menjalankan kebijakan tersebut 

4. Faktor Struktur Birokrasi 

Menurut Edwards Ill (1980: 71), pada dasamya pam pelakaana kebijakan 

mungkin mengetahui apa yang dHakukan dan mcmpunyai cukup keinginan serta 

sumbeNmmber untuk melaksanakan kebijakan, tetapi dalam pelaksanaannya 

mereka mungkin masih dihambat oleh struktur-struktur birokrasi dimana mereka 

menjalankan kebijakan tersebut Struktur birokrasi (bureacratic slruclllre) juga 

merupakan faktor yang menentukan keberhasifan i mplementasi kebijakan, sebab 

meskipun sumber untuk mengimplemtasikan kebijkan cukup dan peJaksana 

mengetahui apa dan bagalmana cara melakukannya, serta mempunyai kemauan 

untuk melaksanakannnya, implementasi kebijakan bisa jadi belum efektif karena 

struktur birokasi yang tidak efisien. Slruktur organisasi yang kaya fungsi akan 

iebih efektif dalam mengimplementasikan kebijakan dibandingkan dengan 

struktur organisasi yang panjang, karena organisasi dengan struktur yang panjang 

lemah dalam sistem pengawasan. Struktur birokrasi ini menc.akup aspck 

pembagian kewenangan, hubungan antar unit-unit dalam organisasi, dan 

hubungan antara unit-unit di luar organisasi. 

Selanjutnya Hogwood dan Gunn menyatakan bahwa kegaga!an dalam 

kebijakan (policy failure) antara lain karena: 

I. Non Implementation (Kebtjakan tidak dilaksanakan sesuai rencana 

disebabkan pihak pihak yang terlibat tidak mau bekerjasama, tidak eflslen, 

bekerja setengah hati, tidak dikuasainya pennasaiahan, permasalahan di 

luar jangkuan kekuasaannya sehingga implementasi tidak cfcktif). 

2. Unsuccessful implementation (Kebijakan telah dilaksanakan sesual dengan 

rencana, namun menyangkut kondisi ekternal temyala tidak 

menguntungkan seperti pergantian kekuasaan, banjir, dan lain lain) 

(Wahab, 2004: 61). 
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2.8 Model Operasional Penelilian 

Model Operasional penelitian ini sebagaimana tergambar di bawah ini : 

DPRl> 

Kebijakan 

SMA Negeri 2 Seka,YU daa 
SMA &.bmauiya& Seksyu 

Pemerintah 
Kab.J\.Iuba 

Gam bar 2.2 Model Operasional Penelitian 

Sumbcr :Model Proses Implementasi Kebijakan oleh 
George C. Edward lii yang tetah diolah kembali. 
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GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

3.1 Gambanm Umum Kabupaten Musi Banyuasin 

3.1.1 Luas Wilayah 

T~rdiri dari : 
~ :11 Kecatrnttan 
• 9 Kelurahan 
-209 Desa 

BATAS DAERAH : 
Utara : Provinsl Jambi 
Selatan : Kabupaten Muara £nim 
Barat : Kabupaten Musi Rawas 
nmur : Kabupaten Banyuasfn 

ilTANAH 
DATAR 

5 •DATARAN 
TINGGI 

UDATARAN 
RENDAH 

Gambar3.1 
Kondisi Geograf'w Kabupaten Musi Banyuasin 

Sumber : Musi Banyuasin Dalam Angka. 2008, 

Kabupaten Musi Banyuasin merupakan bag!an dari Provinsl Swnateta 

Selalan dibentuk pada Tahun 1959 berdasarkan Undang-Undang Nornor 28 Tahun 

1959 tentang Pernbentukan Daerah Tingkat II terrnasnk Kota Praja dalam 

Lingkungan Daerah Tingkat I Surnatera Selatan dengan luas wilayah 25.664 Krn'. 

Pada tahun 2002 kahupaten ini dimekarkan menjadi dua wilayah ya!rni 

Kabupaten Banyuasin dan Kabupaten Musi Banyuasin, Setelah terjadi pemekaran 

luas wilayah KabupatenMusi Banyuasin menjadi 14.265,96 Km' atau sek:itar 15% 

dari luas Provinsi Suma!era Selatan. 
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3.1.2 Jumlah Penduduk dan Mata Peneaharian 

Penduduk merupakan obyek sekaligus sebagai subyek pembangnnan, 

karena itu data penduduk menjadi salah satu data pokok yang sangat penting. 

Adapun jumtah penduduk Kabupaten Musi Banyuasin berdasarkan laponm BPS 

Kabupaten Musi Banyuasin pada pertengahan 2008 sebanyak 497.864 jiwa, yang 

terdiri dari 258.422 orang Iaki-laki dan 239.442 orang perempuan. Jika 

dibandingkan dengan luas wilayah yakni 14.265,96 Km\ maka tingkat rata-rata 

kepadatan penduduk di Kabupeten Musi Banyuasin adalah 34,90 jiwa/Km'. 

Bertambahnya jumJah penduduk di Kabupaten Musi Banyuasin dari tahun ke 

tahun temyata tidak diikuti dengan pemerataan penyebaran penduduk di 

Kabupaten Must Banyua..~:~ln yang terdiri dari sebe1as kecamatan. Konsentrasi 

penduduk sebanyak 14,73% terpusat di Kecamatan Sekayu yang merupakan 

ibukota Kabupaten Musi Banyuasin, adapun tuas Kecamatan Sekayu ini hanya 5% 

dari seluruh wiiayah Kabupaten Musi Banyuasin. Di lain pihak, Kccamatan 

Bayung Lencir yang memiliki luas wilayah 400/o dari luas total Kabupaten Musi 

Banyuasin hanya dihuni oleh 15.83% penduduk ~ja. Kondisi ini menunjukkan 

bahwa tidak meratanya penyebaran penduduk. Dengan terpusatnya pcnduduk di 

Kecamatan Sekayu yang merupakan ibukota dari Kabupaten Musi Banyuasin, 

maka kecamatan ini rnerupakan kecamatan yang cukup padat Berikut kcpadatan 

penduduk secara rinci : 

' 
No. 

L 
2. 

3. 
4. 

5. 

6. -
7. 

8. 

9. 

10. 

II 

Tabel3.1 
JumJah dan Kepadatan Penduduk menurut Kecamatan 

Di Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2007 

Jumlali 
Kecamatan Luas wilaynh 

Penduduk Kepadntan/Km~ 
{Kml) 

(Jiwa) 
' 

Babat Toman 1.523,00 48.Zl2 3 1,66 
Plakat Tinggi 247,00 20.419 82,67 -Batanghari Leko 2.107,79 22.440 10,65 

Sanga Desa 317,00 30.289 95,55 
---· 

Sungai Keruh 629,00 33.510 53,28 
Sek;~.yu 70!,60 13.321 L04,5l 

m•••• ··--.. ·--
La is 755,53 55.626 73,63 

Sungai U!in 885,28 69.011 ' 77,95 .. 
l(elrnmg 400,57 27.308 68,17 

B!tyung Lencir 5.668,19 78.787 13,90 

La!an 1.031,00 38.94 L 37,77 
··- ····--~-

Sumbcr. BPS Kabupaten Mus1 BanyuMm Tahun 2007 
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Pertumbuban penduduk Kabupaten Musi Banyuasin ini ditentukan oleh 

perkembangan atau pertamhahan jumlah penduduk. Pada tahun 2006 

pertumbuhan penduduk sebesar 3,81% dan pada tahun 2007 sebesar 3,00%. 

Berdasarkan Laporan BPS Kabupaten Musi Banyuasin tentang perkembangan 

pertumbuhan penduduk beberapa tabun sebelumnya, diperoleh pertumbuhan 

penduduk rata-rata di Kabupaten Musi Banyuasin yakni 1,45% per tahun. 

Pertumbuban penduduk Kabupaten Musi Banyuasin dengan rata-rata 

perturnbuhan I ,45% per tahun terscbut, masih tergolong relatif rendah. 

Pertumbuhan penduduk yang relatif rendab tersebut, hams dipertahankan dan 

dijaga agar tidak meningkat tajam. Kondisi ini berhubungan erat dengan 

peningkatan kesejahteraan masyarakat. Semakin rendah perturnbuhan penduduk. 

dan semakin tinggi pertumbuhan ckonomi suatu daerah, maka masyarakat daerah 

tersebut akan semakin sejahtera. Dengan kata lain, persentase pertumbuban 

penduduk harus lebih keci1 dati persentase pertumbuhan ekonomi agar 

kesejahteraan masyarakatnya meningkat 

Sementara itu untuk mata pcncaharian penduduk di Kabupaten Musi 

Banyuasin, masih bercirikan agraris di mana sebagain besar penduduk 

menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian. Sampai dengan Tahun 2007 

sektor pcrtanian rnasih merupakan penyerap tenaga kerja terbesar. Lebih dari 

separuh pekerja di Kabupaten Musi Banyuasin (79,34 persen dari total penduduk 

usia W tallUn ke atas) diserap oleh sektor ini. meskipun proporsinya dari tahun kc 

tahun mengalami penurunan. Sektor lainnya yang digeluti penduduk Kabupaten 

Mus! Banyuasin sebagai mata pcncaharian adalah dagang, industri1 jasa, pegawai 

negeri dll, sebagaimana terlihat dalam tabel 4.2. 

Scktor-sektor sekunder meskipu~ persentase daya serap tenaga kerja relatif 

rendah, tetapi angkanya mcnunjukkan kecenderungan meningkat dati tahun ke 

tahun. Sektor tndustri juga merupakan primadona pembangunan ekonomi 

Kabupaten Musi Banyuasin dengan akhir tahun 2007 ini baru menyerap tenaga 

kerja sebanyak 3,38 pcrsen, Dari tabel bertkut dapat dilihat penyebaran !apangan 

pekerjaan penduduk di Kabupaten Musl Banyuasin. 
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No. 

I. 
2. 
3. 

4. 
--··· 

5. 
6. 
7. 
8. 

Tabel3.2 
Lapangan Pekerjaan Utama Penduduk 

Di Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2007 

Jumlah 
Lapangan Pekerjaan 

Orang 
Pertanian 152.230 

Perdagangan 12.978 ... _ ....... __ ... _ .. _ ... 
Jasa~jasa 7.669 

lndustri 6.488 

Anll_kulan 5.857 

Konstruksi 3.485 

Pertambangan/Penggalian 2.787 

Lain-tainnya 89 

Sumber : Bt>S Kabupaten Musi Banyuasin 2007 

54 

Persentase 

79,34 

6,76 
4,00 

3,38 

3,05 
-·-····-·· ··--

1,82 
1,45 
0,05 

Dari label 4.2 terlihat hahwa komposisi lapangan pekerjaan yang digeluti 

oleh penduduk Kabupaten Musi Banyuasin sebagian besar pada bidang pertanian 

yakni 79,34%, hal ini juga menggamharkan bahwa persentase orang tua murid 

sebagian be$ar adalah petani. Berdasarkan pada kenyataan~ sek:tor pertanian di 

Kabupaten Musi Banyuasin sebagian besar menghandalkan pada padi yang panen 

satu kali setahun (berdasarkan musim tanam/non irigasi), karet, dan palawija 

dengan penghasilan rata-rata 5-6 jula pertahun ( PDRB tahun 2007, BPS). Dari 

uraian di atas. bahwa kebijakan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin dalam 

memberikan bantuan sekofah beba.s SPP/BP3 kepada murid-murid di sekoiah 

negeri sangat membantu bagi sebagian besar orang tua murid yang nota bene 

petani keci L 

3.1.3 Perekonomian Daerab 

Untuk dapat rnelaksanakan pembangunan di segala bidang di Kabupaten 

Musi Banyuasin tentunya harus didukung olch anggaran bela1~a )tang cukup 

besar. Dcngan anggaran yang besar Pcmerintah Daerah akan lebih leluasa 

mengalokasikan dana untuk membangun di seluruh sektor-sektor strategis, 

Berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi 

Banyuasin Tahun 2007 sebesar Rp. 1.303.250.029.066,97,- yang terdiri dari 

Pendapatan Asli Daerah scbesar Rp. 28.674.058.770,97,-, Dana Perimbangon 
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Rp. 1.222.066.034.496,-, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah sebesar 

Rp. 26.979.379_400,-. Besamya dana perimbangan yang didapat dari bagi hasil 

yaitu dari sektor migas. Dengan jumlab anggaran sebesar ini merupakan modal 

yang cukup n'lemadai l>agi Pcmerintah Daerah untuk melaksanakan percepatan 

pembangunan di segala bidang untuk mengejar ketertlnggalan dengan daerah~ 

daerah lain di Indonesia yang Jebih maju. 

Pertumbuhan perekonomian Muba dari tahun ke tahun, terlihat masih 

mengandalkan sektor pertambangan. Dari data Pendapatan Domestik Regional 

Brulo (PDRB) Muba pada tahun 2005, sektor pertambangan memberikan 

kontrihusi sebesar 66,68%, yang mengalami peningkatan dari 45,5% pada tahun 

2002 kemudian disusul sektor pertanian sebesar 12,35%. 

Ditinjau dari PDRB yang merupakan Jndikator utama dalam mengukur 

pertumbuhan perekonomian suatu wilayah, PDRB Kabupaten Musi Banyuasin 

mengalami peningkatan dari tahun ke talmn. Nilai PDRB Atas Dasar Harga 

Ber!aku dengan migas Kabupaten Musi Banyuasin pada tahun 2006 mencapai 

RpJ8.940_!40,- juta dan meningknt menjadi Rp. 2!,805.989,- juta pada tahun 

2007. Sementara nilai PDRB Atas Dasar Harga Bcrlaku tanpa migas pada tahun 

2006 mencapai Rp I 0.260_635,- juta dan meningkat menjadi Rp. !0_54 1.461,- juta 

pada tahun 2007. 

3.1.4 Adminllltrasi Pcmerintahan 

Kabupaten Musi Banyuastn guna menjalankan program pemcrintah, 

kemasyarakatan dan pembangunan serta sejalan dengan lelah diberlakukannya 

Undnng-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang kemudian di revisi menjadi 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Pcmerintah Kabupaten Musi Banyuasin 

tclah melaks:anakan perubahan di bidang organisasi dan tata kerja pemerintah 

daerah yang mulai berjaian secara cfektif pada awal tahun 200 I. Sama seperti 

daerah kabuputcn/kota yang lainnya di [ndoncsia secara administratif dibagi dalam 

beberapa kccamatan dan selanjutnya dibagi dalam beberapa desa dan kelurahan, 

Pada saat ini Kahupaten Musi Banyuasin memitiki 11 Kecamatan definitifheserta 

pusat J?emerintahan dan terdiri dari 209 Desa dan 9 Kelurahan. Adapun gambaran 

mengenai jumlah daerah administrasi di Kabupaten Musi Banyuasin dapat dilihat 

pada tabcl berikut ini : 
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Tabel3.3 
Pusat Pemerintahan Kecamatan, Jumlah Desa dan Kelurahan 

Di Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2007 
···---··------- ---·-
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i Kecamatan 
Pusat Jumlah Total 

r No. 
Pemerintahan Desa Kelurahan ' ' 

L BabatToman , Babat 25 2 27 
---- ............. 

2. Plakat Tinggi ' Sido Rahayu 14 0 14 

3. Batanghari Leko Tanah Abang 16 0 16 

4. SangaDesa Ngulak 16 I 17 
5. Sungai Keruh Tebing Bulang 19 0 19 

6. Sekayu Sekayu 10 4 14 

7. La is La is 13 0 13 

8. Sungai Lllin Sungai Lilin 24 1 25 
9. Ke1uang Ke1uang 13 0 ' 13 

-;·;···· 
10. Bayung Lencir Bayung Lencir 33 1 34 
II. Lalan Bandar Agung 26 0 26 

Jumlah/T otal - 209 9 218 . -----------------·---

Sumber : Musi Banyuasin Dalam Angka 2007 

3.1.5 Pendidikan 

Dalam rangka meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), 

pendidikan memegang peranan yang penting, karena pendidikan merupakan salah 

satu faktor pencnlu kualitas SDM. Semakin tinggi dan semakin berkualitas 

pendidikan SDM, maka semakin tinggi kualitas SDM tersebut 

Be~dasarkan jumlah sekolah yang ada di Kabupaten Musi Banyuasin 

secara umum jumlahnya cukup memadaL Pada tahun 2008 jumlah sekolah tingkat 

PAUD sebanyak 751 lemhaga, TK sebanyak 104 sekolah, SD/Ml scbanyak 439 

seko1ah, SLTP/MTs sebanyak 137 sekolah, SMU/SMKIMA sebanyak 63 sekolah, 

Sekolah Tinggi Swasta sebanyak 3 unit~ Akademi Keperawatan sebanyak l unit 

dan Politeknik sebanyak I unit. Jumlah murid di Kabupaten Muba pada tahun 

2008 sebanyak 124.287 orang danjumlah guru sebanyak 8.206 orang terdiri dari 

4.028 orang guru PNS, 8 orang guru bantu pusat, 311 orang guru bantu daerah dan 

3.859 orang guru honorer. 
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Tabel 3.4 
Jumlah Sekol-ah Dan Siswa 

Di Kllbupaten Musi Banyuasin Tahun 2005-1007 

Sumber: Musi Banyuasin Da!am Angka, 2005, 2006 dan 2007. 

Dart tabel 4.3 terlihat jumlah SD di Kabupaten Musi Banyuasin berkurang 

dari 455 unit pada tahun 2005 rnenjadi 43 I unit pada tahun 2007, sementara 

jumlah SLTPIMTS mengalami peningkatan dari IlO unit pada tahun 2005 

menjadi 128 unit pad a tahun 2007 begitupun dengan jumlah SMUISMK/MA dari 

43 unit pada tahun 2005 bertambab menjadi 63 unit pada tabun 2007. Namun 

untuk jumlah perguruan tinggi tidak bertambah, dari tahun 2005 sampai talmn 

2007 tetap herjumlah tiga unit, tapi jumlah mabasiswa bertambab dari 730 orang 

pada tahun 2005 menjadi 1.1 i 3 orang pada tahun 2007. 

Dilihat dari perbandingan antarn jumlah sekolah dengan dcsa-desa, untuk 

sekolah setingkat Sekolah Dasar Negeri berdasarkan tabei 4.3 da11 tabel 4.5. 

jumlah Sekolah Dasar dalam kecamatan untuk Kecamatan Sungai Lilin jurnlah 

desalkelurahan 25 buah dengan jumlah SDN 55 buah. Kecamatan Bayung Lencir 

jumlah desalkelurahan 34 boab dengan jumlah SDN 51 buah, Kecamatan Babat 

Toman jumlah desalkclurahan 27 buah dengan jumlah SDN 51 buah. Kccamatan 

Sekayu jumlah desa/keJurahan 14 buah dengan jumlah SDN 46 buah, Kecamatan 

Lais jumlah desa/kelurahan I 3 dengan jumlah SON 36 buah, Kecamatan Sanga 

Desa jumlah dcsa/kelumhan 17 buah dengan jumlah SDN 35 buah, Kecamatan 

La ian jumlah desalkelurahan 26 buah dengan jumlab SDN 29 buah, Kccamatan 

Sungai Keruh jumlah desalkelurahan 19 buah dengan jumlah SDN 28 buah, 

kcmudian Kccamatan Keluang jumlah desalkelurahan t 3 buah dengan jumlah 

SON 21 buah, selanJutnya Kecamatan Piakat Tinggi jumlah desalkclurahan 14 

dengan jumiah SDN 20 buah, dan terakhir Kecamatan Batanghari Leko jumlah 

dcsaikelurahan 16 dengan jumlah SDN 19 buah. 
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Dari pcrbandingan tersebut menunjukkan jumlab SDN yang terbanyak 

berada di Kecamatan Sungai Lilin, Bayung Lencir, Babat Toman dan Sekayu, 

Untuk di Kecamatan Sungai Lilin, Bayung Lencir, dan Babat Toman, hal ini 

disebabkan pembangunan sekoiah yang berorientasi pada jumlah desa dan jumlah 

penduduk Sedangkan Kecamatan Sekayu yang merupakan lbu Kota Kabupaten 

adalah pusat konsentrasl penduduk, meskipun jumlah desa/kelurahan sedikit akan 

tetapi jumtah penduduk berada kedua terbesar setelah Bayung Lencir. Kemudian 

jumlah SDN yang paling sedikit berada di Kecamatan Batanghari Leko, dengan 

jumlah SDN 19 buah, Jika dihitung rata-rata setiap desa mempunyai 2 buah 

sekolah dasar. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan sarana pendidikan 

sekolah dasar di setiap kecarnatan merata minimal satu SDN untuk satll desa. 

Tabel3.5 
Jum.lah Sekolah, Murid dan Guru pada Sekolah Dasar Negeri} 

Sekolah Dasar Swasta, Madrasah Ibtidaiyah Negcri, 
Madrasah Ibtidaiyah Swasta di Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2007 

No. 

Tahun2005 ~ 413 72.!33 3.756 16 2.438 32 2 332 ! 42 24 2.519 22 

Toh"n 2006 ; 414 .. 69.564 3.503 IE 2.835 158 2 373 •,__3,8 1.,:2:;:5-L.::J.c624 25 

Sumber: Mus1 Banyuasin Dalam Angka. 2007. 

Dari tabeJ 4.5 perbandingan antara jumlah sekolah dan jumiah guru. satu 

sekolah dasar negeri di desa-desa rata-rata memiliki guru 9~ to orang. Dalam 

mengasuh rnata pelajaran masih menerapkan guru kelas yang mana satu gum 

untuk semua rnata pelajaran. Untuk sekolah dasar swasta, terllhat partisipasi 
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masyarakat dalam duma pendidikan sekolah dasar masih sangat kurang yaitu 

hanya berjumlah 19 buah sekolah denganjumlah murid 2.768 orang siswa untuk 

satu kabupaten, akan tetapi partisipasi masyarakat untuk sekolah keagamaan 

seperti madrasah, menunjukkan partisipasi masyarakat yang lebih besar ke 

madrasah swasta dibanding dengan madrasah pemerintahlnegeri yaitu 19 buah 

madrasah swasta dengan jumlah murld 4.4.36 orang siswa sedangkan madrasah 

pemerintah hanya 2 buah dengan jumlah murid 415 orang siswa. 

Tabel3.6 
Jumlah Sekolah, Murld dan Guru pada SM:P 1 MTs Negeri dan Swasta 

di Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2007 

No.I Kecamatan 
SMPN SMPS MTsN MTsS 

Jml Mrd Gr Jml Mrd Gr Jm( I Mrd Gr Jml Mrd Gr 
i 

' L n. Tomao 6 1.847 152 3 512 46 l 75 13 2 219 31 ' 
' 

2. · P. Tinggl 2 546 28 - - - - - - 2 197 33 
.. ··~- ··69-·tF: 3. Brghrl Le:ko 4 206 61 I 65 10 - - - 2 

4. ' Sanga Desa J 1.ooJ , n 3 242 38 - - - 6 493 86 .. 

5. S. Keruh 6 .. 1.050 1 .. -87 2 316 36 - - - - - -
.. ,., 

6. Sekayu " 3.383 2:51 2 304 38 3 540 67 I 27 14 

' 7. Lals 6 l ,538 107 3 374 26 6 541 ;.;--- - - 83 
··-· .. 

8. Sungai Lilin 7 2.259 .. 156 6 529 79 - . - 8 57.317 177 ' .. I 9. Keluang 2 848 61 2 219 29 - . - 3 206 36 

I !0. B, Lencir 

I 
8 1.901 151 

I 
2 207 l I - - . 3 453 51 

II. Lalan 5 LJJ6 j 16 5 428 57 - - .. - I '" 23 

!.242 29 3.196 390 4 SQ 34 59.663 563 ~ -~-Jumlah ,.~ 15.947 

~-· Tahun 2005 :~, 4S-~2 965 26 2.597 379 • 638 85 1 35 13 19~J 
Tnhun 2006 49 15.032 932 28 2.915 363 4 I 614 so I 34 i 3.369 566 J 

Sumber: Musi Banyllasin Dalam Angka, 2007 

Berdasarkan label 4.6, untuk tingkat SLTP pada tiap~tiap kecamatan 

mcnunjukkan adanya kelidakmerataan dalam jumlah sekolah. Sepcrti terlihat pada 

kecamatan Plakat Tinggi hanya ada 2 buah SMPN dan 2 buah MTsS, jika 

dlbandingkan dengan sekolah~sckolah dasar negeri yang ada di kecamatan ini 

yang berjumlah 20 buah SDN, menunjukkan bahwa pasca sekolah dasar ba11yak 

anak-anak yang wajib sekolah tidak dapat ditampung. Sedangkan jumlah SLTP 
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yang terbanyak berada di lbukota Kecamatan yaitu Kecamatan Sekayu yakni 

berjumlah II buah SMPN, 2 buah SMPS, 3 buah MTsN dan I buah MTsS. 

Untuk tingkat SLTA, dari tabel 4.7 rnenunjukkan tingkat pendidikan di 

Kabupaten Must Banyuasin masih kurang, hal ini dapat diiihat bahwa Kecarnatan 

Plakat Tinggi, Batanghari Leko dan Keiuang hanya memlliki 1 buah SMA untuk 

satu kecamatan. Namun berdasarkan data dari Dinas Pendidikan Nasionai 

Kabupaten Musi Banyuasin hal ini sudah menunjukkan suatu kemajuan dibanding 

tahun 2003 yang pada saat itu untuk Kecamatan Batanghari Leko sama sekali 

tidak mempunyai satu buah SMApun di sana. 

Tabel3.7 
Jumlah Sekolah, Murid dan Guru pada SMA~ MA Negeri dan Swas(a 

Di Kahupaten Musi Banyuasin Tahun 2007 

No. Kecamatan 
Sl\1AN SMAS MAN MAS 

-------· 

Jml Mrd Gr Jml Mrd Gr Jml Mrd Gr Jml Mrd 
1. B. Toman 3 918 67 3 535 46 1 . . . 2 110 

2. P. Tinggl 1 268 18 . . . . . . ' . 
' 

. . 
i 

. 

' 3. Btghri L<:ko l 135 10 I ' - - . . . . . -

4. Sanga Oesa l 453 27 ' 2 469 33 ' . . . . . 
···········- ---~- -------- + 5. S. Kernh 2 580 3J 2 294 30 . . . . . 

6. Sekayu 3 1.575 Ill I 4 1.152 110 1 381 44 . . 
!-.... 
' 7. Luis 2 870 5I . . . . . . I 35 
' ' 
' 8. Sungai Li!in 2 998 54 2 I 384 35 . . . 6 760 . 
............. 

9. Keluang I 512 44 . . . . . . . . 
10. B. Lencir 2 ' 897 ' 55 

' • 2 289 22 . . . 3 243 

11. Lnlun I 317 25 3 329 54 . . . . . 
------~----

Jumlah 19 7.523 495 18 ].452 330 I 381 44 12 1.148 

Tubun 2005 II 4.503 457 13 2.542 312 I 393 41 13 996 
·······················- ---------

Tahun 2006 17 5.624 410 18 2,641 355 I 364 42 12 1.589 

Sumber; Musi O<myuasill Dalam Angka, 2007. 
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3.2 Profil Din as Pcndidikan Nasional Kabupaten Musi Banyuasin 

3.2.1 Struktur Organisasi 

61 

Kewenangan penyelenggaraan di bidang pendidikan di daerah merupakan 

kewenangan wajib yang diselenggarakan oleh. Pemerintah Daernh berdasarkan 

Undang~undang Nomor 32 talmo 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan 

Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 ten tang Kewenangan Pemerintah dan 

Kewcnangan Propinsi sebagai Daerah Otonom, untuk menyelenggarak:an 

kewenangan di bldang pendidikan tersebut di bentuk dinas yang 

menyelenggarakan urusan-urusan yang berhubungan dengan pendidikan. 

Organisasi Dinas Pendidikan Nasionai Kabupateo Musi Banyuasin dibentuk 

berdasarkan Pcraturan Daerah nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan 

Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Musi Banyu.:tsin. Peraturan 

Daerah ini berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 84 tahun 2000 tcntang 

Pedoman Organisasi Perangk.at Daerah yang telah diubah dengan Peraturan 

Pcmerintah Nomor 41 Tahun 2007, tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2007, Tambahan Lem.baran Negara Nomor 

474!). 

Dalam peraturan daerah tersebut, Dinas Pendidikan Nasional mempunyai 

kedudukan sebagai unsur pelaksana pemerintah daerah di bidang pendidikan 

nasional sesuai rlengan kewenangan dan dipimpin oleh seorang kepala dinas yang 

bcrada dlbawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. 

Dinas Pendldikan mempunyai tugas pokok di bidang penyelenggaraan pendidikan 

nasional sesuai dengan kewenangan dan tugas lain yang dilimpahkan kepada 

pcmerinlah kabupaten yang diatur dalam Peraturan Bupati Musi Banyuasin 

Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas 

Pcndidikan Nasional Kabupaten Musi Banyuasin. Untuk menyelcnggarakan tugus 

pokok tersebut secara normat(f Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Musi 

Banyuasin mcmpunyai fungsi: 

<L Mcrumuskan kcbijal<an teknis di bidang pendidikan sesual dengan ruang 

lingkup Dinas Pendidikan Nasional: 

b. Pengelolaan urusan Kepegawaian, Keuangan, Umum dan Perlengkapan; 
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c. Perencanaan yang meliputi sega\a usaha dan kegiatan untuk 

merencanakan, mempersiapkan, mengelola, menelaah serta menyusun 

kebijakan teknis dan program di bidang Pendidikan Nasional; 

d. Koordinasi yang meliputi segala usaha dan kegiatan guna mewujudkan 

kesadaran yang berhubungan dengan peningkatan mutu dan tugas di 

bidang Pendidikan Nasional; 

e. Melaksanakan tugas pembangunan fisik gedung TK, SD, SDLB, SMP, 

SMA dan SMK dan Pendidikan Luar Sekolah serta sarana penunjang 

lainnya; 

f. Pengawasan yang meliputi segala usaha dan kegiatan untuk rnelaksanakan 

pengawasan teknis atas pelaksanaan tugas pokok sesuai dengan kebijakan 

yang telah ditetapkan oleh Pemerintah serta peraturan perundang

undangan yang berlaku; 

g. Pembinaan, pengaturan, pengawasan, dan pemberian izin terhadap 

lembaga-lembaga pendidikan formal dan pendidikan luar sekolah; 

h. Pembinaan, pengaturan, pemantauan terhadap pelaksanaan kcgiatan 

operasional lembaga-lembaga pendidikan formal dan pendidikan luar 

sekolah; 

1. Melaksanakan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh Bupati. 

Susunan Organisasi Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Musi 

Banyuasin tcrdiri dari : 

a. Kepala Dinas 

b. Sekretariat, terdiri dari : 

I. Sub Bagian Umum, Perlengkapan dan Kepegawaian; 

2. Sub Bagian Perencanaan dan Sistem Informasi; 

3. Sub Bagian Keuangan. 

c. Bidang Pcningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan, terdiri dari: 

I. Seksi Profesi dan Pengkajian; 

2. Seksi Peningkatan Kompetensi; 

3. Seksi Penghargaan dan Perlindungan; 
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d. Bidang Pendidikan Dasar. terdiri dari : 

l. Seksi Sarana dan Prasarana; 

2. Seksi Tenaga Teknis; 

3. Seksi KurikuJum; 

e. Bidang l'endidikan Menengab ~ terdiri dari: 

I. Seksi Sarana dan Prnsarana; 

2. Scksi Tenaga Teknis~ 

3. Seksi Kurikulum; 

L Bidang Pendidikan Luar Sekolah, terdiri dari: 

1. Seksi Pendidikan Anak Usia Dini; 

2. Seksi Pendidikan Kesetaraan; 

3. Sekst Pcndidlkan Masyarakat dan Pramuka. 

g. Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD); 

h. Kelompok Jabatan Fungsional; 

63 

Masing-masing Kepala Bidang, Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD) 

dan Kelompok Jabatan Fungsional secara operasional bertanggung jawab 

langsung kepada Kepola Dinas, tetapi secara administratif meJalui Sekretaris. 

Kepala Bidang Pcndidikan Dasar dan Kepa!a Bidang Pendidikan Menengah 

membawahi 3 scksi )'1ing namanya sama yakni Seksi Sarana Pra:sarana, Seksi 

Tenaga Teknis, dan Seksi Kurikulum akan tetapi pada tingkatan fungsi dan tugas 

yang berbcda. 

Dalam Tata Kerja yang merupakan penjabaran tugas pokok dan fungsi 

Dinas Pendidikan Nasionai, Kepala Dinas mempunyai tugas melaksanakan segaia 

usaha dan kegiatan di bidang TK, SD, SDLB, SMP, SMA, SMK, Pendidikan Non 

Formal (PNF), dan Pmrnuka. Dalam melak:sanakan tugas-tugas pokok tersebut 

Kcpala Dinas mempunyai fungsi; 

a. Menyusun rcncana dan program kerja; 

b. Membagi tugas kepada Sckretaris dan Kepala Bidang sesuai dengan 

bidang tugas masing-masing; 

c. Membcri petunjuk dan arahan kepada Sekretaris dan Kepala Bidang, 

Kcpala UPTD, Pengawas Sckoiah dan Penilik untuk kelancaran 

pclaksanaan tugas; 
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d. Mengkoordinasikan Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala UPTD, Pengawas 

Sekolah, dan Penilik, dalam pclaksanaan tugas agar terjalin kerjasama 

yang baik; 

e. Menyediakan Pelaksanaan tugas Sekrctaris, Kepala Bidang Kepala UPTD, 

Pengawas Sekolah, dan Penilik agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai 

dengan ketentuan yang telah ditetapkan; 

f. Mengevaluasi pelaksanaan tugas Sekretatis, Kepala Bidang, Kepala 

UPTD, Pengawas Sekolah, dan Penilik untuk mengetahui pennasalahan 

dan penaggulangannya; 

g. Menilai prestasi kerja Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala UPTD, Kepala 

Sekolah Menengah, Pengawas dan Penilik sebagai bahan pcmbinaan karir; 

h. Menetapkan kcbijaksanaan tehnis dibidang Pendidikan dan Pendidikan 

Luar Sekolah sesuai dengan kewenangannya; 

1. Menelaah peraturan perundang-undangan dibidang pendidikan Nasional; 

J. Mengkoordinasikan pelaksanaan kerjasarna dibidang Pendidikan dan 

Pendidikan Luar Sekolab dengan instansi terkait sesuai dengan ketentuan 

yang berlaku; 

k. Mernonitor pelaksanaan kegiatan Pendidikan sebagai bahan evaluasi 

pelaksanaan dan perbaikan program selanjutnya; 

I. Memberikan layanan tekhnis dibidang Pendidikan dan Pendidikan Luar 

Sekolah; 

rn. Menyusun laporan Dinas Pendidikan Nasional sesuai dengan basil yang 

telah dicapai scbagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; 

n. Mengkoordinasikan pelaksanaan Kerjasama dibidang Pendidikan Tinggi; 

o. Mclaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. 

Togas pokok dan fungsi Sekretaris adalah untuk membantu Kepala Dinas 

dalam bidang administrasi dalam mengkoordinasikan pelaksanaan surat-surat 

masuk dan surat keluar di lingkungan Dinas Pendidikan Nasional, secara normaif 

terinci sebagai bcrikut: 

a. Menyusun rencana dan program kerja Sekretariat sebagai pedoman 

pelaksanaan tugas; 

b. Memberi tugas kepada Kepala sub bagian sesuai dengan bidangnya; 
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c. Memberi pctunjuk kepada Kepala Sub bagian untuk kelancaran tugas; 

d. Menilai prestasi kerja Kepala Sub bagian di lingkungan Sekretariat sebagai 

bahan pembinaun dan pengembangan karir; 

e. Menelaah peraturan perundang-undanagan dibidang kesekrctariatan; 

f. Menyusun saran altematif di bidang kesek.retariatan ; 

g. Mengkoordinasikan pelaksanaan pengelolaan surat masuk dan sural keluar 

dilingkungan Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten; 

h. Mengkoordinasikan pelaksanaan kerumah tanggaan di!ingkungan Kantor 

Dinas Pendidikan Nasional untuk kelancaran pelaksanaan tugas; 

1. Memantau penataan, pemeliharaan, perawatan dan penghapusan arsip 

dilingkungan Dinas Pendidikan Nasional kabupaten untuk mengetahui 

keadaannya; 

J. :\fengkoordinasikan pelaksanaan Sub Bagian Umum Perlengkapan dan 

Kepegawaian Sub Bagian Perencana:an dan Sistem Informasi dan Sub 

Bagian Keuangan untuk kelancaran tugas dan terjalinnya kerja sama yang 

baik; 

k. Memberikan layanan teknis dibidang kesekretadatan di lingkungan Dinas 

Pendidikan Nasional Kabupaten Musi Banyuasin; 

L Menyusun laporan Sub_ Bagian sesuai dengan basil yang telah dicapai 

s:ebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas, dan 

m. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. 

Tugas dan fungsi Sekretaris tersebut dibagi da!am tiga Sub Bagi:an yaitu 

Sub Bagian Umum, Perlengkapan, dan Kepegawaian; Sub Bagian Pcrcncanaan 

dan Sistem Informasi; dan Sub Bagian Keuangan. 

Bidang Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kcpendidikan (P'v!PTK) 

mcmpunyai tugas yaJtu melaksanakan tugas sebagian tugas Dinas Pendidikan 

Nasional di bidang peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan, Untuk 

menyclcnggarakan lugas tersebut Bidang PMPTK ini mempunyai fungsi : 

a. Membantu kepala dinas dalam bidang tugasnya; 

b. Menyusun rencana dan program kerja seksi sebagai pedoman pelaksanaan 

tugas~ 
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c. Membagi tugas kepada kepala seksi sesuai dengan bidang tugasnya; 

d. Memberi petunjuk kepada kepala seksi untuk kelancaran peiaksanaan 

tugas~ 

e. Mengkoordinir kepala seksi dan kepala UPTD Diknas kecamatan, dan 

UPTD SKB, dalam melaksanakan tugas agar tetjalin kerjasama yang baik 

& harmonis; 

f. Menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dcngan PMPTK; 

g. Menyusun saran altematif di bidang PMPTK; 

h. Merencanakan pendidikan dan pe1atihan kepada guru & tenaga 

kependidikan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dalam Kab. Muba; 

i. Merencanakan & menyusun diklat kebutuban Ka. Sekolah TKJSD, SDLB, 

SMP, SLB, SMA dan SMK., berdasarkan data dan informasi serta 

ketentuan yang berlaku; 

J. Merencanakan & menyusun peningkatan kualifikast. kompetensi dan 

sertifikasi guru TKJSD, SDLB, SMP,SLB, SMA dan SMK sesuai dengan 

kctentuan yang berlaku; 

k. Melaksanakan pembinaan dan bimbingan tekhnis dibidang peningkatan 

mutu pendidik dan tenaga kependidikan; 

I. Menyusun dan melaksanakan KKG dan MGMP bagi guru TKJSD, SDLB, 

SMI',SLB, SMA dan SMK; 

m, Menyusun dan merekapitulasi taporan seksi sesuai dengan hasil yang te!ah 

dicapai sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; 

n. Memberikan saran-saran dan pertimbangan-pertimbangan kcpada kepala 

dinas tentang !angkah-langkah dan tindakan·tindakan yang perlu diambil 

dalam bidang tugasnya, dan 

o. Melaksanakan tugas tain yang diberikan o[eh atasan. 

Bidang Pendidikan Dasar, mempunyai tugas melaksanakan scbagian tugas 

Dinas Pendidikan Nasianal di bidang pengelolaan pendidikan dasar. Untuk 

menyelenggarakan tugasnya, Bidang Pendidikan Dasar mempunyai fungsi; 

a, Penyusunan rencana dan program kerja Seksi sebagai pedoman 

pelaksanaan tugas~ 

b. Pembagian tugas kepatla kepala sekst sesuai dengan bidang tugasnya; 
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c, Membcri petunjuk kepada kepala seksi untuk kelancaran pelaksanaan 

tugas: 

d. Mengkoordinir kcpala seksi dalam melaksanakan tugas agar terjalin 

kerjasama yang baik; 

e. Menelaah peraturan perundang-undangan pendidikan dasar; 

L Mcnyusun saran alternative dibidang pendidikan dasar; 

g. Menyusun petunjuk penerimaan siswa baru, pelaksanaan lrurik:uJum 

evaluasi belajar dan UKS bagi TK, SD dan SDLB; 

h. Menyusun dan melaksanakan rencana kebutuhan guru TK, SD dan SDLB 

tenaga kependidikan lainnya serta sarana dan prasarana pcndidikan 

berdasarkan dala dan informasi serta ketentuan yang berlaku; 

t. Menyusun dan melaksanakan rencana peningkatan kemampuan guru TK 

dan SD serta SDLB sesuai dengan ketentuan yang berlaku~ 

J, Merekomendasikan izin pcmbukuan TK,SD dan SLB; 

k. Menyusun dan melaksanakan konsep usul calon kepala TK, SD dan SDLB 

di lingkungan Dinas Pendidikan Nasionai Kabupaten; 

l. Mengkoordinir pelaksanaan pengadaan dan pendistribuslan sanma dan 

prasarana pcndidikan serta pcnempatan dan pcmindaban guru TK, SD dan 

SDLB; 

m. Memantau pelaksanaan kurlkulum. pemerataan guru serta pcndayagunaan 

sarana prasarana TK, SD dan SDLB; 

n, Mcngevaluasl pelaksanaan kurikulum, pcmerataan guru TIC, SD dan 

SOLB serta pendayagunaan saranalprasarana TK, SD dan SOLB; 

o. Memberikan pelayanan teknis dibidang pcndidikan dasar: 

p. Menyusun laponm seksi sesual dengan hasil yang telah dicapai sebagai 

pertanggungjawahan pelasksanaan tugas; dan 

q. Melaksanakan lugas laln yang diberikao oleh atasan. 

Bidang Penrlidikan Menengah, mempunyai tugas melaksanakan sebagian 

tugas Dinas Pcndidikan Nasional dibidang pengelolaan pend!dikan mcnengah. 

Unh.tk menyelenggarakan tugas, Bidang Pendidikan Menengah mempunyai 

fungsi; 
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a. Menyusun rcncana dan program kerja Seksi sebagai pcdoman 

pelaksanaan togas; 

b. Pembagian tugas kepada kepala seksi scsuai dengan bidang tugasnya; 

c. Memberi petunjuk kepada kepala seksi untuk kelancaran pelaksanaan 

tug as; 

d. Mengkoordlnir kepala seksi dalam melaksanakan tugas agar terjaHn 

kerjasama yang baik; 

e. Menyelia pelaksanaan tugas kepala seksi agar hasli yang dicapai sesuai 

dengan sasaran yang telah ditetapkan; 

f. Menilai prestasi kepala seksi di lingkungan Bidang Pendidikan Menengah 

sebagai bahan pertimbangan dan pengembangan karier~ 

g. Menelaah peraturan perundang~undangan dibidang pendidikan menengah; 

h. Menyusun saran afternatif dibidang pendidikan menengah; 

L Menyusun petunjuk pencrimaan siswa barn, pelaksanaan kurikulum, 

evaluasi bela jar dan UKS; 

J- Menyusun dan melaksanakan rencana kebutuhan guru SMP,SMA dan 

SMK serta tenaga kependidikan lainnya berdasarkan data dan informasi 

serta ketentuan yang berfaku; 

lc Merekom.endasikan tzin Operasional sekolah, penegerian, akreditasl, 

pemberian bantuan pada SMP,SMA dan SMK sesuai dengan ketentuan 

yang bcr!aku; 

I. Menyusun usul penetapan lokasi pembangunan dan rehabilitasi gedung 

SMP,SMA dan SMK; 

m. Mengkoordinusikan pelak:sanaan pengadaan dan pendistribusian sarana 

pcndidikatt s.ena penempatan dan pemindahan guru SMP,SMA dan SMK 

dan tenaga kependidikan lainnya; 

n. Memnntau pelaksanaan kurikulum, pemcrntaan guru serta pendayagunaan 

sarana/prasarana SMP ,SMA dan SMK; 

o. Mcnyusun pemetaan kebutuha.n sarana dan prasarana pendidikan 

SMP,SMA dan SMK; 
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p. Mengevaluasi pelaksanaan kurikulum, pemerataan guru SMP,SMA dan 

SMK SMP,SMA dan SMK dan tenaga kependidikan lainnya serta 

pendayagunaan sarana/prasarana SMP.SMA dan SMK; 

q. Menyusun dan melaksanakan MKKS dan MKPS SMP,SMA dan SMK; 

r. Memberikan pelayanan teknis dibidang pendidikan SMP,SMA dan SMK; 

s. Menyusun laporan Bidang sesuai dengan basil yang tclah dicapai sebagai 

pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; 

t. Memberikan saran-saran dan pertimhangan-pertimbangan kepada kepala 

dinas tcntang langkah-!angkah dan tjndakan-tindakan yang perlu diambH 

dalam bidang tugasnya; dan 

u. Melaksanakan tugas lain yang diberikan olch atasan. 

Untuk Bidang Pendidikan Luar Sekolah mempunyai tugas sbb. : 

a. Menyusun rencana program kerja bidang scbaga! pedoman pelaksanaan 

tugas; 

b .. Membagi tugas kepala kepa!a seksi sesuai dengan bidangnya; 

c. Memberi pctunjuk kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas; 

d. Mengkoordinasi kepaJa seksi dalam melaksanakan tugas agar lerjaltn 

kerjasama yang baik; 

e. Menyelia pelaksanaan tugas kepala seksi agar hasil yang dlcapai sesuai 

dengan sasaran yang telah ditetapkan; 

f. Meni!ai prestasi kcpala seksi di Hngkungan Bidang Pendidikan Non 

Formal dan Pramulca sebagai bahan pcrtimbanangan dan pengembangan 

karir; 

g. Menclaah peraturan perundang-undangan di bidang Pendidikan Non 

Fonnal dan Pramuka; 

h. Menyusun saran a!tematifdibidang Pendidikan Non Formal dan Pramuka; 

L !\tienyusun dan melaksanakan rencana kegiatan serta pembinaan dan 

peogembangan Pendidikan Non Formal dan Pramuka berdasarkan data 

dan informasi; 

J. Menyusun pctunjuk teknis penyelenggaraan kegiatan Pendidikan Non 

Formal dan Pramuka sesuai dengan ketentuan yang berlaku: 
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k. Menyusun dan melaksanakan rencana kebutuhan dan pengadaan tenaga 

teknis dan sarana Pendidikan Non Fonnal dan Pramuka bcrdasarkan usul 

unit kerja terkaltj 

I. Menyusun pcnetapan pemberian 1zm penyelenggaraan Program 

Pendidikan Non Formal dan Pramuka sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku; 

m, Memantau pelaksanaan kegiatan Pendidikan Non Formal dan Pramuka 

sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 

n. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Pendidikan Non Formal dan Pramuka; 

o. Mclaksanakan kerjasama dengan instansi pemerintah dan organisasi yang 

melaksanakan kcgiatan Pendidikan Non Formal dan Pramuka; 

p. Merekomendasikan usul pemberian bantuan kepada kelompok belajar, 

masyarakat dan organisasi yang melaksanakan kegiatan Pendidikan Non 

Formal dan Pramuka; 

q, Memherikan layanan teknis dibidang Pendidikan Non Formal dan 

Pramuka; 

r. Memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala dinas tentang 

langkah-Iangkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil; 

s. Menyusun laporan Bidang sesuai dengan hasil yang telah dicapai sebagai 

pertanggung)awaban pelaksanaan tugas; 

L Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan. 

3.2.2 Visi dan Misi 

Dalam menjalankan tugas di bidang pendidikan. Dinas Pendidikan 

Nnsiona[ Kabupatcn Mus! Banyuasin bekerja dengan bcrorientas! kcdcpan yang 

disusun dalam Visi dan misi yang selalu ditanarnkan pada seluruh jajaran Dinas 

Pendidikan agar dijadikan pedomanlacuan dalam pclaksanaan tugas schari-hari. 

Visi Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Musi Banyuasin merujuk salah satu 

rn1s1 Kabupaten Musi Banyuasin yaitu "Meningkatkan kualitas Sumber Daya 

Manusia, masyarakat dan aparatur; yang kemudian dirumuskan menjadi Visi 

Oim1s Pendidikan Nasional Kabupaten Musi Banyuasin yaitu "Pendidikan Musi 

Banyuasin Unggul dalarn Iptek, Teladan Dalam Imtak, dan Terdepan dalam 

Praktik 2012". Dari rumusan Visi Dinas Pendidikan NasiQnal tcrscbut sclanjutnya 
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dapat dirumuskan sejumlah ruts! yang akan ditempuh oleh Dinas pendidlkan 

Naslonal guna mewujudkan visi dimaksud. Adapun Misi Dinas Pendidikan 

Nasional Kabupaten Musi Banyuasin ada!ah: 

i. Menuntaskan wajib belajar 9 tahun sekaligus mendorong realisasi wajib 

belajar 12 tahun; 

2. Mewujudkan sekolah kompetiUf di tingkat nasional maupun global; 

3. Meningkatkan profcsionalisme dan etos kerja pendidik dan tenaga 

kependidikan; 

4. Mengawal nilai-oilai lubur budaya bangsa melalui sckolah; 

5. Mendorong peran serta rnasyarakat dan swasta dalarn penyelenggaraan 

pendidikan unggul, teladan, dan terdepan; 

6. Mewujudkan administrasi yang trnnsparan dan akuntabeL 

Dapat dipahami bahwa visi dan misi Dinas Pendidikan Naslonal lersebut 

masih merupakan normatif, masih abstrnk. Untuk mewujudkan misi tersebut 

dalam implemetasinya perlu diterjemahkan lagi dalam bentuk operasional yang 

rnerupakan stratcgi yang akan dijalankan, dan kemudian dijabarkan dalam bentuk 

program~ program kcrja sebagai upaya kongkrit dalam rangka mencapai tujuan visi 

dan misi tersebut agar sasaran dan tujuan dapat dicapai secara menyeluruh. 

Program~progra.m kerja Dinas Pendidikan Nasional Kahupaten termuat Dalam 

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pendidikan Naslonal Kabupaten Musi 

Banyuasin 2007 mehputi: 

I. Kebijakan dan program, yaitu: 

a. Menuntaskan aksesibilitas dan inklusivitas pendidibm; 

b. Mewujudkan pusat perubahan pendidikan disetiap kecamatan maupun 

kabupatcn; 

c. Mendorong sikap kompctitif pendidik dan tcnaga kependidikan; 

d. Mewujudkan ketangguhan budaya melalui sekolah; 

e. Pcnlngkatan peran orang tua dan swasta guna mewujudkan keunggulan, 

keteladanan dan keterdepanan sekoiah; 

f. Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas; 

g. Kampanye wajar 12 tahun di Musi Banyuasin 
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2. Lungkah-langkah yang dilakukan, yaitu : 

a. Maksimalisasi: publikasi, motivasi dan realisasi wajar 12 tahun; 

b. Realisasi sekolah bertaraf intemasional, sckolah standar nasional, dan 

sekolah contoh sebagai pemicu percepatan mewujudkan keunggu[an, 

keteladanan dan keterdepanan; 

c. Memperkuatlmemperluas jaringan dan kerjasama baik dengan 

badan/lembaga nasional rnaupun intemaslonal; 

d. Memberikan kesernpatan luas bagi orang tua dan swasta ilcut mempercepat 

realisasi pendidikan unggul, teladan dan terdepan; 

e. Maksimalisasi sistem manajemen mutu ISO 900 l :2000 scbagai upaya 

mewujudkan transparansi dan akntabilitas pelayanan. 

3.2.3 Sumber Daya Aparatur 

Sumber daya aparatur sangat diperiukan dalam suatu organisasi baik 

dalam jumlah maupun dalam kualitas yang merupakan kekuatan yang potensial 

untuk menjalankan tugas kedinasan sehari~ ha.ri. Oieh karena itu sumberdaya 

aparatur menjadi perhatiau dalam menejemen setiap organisasi, hal im 

dimaksudkan agar pelaksanaan tugas mencapai tujuan yang harus dicapai. 

Dalam kaitan itu sumber daya aparatur pada Dinas Pendidikan Nasiona[ 

Kahupaten Musl Banyuasin berdasarkan data pada tahun 2007 sebanyak 49 orang 

PNS yang terdiri dari golongan fV 3 orang, golongan IIi 28 orang. 16 orang 

golongan II dan 1 orang golongan 1 dan Pegawai Honor 10 orang. 

Tabel3.8 
Kualifikasi Pendidikan Pegawai pada Dinas Pendidikan Nasional 

Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2007 

No. Pendidikan Jumlah (Orang) 

L Strata 2 ' 4 ' I ........ 
2. Strata i !5 

-
3. Sarjana Muda l 

4. 'SLTA 25 
··~·· 

5. SLTP 2 
6. SD 2 

- _____ .. .. 
Jumlah 49 

Sumber: Dinas Pendidlkau Nasionnl Kab. Must B•myuasi1t 
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Dilihat dari kualifikasi pendidikan, sumbcrdaya manusia di Dinas 

Pendidikan Nasiona! sudah menunjukan kualifikasi yang baik dengan dernjat S2 

bcrJum!ab 4 orang dan sarjana sebanyak l5 orang atau secara keseluruhan dari 

jumlah 49 orang 20 orang diantaranya menyandang gelar sarjana. Demikian juga 

dilihut dari segi pengalaman kerja, sebanyak 29 orang PNS yang mempunyai 

pengalaman di atas [ 0 tahun1 hal ini menunjukkan !ebih dari 50% PNS di Dinas 

Pendidikan sudah dapat dikategorikan profesional dibidangnya. 

Tabel3.9 
Kualifikasi Masa Kerja Pegawai pada Dinas Pendidikan Nasional 

Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2007 
~-~--- ···--- ------------~ .... 

No. Go!. 
MasaKerja 

0-4 5-9 10-14 15-19 20+ 
]. 

' IV . - - -
2. I Ill 2 3 8 10 6 

·-·-· 
3. II 2 2 I 6 s 
4. I I - - - -

Jumlah 5 5 9 16 14 ------· 
Sumbcr: Dinus Pendidikan Nasional Kab. Musi Banyuasiu 

Sumber daya aparatur yang terdapat dalam setiap organisasi akan 

mempengaruhi kinerja suatu orgarUsasL Pegawai yang banyak bukanlah jaminan 

yang merupakan faktor penentu dalam kelancaran dan mutu kerja tanpa dukungan 

kualitas, sebaliknya pcgawai yang berkuatitas scdikit bila dibandingkan dengan 

beban kerja yang banyak juga bukan jaminan kinerja akan cfektif dan efisien. 

Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan rnanejemen yang baik dalam 

mengelola sumber daya aparatur sesuai dengan kondisi yang ada. 

3.3 Kebijakan Sekolah Gratis di Kabupaten Mnsi Banyuasin 

3.3.1 Kebijakan Pembebasan Biaya Sckolah 

Mempernleh penrlidikan yang layak mcrupakan hak masyarakat Indonesia, 

hal ini sebagalmana dalam amanat UUD 1945 pasal 28 B ayat (l) bahwa setiap 

orang berhak mengembangkan diri mclalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, 

berhak mcndapatkan pendidikan dan mendapatkan manfaat dari ilmu pengetahuan 

dan tcknologi, seni dan budaya demi mcningkatkan kualitas hidupnya deml 
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kesejahteraan umat manusia dan pasal 31 ayat 1 rncngamanatkan bahwa setiap 

warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Dan pembangunan pendidikan1 

pada hakikatnya merupakan proses pembangunan masyarnkal ekonomi. 

Mcningkatnya pembangunan pendidikan akan meningkatkan proses pembangunan 

masyarakat ekonomi dan mernantapkan !angkah kita dalam memasuki tahap 

industrialisasi sehingga t[ngkat kesejahteraan masyarakat akan meningkat lebih 

tinggL Oleh karena itu pembangunan pendidikan harus mampu menjamin 

pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan rnutu serta relevansi dan 

efisiensi manajernen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan 

tuntutan perubahan kehidupan [okal, nasional dan global. 

Kebijakan sekolah gratis di Kabupaten Musi Banyuasin ini, merupakan 

sebuah kebijakan Bupati Musi Banyuasin dengan tujuan sebagai berikut : 

L lngin meningkatkan Angk-a Partisipasi Kasar (APK) balk tingkat SD, 

tingkat SLTP maupun tingkat SLTA; 

2" Mengurangi beban masyarakat dalam upaya menyekolahkan anaknya 

pada jenjang sekolah tertentu; 

3. Diharapkan semua anak usia sekolah yang ada di Kahupaten Musi 

Banyuasin, bisa sekolah sesuai dengan jenjang sekolah tertentu, 

sehingga pada akhirnya bisa mempercepat pcrwujudan kesejahteraan 

masyarakat 

Kebljakan 1ni bcrupa pembebasan biaya pendidikan 12 tal'nm yaitu dari 

tingkat SD sampai dengan SMA di se[uruh wilayah Kabupaten Musi Banyuasin. 

Kebijakan pcmbebasan biaya pendidikan dilaksanakan oleh pemerintah 

dan seluruh stakeholders mulai talmn 2003 dan berlangsung sampai sekarang 

dengan mengalokasikan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ke 

Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Musi Banyuasin sebagai pelaksana 

program. Besamya alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 

Musi Banyuasin tersebut dapat dilihat pada bab sebelumnya pada tabel l.l. 

Target dari kebijakan pendidikan gratis 12 tahun ini, diharapkan pada tahun 2007 

tidak ada lagi anak usia sekolah SD sampai SMA yang tidak bersckolah. 
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Berdas:arkan keterangan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Musi 

Banyuasin, untuk kehijakan bebas biaya pendidikan 12 tahun atau dari tiogkat SD 

hingga SMA, baik negeri maupun swasta dt se!uruh wilayah Kabupaten Musl 

Banyuasin, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin rnelaksanakannya secara 

bertahap, yaitu : 

[. Pada tahap awal {2003), Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin menerapkan 

pembebasan biaya pendidikan untuk siswa SD sampai dengan SMA di 

sekolah negerL 

2. Tahap kedua (2004-2005), bebas biaya pendidikan diberikan pula pada 

Sekolah Diniyah hingga Aliyah Negeri. 

3. Tahap ketiga (2006), kebijakan bebas biaya pendidikan berlaku untuk semua 

sekolah tingkat dasar hingga lanjutan atas, baik negeri rnaupun swasta, 

3.3.2 Bentuk Bantuan Dan Distribusi Bantuan 

Kebijakan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin da!am rangka 

mendukung pen ingkatan sumber day a man usia di daemh dengan membebaskan 

biaya BP-3 bagi murid sckolah-sekolah negeri dan swasta mufai dari TK, SD 

sampai SLTA, sebagai konsekwensinya Pemerintab Kabupaten memberikan 

bantuan ke sekotah negeri dan swasta sebagai substitusi BP-3 yang dibayar oteh 

murid. Sebagai pengganti BP-3, bantuan terscbut diberikan dalam bentuk uang 

yang besamya sama dengan jumlah rupiah yang dibayar oleh murid ketika masih 

berlaku pungutan BP-3, akan tetapi setiap tahun dilakukan review berdasarkan 

tingkat kenaikan kebutuhan. Selain itu juga bantuan diberikan daiam bcntuk biaya 

rutin untuk sekolah negcri yang ada di bawab Pemerintab Daerah Kabupaten Musi 

Banyuasin, 

l> Dana Subsidi Penggaoti BP3 

Bcrdasarkan Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor 439 

Tahun 2008 tanggal 28 Maret 2008 Tentang Penetapan Sckolah

Sekolah Pencrima Dana Substdi Pengganti BP3 (TKJRA, 

SD/SDLBIMI, SMP/MTs, SMAIMA dan SMK Negori dan Swasta 

dalam Kabupaten Musi Banyuasin) bahwa setiap siswa sekolah negeri 

dan swasta mendapalkan subsidi scbesar: 
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a. TKIRA : Rp. I 0.000/siswalbln 

b. SDIMIISDLB Rp. 17.500/siswalbln 

c. SMPIMTS Rp. 20.000/siswalbln 

d. SMNMA Rp. 77.500/siswalbln 

e. SMK Rp. 82.500/siswaibln 

Peruntukan dana pengganti BP3: 

a. 65 % untuk Kesejahteraan Guru 

b. 25 % untuk kegiatan Belajar Mengajar 

c. 10% untuk Kegiatan OS!S dan Bkstra Kurikuler. 

)> Bantuan Rutin 

Bantuan biaya rutin bagi sekolah 

a. SD = Rp. 200.000 /bin 

b. SMP = Rp. 6.450.000 lbln 

c. SMA = Rp. !3.000.000 /bin 

d. SMK = Rp. 19.950.000 /bin 

Dalam irnplementasi kebijakan Pendidikan gratis di Kabupaten Musl 

Banyuasin yang sedang berjaian, pembertan bantu an tersebut dilaksanakan dengan 

memberikan langsung ke target group yakni sekolab. Dalam penga!okasian 

banluan disesuaikan dengan kebutuhan untuk setiap tingk:atan jenjang pendidikan, 

lingkat pendidikan dasar, tingkat pendidikan menengah pcrtarna dan untuk tingkat 

pendidikan mcnengah atas. 

3.4 Profil Sekolah 

3.4.1 Sekolah Menengah Atas Ncgeri 2 Sekayu 

Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Sekayu didirikan pada tahun 1997 

dengan status sckolah yang menjalankan program secara reguler. Namun pada 

tahun 1999, berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Smnatera Selman Nomor 

42016871/Vlli 1999 tentang l'endirian SMA Un!!J,'lllan Sumatera Selatan, SMA 

Negerl 2 Sekayu terpilih menjadi salah satu SMA yang berstatus unggul rli 

Kabupaten Musi Banyuasin. Selanjutnya pada tahun 2006, semua yang diawali 

dengan sebuah ide, kcmudian sebuah kebijakan, dan diteruskan dengan action, 

tindakan membuat kebijakan pendidilam dt Musi Banyuasin yang Jcbih baik dan 
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jadi yang tcrbaik, karena pendidikan merupakan investasi masa depan, maka sejak 

talnm 2006 tersebut status SMA Negeri 2 Sekayu meningkat menjadi saiah sat11 

Rintisan Sckolah Bertaraf Intemasional (RSB() yang ada di Indonesia. Hal ini 

diperk\mt dengan Surat Kcputusan Dircktur Pembinaan Sckolah Menengah Atas 

Dirjen Dikdasmen Depdiknas Nomor 802.a/C 4/MN/2006 tentang Penelapan 

SMA Penerima Subsidi rintisan Program Sekolah Nasional Bertarafinternasional. 

Dengan sebuab komitmen yang besar terhadap perkembangan dunia 

pendidikan di Indonesia, khususnya di Kabupaten Musi Banyuasin, SMA Negeri 2 

Sekayu hadir dengan sebuah visi yang berbunyi "Generasi Terdepan yang Cerdas 

dan Kompetitif', ada pun indikator dari visi tersebut adalah terdepan da.lam: 

I. Mordlilas; 

2. Kcmandirian; 

3. Bertoleransi dcngan berpegang pada kejujuran; 

4. Disiplin, Komitmen dan Tanggung Jawab (DKT); 

5. Berwawasan E-SETS (Etics-Science, Environmelll. Technology. Society) dan 

Global; 

6. IPCOO-Analisis (Input, Process, Comexts, Output, Outcame); 

7. Olab Scni dan Olah Jasmani~ dan 

8. Mewujudkan Sekolah Bertaraf lntemasionai (SBl). 

Selanjutnya SMA Negeri 2 Sekayu merumuskan suatu mis1 guna 

rncwujudkan visi yang telah diromuskan sebelumnya. Adapun misi SMA Negeri 2 

Sekayu ada lab sebagai berikut : 

1. Menerapkan manajemcn moralitas sebagai standar untuk menetapkan suatu 

tindakan atau keputusan yang berdasarkan nilai-nilai baik atau tidak baik, 

benar atau 1idak benar, adil atau tidak adil; 

2. Mengembangkan kemandir!an dalam bertindak schingga dapal menun1buhkan 

jiwa pcmikir kritis, Kreatif. Produkrif) Inovatif, Kolaboratif dan komunikatif; 

3. Menumbuhkembangkan rasa pen;aya diri untuk bertoleransi dengan bcrpegang 

pad a kejuj uran; 

4. Menjunjung tinggi Disiplin, Komitment, dan tanggung juwab dalam segala 

kegialan dengan mcnjadikan tcnaga pendidikan dan pengelola satuan 

pendidikan sebagai panutan; 
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5. Membangun kemauan dan kemampuan untuk menguasai dan rnengeJola 

E-SETS (Ethics, Science. Bllvironmeut, Technology, Society) guna memenangi 

pcrsaingan era globalisasl; 

6. Mengoptimalkan manajemen IPCOO AnaHsis untuk menjadi terdepan; 

7. Memfasilitasi dan memotivasi peserta didik unutk olah seni dan olah jasmanl 

guna mengoptimalkan perkembangan otak kiri dan kanan; 

8. Menerapkan manajemen sekolah secara Demokratis, Transparan, Akuntabel, 

Non-diskriminasi untuk mewujudkan Sekolah Bertaraf Internasional. 

SMA Negeri 2 Sekayu menggunakan sistem moving class yang tersistem 

dengan baik dan telap berpegang teguh pada kurikulum nasional yaitu Kurikulum 

Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) serta mengadaptasi kurikulum dari 

lntemationaJ General Certificate of Secondary Education (IGCSE) dan kutikulum 

Intemational Baccalaureate (JB). Adaptasi tersebut diterapkan pada pelajaran 

Matematika, Fisika, Kimia, Biologi, Bahasa Inggris, TIKJICT, dan Ekonomi. Mata 

pelajaran tcrsebut juga diintcgrasikan ke daJam Ethics-Science, Environment, 

Technology, and Society (E-SETS), sehingga materi-materi dari setiap mata 

pelajaran dapat secara langsung dikailkan dengan berbagai aspek kehidupan yang 

mcncakup etika, ilmu pengetahuan, lingkungan, teknologi dan hubungan sosiaL 

Berdasarkan data dari SMA Negeri 2 Sekayu, jumlah siswa seluruhnya 

berjum[ah 347 orang, yang tcrdiri dari 117 orang siswa ke1as X, 113 orang siswa 

kelas XI dan 117 orang siswa kelas XII. Sedangkan untuk tingkat pendidikan, 

jumlah dan status guru dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel3.10 
Tingkat Pendidikan, Jumlah dan Status Guru pada SMA Negeri 2 Sekayu 

Jumlah dan Status Guru 
··~~-·-

Guru I No. Tingkat Pcndidikan 
Guru 

Jomlah ' 
TetapiPNS Honor/GPS ' I . 
L p L p 

[. S3/S2 I I - - 2 
2. SI 5 9 9 13 36 

-------- . . 
3. D4 ' i 

. . i - - - - - . 
' ,--·---- -·-·· 

4. D3/Sarmud I . - - - -' I ....... 
Jumlah Total (Orang) 38 

-----~~ .... - ........ _ 
Sumbcr: Dokumcnlmd SMA Negeri 2 Sekayu 
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Dari data yang terlihat pada tabel menunjukkan bahwa sekolah ini 

memilik1 dua orang guru dengan tingkat pendidikan Strata Dua (S2), dan 36 orang 

guru dengan tingkat pendidikan Strata Satu (S 1 ). Sedangkan untuk status 

kcpegawaian ada 16 orang guru tetap (PNS) dan 22 orang guru berstatus GPS 

(Guru Pembantuan Sementara) yaitu tenaga guru yang diangkat dengan status 

kon trak kerja baik yang diangkat oJeh Pemerintah Pus at aiaupun diangkat oleh 

Pemerintah Daerah. 

3.4.2 Sekolah Mengah Alas Rahmaniyah Sekayu 

SMA Rahmaniyah Sekayu berdiri pada tangal18 Juli 2003, denganjumlah 

murid tahun pertama 280 orang dan sekarang betjumlab 400 orang. Sebagai salah 

satu sckolah swasta, SMA Rahmaniyah Sekayu inl didirikan oleh sebuah yayasan 

yang bernama Yayasan Rahmany Sekayu. Yayasan Rahmany Sekayu adalah 

Jembaga penyelengara pendidikan,Yayasan Rahmany didirikan di Sekayu pada 

tanggal lO Mei 1999 dcngan Akte Notaris Zainuddin, SH Nomor 3 Tahun 

1999,atas prakarsa Drs. H.M. Yusuf Harun beserta staf/rekan kerja Yayasan 

Rahmany,dan badan pclaksana harian yayasan yang ditetapkan berdasarkan SK 

Yayasan Rahmany Sekayu Nomor 07/YRS/V/!999 tanggal 10 Mei 1999. Maksud 

dan tujuan didirikanya Y:ayasan Rahmany ini antara lain untuk turul serta secara 

aktif membantu pemerintah daJam melaksankan program pembangunan nasional 

dalam rangka mewujudkan cita-cita nasional dan turut serta membantu pemerintah 

dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa. 

Upaya SMA Rabmaniyah Sekayu dalam pcningkatan kualitas belajar 

mengajar untuk mencapai prestasi pcserta didik dirumuskan dalam suatu visi dan 

misi sekolah terschut. Adapun visi dari SMA Rahmaniyah Sekayu adalah 

"Berprestasi dalam Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, berdasarkan Iman dan 

Taqwa", Sebagai langkah untuk mewujudkan visi tersebut~ SMA Rahmaniyah 

Sckayu merumuskan suatu misi, yaitu : 

l. Melaksanakau pembclajaran sccara efektif; 

2. Mcnyiapkan tcnaga yang terampildan profcsiona.l; 

3. Menumbuhkembangkan potensi diri siswa secara optimal; 

4. Membudayakan nuansa islami di !ingkungan sekolah; dan 

5. Bcrwawasan Wiyatamandala. 
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Bcrdasarkan data dari SMA Rahmaniyah Sekayu, jumlah siswa, seperti 

yang telah disebutkan sebelumnya bahwa jumlah seluruh siswa saat ini berjumlah 

400 orang, terdiri dari 148 orang siswa kelas X, !56 orang siswa kelas XI, dan 96 

orang siswa kelas XII. Sedangkan untuk data mengenai tingkat pendidikan, 

jumlah dan status guru yang ada pada SMA Rahmaniyah Sekayu dapat dilihat 

pada tabel berikut : 

No. 

I. 
2. 
3. 
4. 

Tabel3.11 
Tingkat Pendidikan, Jumlah dan Status Guru pada 

SMA Rahmaniyah Sekayu 

Jumlah dan Status Guru 

Tingkat Pendidikan 
Guru Guru 

Teta /PNS Honor/GPS 
L p L p 

S3/S2 - - - -
Sl - - 12 18 
D4 - - - -
03/Sarmud - - I -

Jumlah Total (Orang) 

Sumbcr: Dokumentasi SMA Rahmani yah Sekayu 

Jumlah 

-
30 
-
I 

31 

Dari data pada tabel terlihat bahwa tingkat pendidikan yang dimiliki oleh 

guru pada sekolah ini yaitu dari 31 orang jumlah scluruh guru, hampir semuanya 

mempunyai tingkat pendidikan Strata Satu (Sl) sedangkan satu orang guru lainnya 

mcmpunyai tingkat pendidikan Diploma Tiga (D3). Namun pada sekolah ini tidak 

ada guru yang berstalus PNS (Pegawai Negeri Sipil), semuanya berslalus GPS 

(guru Pembantuan Sementara). 
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BAB4 

HASIL PENELITIAN 

4.1 Implementasi Kebijakan Sekolah Gratis di Kabupaten Musi Banyuasin 

Implemcntasi mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang 

telah ditelapkan dalam suatu keputusan, tindakan in! berusaha untuk mengubah 

keputusan-keputusan tersebut menjadi pola-pola operasiona1 serta berusaha 

mcncapai perubahan-perubahan besar atau kecil sebagaimana yang telah 

diputuskan sebelumnya. Implementasi pada hakikatnya juga upaya pemahaman 

apa yang seharusnya terjadi setelah sebuah kebijakan dilaksanakan. lmptementasi 

kebijakan sekolah gratis di Kabupaten Musi Banyuasin bertujuan: (I) lngin 

meningkatkan Angka Partisipasi Kasar (APK) baik tingkat SD, tingkat SLTP 

maupun tingkat SLTA; {2) Mengurangi beban masyarakat dalam upaya 

menyekolahkan anaknya pada jenjang sekolah tertentu; (3) Diharapkan semua 

anak usia sekolah yang ada di Kabupaten Musi Banyunsin, bisa sckolah sesuai 

dengan jenjang sekolah tertentu, sebingga pada akhimya bisa mempercepat 

perv.'ujudan kesejahteraan masyarakat. Dari data-data don kelerangan dari 

berbagai pihak, bahwa proses imp!ementasi kebijakan sekolah gratis yang 

diiaksanakan sejak tahun 2003 sampai dengan sekarang secara kuantltatif tujuan 

dari kebijakan ini menunjukkan ke arab keberhasilan, ter!ihat dengan 

mcnlngkatnya Angka Partisjpasi Kasar (APK) siswa dari SD, SLTP sampa1 

SL T A, mcnurunnya angk.a buta aksara yang pada tahun 2007 mcncapai angka 0 

jiwa. Berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik untuk mengetalmi proses 

implementasi dari kcbijakan sekolab gratis ini. Menurut Jones (Bab 2, b.32) ada 

tiga aktifitas ya"ng signifikan dalam proses implcmentasi suatu kcbijakan, yaitu : 

organisasi, interpretasi, dan penerapan. Mengacu pada pendapat Jones tcrsebut, 

maka dalam pcnelitian ini pcnuhs mcnggnnakan dlmensi organisasi, interpretasi 

dan aplikasi yang akan digunakan untuk menilai implementasi kebijakan sekolah 

gratis. 
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4.1.1 Organisasi Pelaksana Kebijakan Sekolah Gratis 

Salah satu aktifitas yang signifikan dalam proses implementasi seperti 

yang dikemukakan oleh Jones adalah Organisasi. Lebih lanjut Soenarko 

(Bab 2, lt.33} rnenterjemahkannya ke dalam konsep teoritis~ yaitu organisasi 

dalam pelaksanaan kebijakan dimaksudkan sebagai pembentukan badan.badan 

atau unit-unit beserta metode-metode yang diperlukan untuk menyelenggarakan 

rangkaian kegiatali guna mencapai tujuan yang terkandung dalam kebijakan itu. 

Berdasarkan hasH penelitian di lapangan bahwa organisasi yang 

rnelaksanakan proses penyelenggaraan kebijakan sekolah gratis ini adalah Dinas 

Pendidikan NasionaJ Kabupaten Musi Banyuasin. Hal ini dipertegas dalam 

wawancara dengan Sekretaris Daerah Kabupaten Musi Banyuasin, beliau 

menyatakan bahwa : 

''Kebijakan sekolah gratis ini adalah merupakan kebijakan 
Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin, yang dalam 
pelaksanaannya diserahkan kepada Dinas Pendidikan Nasional 
Kabupate!l Musi Banyuasin sebagai unsur pelaksana yang 
bertanggung jawab dalam pelaksanaan penyelenggaraan 
kebijakan di bidaug pendidikan" (YN, Pemerintah Kabupateo 
Musi Banyuasin, 17 April 2009). 

Melalui studi dolrumentasi bahwa struktur organisasi Dinas Pendidikan 

Nasional Kabupaten Musi Banyuasin dibentuk berdasarkan pada Peraturan 

Perneri1Hah Nomor 41 Talmn 2007 tentang Perangkat Daerah yang diilndaklanjuti 

dengan Peraturan Dacrah Nomor 5 Tabun 2008 tentang Pembentukan Organisasi 

dan Tata Kcrja Dinas Daerah Kabupaten Musi Banyuasin. Kcbcradaan institusi 

Dinas Pendidikan Nasional melalui tugas pokok dan fungsinya rnemiliki peran 

dan tanggung ja\vab yang besar untuk keberhasilan proses pemhangunan sumber 

daya manusia di Kabupaten Musi Banyuasin. 

Da{am wawancara dengan Sekretaris Dinas Pendidikan Nasional 

Kabupaten Musi Banyuasin mengenai Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten 

Musi Ba11yuasin sebagai unit organisasi penyelenggara kebijakan sekolah gratis 

ini, bcliau menyatakan : 

"Pemeritrtah Kabupalen Musi Banyuasin memberikcm tanggung 
jawab kepada Dinas Pendidikan Nasional Kabupalen 1\tfusi 
Banyuasin sebagaf organisasi pelaksana kebijakan sekolah gratis. 
Dalam kaitan dengan hal tersebut, di dalam organisasi Dinas 
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Pendidikcm ini, kami memberikan. tanggung jawab kepada Sub 
Bagian Perencanaan dan Sistem lnformasi sebagai pengelola 
kegiatan dalam melaksanakau kebijakan pendidikan gratis ini. Sub 
Bagiau Perencanaan dan Sisten1 !nformasi ini sendiri dalam 
stmktur organisasi Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Musi 
Banyuasin berada di bawalt Bagian Sekretariat '' (MA, Pemerintab 
Kabupatcn Musi Banyuasin, 13 April 2009)" 
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Selanjutnya dalarn wawancara dengan Kepala Sub Bagian Perencanaan 

dan Sistem Infonnasi Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Musi Banyuasin, 

beiiau membenarkan apa yang telah dinyatakan olch atasan langsungnya tcrsebut. 

"Dalam pelaksanaan kebijakan sekolah gratis iui tidak ada unit
unit tertentu yang dibentuk, Dinas Pendidikan Nasional 
Kabupaten Musi Banyuasin menyeraltkan tang_fjUng jawab 
pengelolaan kegiatan kepada Sub Bagian Perencanaan dan Sislem 
Informasi" (FI, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin, t3 April 
2009). 

Seperti yang telalt diuraikan pada bab sebclumnya berdasarkan studi 

dokumentasi dalam profil Dinas Pcndidikan Nasional Kabupaten Musi Banyuasin 

bahwa dalam urusan kese-kretariatan tcrdapat Bagian Sekrctariat yang tugas dan 

fungsinya dibagi dalam 3 (tiga) Sub Bagian, yaitu : Sub Bagian Umum, 

PerJengkapan dan Kepegawaian; Sub Bagian Perencanaan dan Sistem Tnformasi; 

dan Sub Bagian Keuangan. Berdasarkan pada tugas pokok dan fungsi yang diatur 

dalam Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 5 Tahun 2008, Sub Bagian 

Percncanaan dan Sistem Informasi mempunyai tugas : (a) Menyusun rencana dan 

program kerja Sub Bagian sebagai Pedoman pelaksanaan tugas, (b) Membagi 

tugas kepada bav.rahan sesuai dengan bidang tugas, (c) Member! petunjuk kepada 

bawahon untuk kelancaran tugas, (d) Menghimpun rencana kegiatan Seksi!Subag, 

Sekretariat, Bidang, UPTD sebagai bahan masukan menyusun rcncana kegiatan 

dan angggaran di Dinas Diknns, (e) Mengkoordinasikan rencana kegiatan SKPD 

ke Dinas/lnstansi, Badan sesuai dengan peraturan yang berlaku, (f) Mcmbuat, 

mengelola data, sistem menyebaran informasi, (g) Menyusun laporan Sub Bagian 

sesuai dengan hasi[ yang telah dicapai sebagai pertanggungjawaban pelaksanan 

tugas, dan (h) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. 
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Berkaitan dengan kebijakan sekolah gratis yang bertujuan untuk 

meringankan beban orang tua dalam menyekolahkan anak-anaknya baik di 

sekolah negeri maupun swasta, maka kebijakan tersebut juga dilaksanakan oleh 

pihak sekolah, yang dalam penelitian ini adalah SMA Negeri 2 Sekayu dan SMA 

Rahmaniyah Sekayu. Berdasarkan basil penelitian di lapangan, bahwa dalam 

pelaksanaan kebijakan sekolah gratis pada dua sekolah ini juga tidak dibentuk 

unit-unit baru atau unit-unit khusus untuk melaksanakan kebijakan sekolah gratis 

tersebut. Proses pengelolaan bantuan dari Pemerintah Daerah yaitu berupa dana 

subsidi pengganti BP-3 dan dana rutin dilaksanakan oleh bendahara sekolah yang 

sudah ada. Sedangkan untuk pemberian infonnasi mengenai data jumlah siswa 

kepada pihak Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Musi Banyuasin dilakukan 

oleh tata usaha sekolah. Hal ini tergambar dalam petikan wawancara dengan 

Kepala SMA Negeri 2 Sekayu dan Kepala SMA Rahmani yah Sekayu berikut. 

Dari wawancara dengan Kepala SMA Negeri 2 Sekayu, beliau 

mengatakan : 

"kami sehagai pihak seko/ah yang menerima bantuan kehijakan 
sekolah gratis, dalam hal pengelolaan administrasi bantuan 
tersebut di sekolah, itu menjadi urusan tanggung jawabnya 
bendahara, namun tetap dikoordinasikan dengan kepa/a sekolah. 
dan untuk administrasi umumnya mengenai data jumlah siswa 
dike/ala o/eh tala usaha" (WN, Kepala Sekolah, 15 April2009). 

Pemyataan dari Kepala SMA Rahmaniyahpun tidak jauh berbeda. Berikut 

kutipan wawancaranya : 

"untuk di sekolah kami sebagai sekolah swasta, saya rasa 
mungkin sama ya dengan sekolah-sekolah yang lain. Untuk 
mengelola dana bantuan sekolah gratis tidak ada pembentukan 
unit-unit khusus di sekolah ini. Administrasi pengelolaan dana 
bantu an itu menjadi tanggung jawabnya be11dahara sekolah" 
(HI, Kepala Sekolah, 15 April 2009). 

4.1.2 lnterpretasi dalam Pelaksanaan Kebijakan Sekolah Gratis 

lnterpretasi kebijakan merupakan suatu upaya penafsiran maksud suatu 

kebijakan yang dibuat. Dalam teori Jones tentang proses implementasi kebijakan, 

interpretasi merupakan salah satu aktifitas signifikan yang harus dilakukan demi 

keberhasilan suatu proses implementasi kebijakan. Interpretasi dalam pelaksanaan 

kcbijakan di sini adalah berusaha untuk mengerti apa yang dimaksud oleh 
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pembentuk kcbijakan dan mengetahui bctul apa dan bagaimana tujuan akhir 

(goal) ltu hams diwujudkan, harus direalisir. Program pelaksanaan memuat 

rencana yang didukung dengan pendanaan, yang siap untuk diterapkan, harus 

scsuai dengan ide dan keinginan pembentuk kebijakan. 

Dalam kaitannya dengan penelitian ini, interpretasi yang diiakukan adalah 

interpretasi dalam pelaksanaan kebljakan sekolah gratis. Seperti yang te1ah 

disebutkan sebelumnya bahwa tujuan dari kebijakan sekolah gratis adalah 

(I) Ingin meningkatkan Angka Partisipasi Kasar (APK) baik tingkat SD, tingkat 

SLTP maupun tingkat SLTA; (2) Mengurangi beban masyarakat dalam upaya 

menyekolahkan anaknya pada jenjang seko~ah tertentu; (3) Dlharapkan semua 

anak usia sekolah yang ada di Kabupaten Musi Banyuasln. bisa sekolah sesuai 

dengan jenjang sekolah tertentu, sehingga pada akhirnya bisa mempercepat 

penvujudan kesejahteraan masyarakat. Dari tujuan tersebut bentuk bantuan yang 

dHakukan adalah pemberian dana subsidi pengganti BP-3 dan pemberian biaya 

rutin, Berikut wawancara dengan Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Sistem 

Informasi Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Musi Banyuasin : 

"Sepertf yang telah diketahui bahwa kebijakan sekolah gratis di 
Kabupaten Musi Banyuasin berupa pembebasan biaya sekolalt 
negeri dan. swasta dari tingkat SD, SLTP sampai SLTA. Bentuk 
pembebasan biaya sekolah ini adalah berupa pemberian bantuan 
dana subsidi pengganti BP-3 untuk sekolah negeri dan swasta 
serta pemherian bantuan biaya rutin untuk sekolah negeri. Untuk 
sekolah-seko{ah yang mendapatkan da11a subsidi pengganti BP-3 
i11i ditetapkan dengau Keputusan Bupati Nomor 439 Tahun 2008 
tel/tang Penetapan Sekoiah-Sekola!J Penerima Dana Subsidi 
Pengganti BP-3 dari tingkat SD, SLTP dan ::i'LTA negeri dan 
swasta dalam Kabupaten Musi Bauyuasitt" 

Lcbih lanjut beliau mengatakan: 

''Di dalam keputusan Bupati tersebut juga diatttr te11lallg besarnya 
dana yang diierima masing-masing .sekolah sesuai dengan 
tingkaumnya. Selain itu juga diotur le!Hang pedoman penggwwan 
dana subsidl pengganti BP-3 untuk masing-masing seko/ah negeri 
alaupun ~wasta, yaitu : 65% dialolwsika11 untuk kesejallteraan 
guru, 25% tmtuk ATK kegiatan be/ajar meugajar dan 10% umuk 
kegiatan OSJS dan ekstra kurikuler '' 

Kemudian bcliau juga menyampaikan bagaimana interpretasi/penafsiran 

dari Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Musi Banyuasin tcrutama Sub Bagian 
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Perencanaan dan Sistem Informasi sebagai pelaksana kebijakan mengenai isi dan 

maksud dari kebijakan sekolah gratis yang dituangkan ke dalarn Keputusan Bupati 

Nomor 439 Tahun 2008 tersebut : 

"kami menafsirkan 65% yang dialokasikan unluk kesejahteraan 
guru diberikan dalam bentuk insentif yang dise.suaikan dengan 
beba11 tugasnya atau banyaknya jam mengajar. Semakin bauyak 
beban tugas yang diberikan kepala sekolah semakin besar 
persentase yang diterima oleh guru yang bersangkutan, .sedangkan 
25% untuk biaya ATK dalam proses belajar mengajar adalah 
biaya tmtuk memenuhi kebutuhan proses belajar mengajar seperti 
spidol, penggaris dan alal media lainnya yang dapat membanlu 
dalam proses kegiatan be/ajar mengajar tersebut, adapun 10% 
nya lagi, itu dialokasikan untuk berbagai macam kegiatan yang 
dise/enggarakan oleh OSIS ataupun untuk kegiatan ekstra 
kurikuler -:;iswa misalnya kegiatan pramuka dan lain-lain sesuai 
dengan kegiatan masing-masing sekolah. ". 

Sclanjulnya beliau juga memberikan pemyataan bagaimana interpretasi 

mereka mengenai bantuan biaya rutin : 

" Bamuan biaya rutin Wlluk kebutuhan rutin sekolah, 
pembiayuannya tidak termasuk dalam bantuan dana subsidi 
pettgganti BP-3, namun pembiayaannya tersendiri dalam dana 
bautuan operasional yang dialokasi dalam belanja rutin Dinas 
Pendidikan Nasional. Biaya rutin ini hanya diberikan untuk 
sekolah negeri yang ada di bawah Pemerintah Daerah Kabupaten 
Musi Btwyuasin artinya sekolah negeri agama atau seko!ah yang 
di bawah Deparlemen Agama serta sekolah swasta tidak 
mendapatkan bantuan biaya rutin. biaya rutin diperuntukka11 
untuk biaya operasional sekolah, seperti pemeliharaan gedung 
sekolalt, pemakaian listrik, pemakaian air bersih, biaya telpon. 
keperluan alat-alat Julis lata usaha sekolah. serta biaya-biaya 
/ainnya yang bersifat rutin" (FI, Pemerintah Kabupatcn Mus! 
Banyuasin, 13 April 2009}. 

Pihak sckolah yaitu SMA Negeri 2 Sekayu dan SMA Rahmani yah Sekayu, 

berdasarkan hasil wawancara dengan kepala sekolah masing-masing, mcreka 

mcnyatakan pcndapat yang tidak jauh bcrbcda dengan apa yang telah disampaikan 

olch Kcpala Sub Bagian Perencanaan dan Sistem Inforrnasi mengenai intcrprefasi 

mercka dalam pelaksanaan kebijakan sckolah gratis. Berikut hasil wuwancara 

deogan kedua sekolah tersebut : 
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yaitu : 

Kepa!a SMA Negeri 2 Sekayu mengatakan : 

"sesuai drmgan yang telah dilerapkan selama ini, balnva 65% 
umuk kesejalrteraan guru diberikan dalam beJUuk insentif, yang 
besamya sesuai dengan beban tugas dan tauggung jawabnya 
masing~masing. Alokasi 25%, sesuai peruntukkannya yaitu uutuk 
ATK kegiatan be/ajar mengajar yaitu digunak:an umuk pembelian 
alat-alat tulis seperti, spidol, penghapus, penggaris serta media 
mengajar lainnya yang diperlukan dalam proses be/ajar mengajar. 
Kemudian I 0% untuk kegiatan OSIS dan ekstra kurikuler, seperti 
pramuka. paskihra, olahraga basket, band sekolah, dsb ". 

"sedangkan untuk biaya rutin, sesuai dengatt peruntukkannya 
sebagai biaya operasional sekolah yaitu biaya peme!iharaan atau 
perawatan gedung sekolah, pemakaian listrlk, pemakaian air 
bersih. penggunaan telpon dan laiu sebagainya yang bersifat 
rutin" (WN, Kepa!a Seko!ah, 15 April 2009) 
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Kepala SMA Rahmaniyah Sekayu mengungkapkan hal yang senada, 

"Aiokasi 65% uutuk kesejahteraan guru, diberikan dalam beutuk 
uang transport. Seberapa besarnya uang transport yang diberikan 
kepada masing-masin.g guru, disesuaikan dengan beban tugas 
atau banyaknya jam mengajar dari masi'ng-masing guru tersebut. 
Kemudian 25% untuk ATK belajar mengajar, digunakan untuk 
membeli alat-alat iulis atau berbagai media yang digunakan 
dalam kegiatan belajar mengajar, selanJutnya 10% wttuk kegiatan 
OSIS dan ekstra kurikuler siswa, seperti kegiatan pramuka, 
paskibra, vokal grup sekalah, dsb .... Sedangkan untuk biaya 11t1in, 
sekolah kami tidak mendapakan ballluan dari pemerintah" (HL 
Kepa!a Scko!ah, !5 April 2009). 

4.1.3 Penerapan dalam Pelaksanaan Kebijakan Sckolah Gratis 

Kebijakan sekolah gratis mcrupakan bentuk tcrobosan sekaligus percepatan 

yang dilakukan Pemcrintah kabupaten Musi Banyuasio dalam memperluas 

kesempatan memperoleh pendidikan dan memberantas kemlskinan. Berkaitan 

dengan hal itu pencrapan dalan pelaksanaan kcbijakan sekolah gratis dilakukan 

dalam bentuk pcmberian dana subsidi pengganti BP-3 dan bantuan rutin. Hal ini 

tergambar dalam wawancara dengan Sekretaris Daeroh Kabupaten Musi 

Banyuasin berikut : 

''Pemerintah Kahupaten Musi Banyuasin tela/; mengeluarkan 
kebijakan pembebasan biaya sekolah afal< Jebih dikenal dengan 
kebijakan selwlalt gratis. Nah, penerapan kebijakan ini dilakukan 
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dalam bentuk pemberian bantuan subsidi dana penggami BP-3 
untuk sekolah-sekolah negeri dan swasia yang ada di Kabupalen 
Musi Bauyuasin dan bantuan mtin untuk sekolah negeri yang ada 
di bawah Pemerintah Daetah Kabupaten Musi Banyua:;in '' 
(YN1 Pemerintah Kabupate:n Musi Banyuasin, 17 April2009). 
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Berdasarkan data di lapangan, Sub Bagian Perencanaan dan Sistem 

Infomasi yang rnengelola kegiatan kebijakan sekoiah gratis, dimulai dari 

perencanaan usulan kegiatan sampai pada pelaksanaan kegiatan. Hal ini sesuai 

dengan tugas pokok dan fungsi yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati tersebuL 

Dalam wawancata dengan Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Sistcm {nfonnasi 

dikatakan bahwa : 

"Untuk perencanaan usulan kegiatan dalam hal ini mengenai 
kebijakan sekolah gratis, tidak terlepas dengan data-data sekolah 
mengenai jumlah murid pada setiap unit sekolah yang harus 
dijadikan dasar sebagai acuan dalam menentukan berapa bewzr 
jumlah kebutuhan daita yang diperlukan oleh unit sekolah "_ 

Lebih lanjut beliau mengatakan : 

''Data mengenai jumlah siswu yang ada di sekolah-sekolail yang 
ada di Kabupaten Musi Banyuasin sangat diperlukan dalam 
penyusunan kebijakan sekolah gratis karena hal tersebut sangal 
menentukan mengenai berapa jumlah dana yang akan diterimu 
sekalah dalam pelaksanaan kebijakan sekolalt gratis pada tahun 
anggaran berikutnya" (FI, Pemerintah Kabupaten Musi 
Banyuasin, 13 April 2009). 

Berdasarkan hasH penelitian di lapangan diketahui bahwa data-data 

tersebut tidak tetap dan tiap tahun akan sela[u berubah. untuk mengantisipasi 

perubahan data tersebut pihak Dinas Pendidikan Nastonal setiap tahun mengirirn 

edaran kuisioner kepada sekolah-sekolah setiap bulan Juli sampai dcngan 

Agustus. Sctclah semua data kuisioner terkumpul, data dipilah-pilah berdasarkan 

jenjang dan jenis pendidikan. Sebagaimana tergambar dalam petikan wawancarn 

dengan Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Sistem Infomasi Dinas Pend[dikan 

Nasional Kabupaten Musi Banyuasin dikatakan : 

"Pada awalnya dalam melakukan pendataan mengenai berapa 
jumlah siswa dalam setiap unit sekolah, kami mengadakan 
pertemuan dertgan para lrepala sekolah yang ada di Kabupaten 
Musi Bauyuasin, baik i!U sekoiah negeri atau swasta. Hal tW 
dilakukcm guna mendapatkan data yang benar-benar akurat 
tentang berapa jwnlah siswa yang ada pada .mtiap sekolah, di 
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samping flu pertemuan ini juga sebagai bentuk sosialisasi 
meugenai pelaksanaan kebiJakmt sekolah gratis. Selanjutnya pada 
tahun-tahun berikutnya kami hanya mengirimkan edarau kuisioner 
kepada sekola!J-sekolah setiap bulan Juli sawpai dengan Agustus. 
Hal illi dilakukatt uutuk mengetahui perttbahan data jumlah siswa 
setiap tahunny. kemudian setelah semua kuisioner tersebut 
terkumpul, data siswa dipilah~pilah berdasarkanjenjang danjenis 
pendidikan "(FI, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin, 13 April 
2009). 

89 

Dalarn wawancara selaqjutnya. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan 

Sistem Informasi juga menjelaskan langkab Jebih lanjot yang dilakukan oieh 

pihak mereka setelah melakukan pendataan jurnlah siswa sekolah yang ada di 

Kabupaten Musi Banyuasin. Berikut petikan wawancaranya : 

"Langkah se!anjutnya yang kami lakukan adalah menyusun 
nmcana anggaran unit ke1ja untuk kegiatan pada lahun 
berikutnya, dalam hal ini semua Bidang yang melekat pada Dinas 
Pe11didikan Nasional terlibat dalam penyusunan rencana kerja 
yang berada dalam hidang teknis Bidang masing-masing, akan 
tetapi dalam rencana keglatan kebijakan sekolah gratis negeri dan 
swasta dari TK, SD, SLTP dan SLTA di/akukan o/eh Sub Bagian 
Perencanaan dan Sistem Jnfimnasi dan dimasukkan ke dalam satu 
paket meskipun lingkup kegiatannya merupakan lintas je1y'ang 
pendidikan dalam bidang teknis Bidang yang lain. hal ini 
dimaksudkan agar dalam pengadministrasian dalam satu paket 
lebih mudah dan pelak.sanaan pendistribusian bantuan. dalam 
waktu yang sama umuk seliap jenis dan tingkat sekolah '' 
(FI, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin, I 3 April 2009). 

Hal ini ditegaskan kembali oleh Sekretaris Dinas Pcndidlkan Nasional 

Kabupaten Musi Banyuasin sebagairnana tcrangkum dalam pelikan wawancara 

berikut ; 

''Kebijakan sekolalt gratis ini dibuat dalam sam paket yalmi 
benrpa subsidi dana pengganli BP3 untuk semua sekola!J negeri 
dan swasta, Hal in.i dilakukan supaya lebih mempermudah 
peugadministrasiannya karena jenisnya sama dan mempersingkat 
birokrasi juga pendistribusiannya dalam waktu yang sam a" 
(MA, Pcmerintah Kabupalen Musi Banyuasin, I 3 Apri12009} 

Bcrdasarkan hasil penelitian di lapangan setiap instansi di daerah 

kotalkabupaten, dalam mengajukan usul rencana anggaran kegiatan yang berisi 

semua jcois anggaran bclanja dibuat dalam suatu fonnat tertentu yang dinarnakan 

Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD). Melalui 
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studi dokumcntasi dijeJaskan bahwa dalam RKA SKPD ini memuat infbnnasi 

tentang : urusan pemerintahan, organisasi, standar biaya. prestasi kerja yang akan 

dicapai dari program dan kegiatan. Di samping itu dalam RKA SKPD juga 

mencantumkan indikator, tolak ukur kinerja, dan target kinerja dari suatu kegatan. 

Berkaitan dengan usu1an anggaran untuk kegiatan kebljakan sekolah gratis, 

berdasarkan data di 1apangan, indikator, tolak ukur klnerja, dan target klnerja 

dapat dilihat pada tabel berikut : 

Tabel4.1 
lndikator, Tolak Ukur Kinerja dan Target Kinerja 

lndikator Tolak Ukur Kin~rja Target Kinerja 

Capaian Meringankan beban orang tua Meringankan beban orang tua 
siswa (114.871 orang siswa) Program siswa . 

- ------ ----
Dana APBD Kabupaten Musi 

Masukan Banyuasin Rp. 34.380.390.000,-
' 

Keluaran Dana Subsidi Pengganti BP-3 695 Sekolah 

Terpenuhinya bantuan kepada Terpenuhinya bantuan kepada 
Hasil orang tua siswa orang tua siswa 

l 

Sumber: Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Must Sanyuasin 

Dalam petikan wawancara dengan Bendahara Dinas Pendidikan 

Kabupaten Musi Banyuasin, dikatakan bahwa " 

"Penga}uan anggaran setelal! semua jenis kebutLJhan diakomodasi 
dalam RKA SKPD ditondata11gani oleh Kepala Vinas yang 
ditujukau kepada Kepala Bappeda sebagai ketua Tim Anggararo 
Pemerintah Daerah "_ 

Selanjutnya beliau mengatakan : 

"Selaif1 dana yang dialokasikan dalam anggaran keglatan 
sebagaimana Ielah dijelaskcm di atas, bantuan juga dialokasikan 
kepada sekolah dalam bemuk anggaran rutin, yang mana sistem 
mekanisme usulan penganggaramtya berbeda dengafl usufan 
penganggaran pada anggaran kegiatan. Kalatt usulan 
penganggaran rencana kegiatan pembahasannya melalui Tim 
Anggaran Pemerintah Daerah di Bappeda Kabupaten Musi 
Banyuasin, akan tetapi untuk usulan anggaraJ/ rutin mekanisme 
pembahasamrya melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset 
Daerah (BPKAD) Kabupaten Musi Banyuasin" 
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Lebih lanjut beliau menjclaskan mcngenai mekanisme pembahasan dari 

usulan anggaran rutin tersebut : 

"Seharusnya pengusulan anggarmr dimulai pada bulan Juli tahun 
yang bersangkutan, akan telapi kenyataannya di lapangan start 
mulai bulan Oktober pada tutup aJtggaran. Tutup anggaran jatuh 
pada per tanggal 25 Desember (batas waktu mahimun 
permiutaan). Penyusunan RKA Dinas dianalisa pada bulan 
Desember dan Januari, Pembahasan di BPKAD untuk Belanja 
Alokasi Umum (BAU)/rutin pada bagjan Sub Bidang Penyusunan 
Anggaran. Untuk proyeklpembcmgu.nan ke Bappeda ke Sub Bidang 
Anggaran di sana te1jadi koordinasi tim untuk menyatukan 
besaran pagu plafon masing-masing belanja Pembangunan dan 
rutin. Setelah itu barulall Tim di bawah melakrikan pemangkasan 
di BPKAD setelah ada kesepakatan barulah dinas-dinas dipanggil 
untuk memberilau.kan jatah plafrm masing-masing, langkah 
selanjutnya pembahasan di DPRD. Setelah anggaran di sahkan, 
terus diserahkan ke BPKAD untuk dibuat dalam buku APBD tahun 
yang bersaugJ.;utan" (MO, Pemerintah Kabupaten Musi 
Banyuasin, !4 April 2009). 

Kelerangan selanjutnya dikemukakan oleh Kepala Sub Bagian 

Perencanaan dan Sistem fnfonnasi bahwa : 

"Setelah melalui pembahasan dengan Tlm Anggaran Pemerintah 
Daeral: dengan jumlah pagu plafou masing-masing dinas 
disepakati, langkah selanjutnya adalal1 pengajuan Rancangan 
Perda APHD o/eh Hupali di hadapan Sidang Paripurna DPRD, 
kemudian dilanjutkan pembahasan aleh Tim Anggaran Pemerintah 
Daerah dengan Panitia Anggaran Legislatif sampai final Raperda 
menjadi Perda APBD pada akhir bulan Desember. Namuu 
seringkali disahkan pada bulan Januari. Sejak penetapan Perda 
APBD selesoi atau diketak palu, maka secara otomatis anggarau 
untuk tiap-tiap kegiatan yang terdapat dalam Perda tersebut 
dijamiu tersedia, demikian pula untuk anggaran kegiatan 
kebijakan sekolah gratis di Kabupaten Musi Banyuasin" (FJ, 
Pemerintah Kabupatcn Musi Banyuasin, l3 April 2009). 

4.1.3.1 Pembiayaan Kebijakan Sekolah Gratis 

I. Dana Subsidi Pengganti BP-3 

Berdasarkan penelitian di lapangan melalui studi dokumentasi bal1wa 

surnber pcmbiayaan untuk kcbijakan ini adalah anggaran yang tersedia di Kas 

Daerah yang dijamin oleh Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Musi 

Banyuasin, Dari Perda APBD tersebut dijabarkan lcbih !anjut daiam bebcrapa 
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program/kegiatan yang lebih rinci untuk setiap program/kegiatan yang disebut 

DPA-SKl'D (Dokumen Pelaksanaan Anggaran- Satuan Ke1ja Pemngkat Daerah), 

masing-masing program/kegiatan diberi kode rekening tersendiri demikian juga 

untuk kegiatan kebijakan sekolah gratis dengan kode rekening belanja 5.2.2.15.10 

dengan nama kegiatan Subsidi Pengganti BP3 dengan alokasi dana 

Rp. 34.380.390.000,-. 

Selanjutnya juga didapatkan kcterangan melalui studi dokumentast bahwa 

dalam DPA-SKPD Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 

2008 yang disusun berdasarkan Perda APBD dinyatakan bahwa jenis bantuan 

yang diberikan kepada pihak sekolah dalam pelaksanaan kebijakan sekolah gratis 

adalah berupa uang sebagai penggantl BP-3 yang besarnya bertingkat sesuai 

dengan standar analisa kebutuhan untuk tiap-tiap sek:olah. Sedangkan dalam 

menentukan besamya bantmm untuk tiap-tiap sekolah adalah bcrda.sarkan kepada 

berapa jumlah ruplah uang yang dipungut oleh pihak sekolah ketika masib berJaku 

1uran BP~3 sesuai harga pasar yang berlaku dengan tingkat kewajaran. Hal ini di 

tegaskan oleb Sekretaris Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Musi Banyuasin 

dalam wawancara sebagai berikut: 

Untuk menentukan besamya bantu.an kepada tiap-tiap sekalah. 
berdasarkan pada berapa besarnya pungutan BP-3 oteh pihak 
sekolah pada saat masih herlaku dan ditambah/am kenaikan 
disesuaikan dengan harga pasar dengan tingkat yang wajar. Kami 
tidak bisa mengusulktu1 besarnya wtggaran ta;rpa Ana/isis Slandar 
Belanja (ASB), karena kalau seandainya kami mengusufkan 
bantuan yang hesar nanti dalam pembahasan bersama tim 
anggaran akan dicoret juga" (MA, Pemerintah Kabupatcn Musi 
llanyuasin, l3 Apri12009). 

Dana subsidi pengganti BP-3 ini dialokasikan untuk seluruh sekolah 

ncgeri dan swasta yang ada di Kabupaten Musi Banyuasin, mula! dari tingkat TK, 

SD, SLTP dan SLTA, seperti tertihat pada tabel berikut : 
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Tabel4.2 
Dana Subsidi Pengganti BP3 pad a sekolah-sekolah 

DaJam Kabupaten Musi Banyuasin 

c DanaSubB . 
··-

Tlngkat I Jenis Jumlab I Jumlah Pengganti BP-3 Bes";; Alokas• c· Sekolah 
Sekolah Siswa ana 
(Unit) (Orang) Per Siswa (Rp) 

··-· --M ------· 
I. TK 

• TK Negeri 3 286 !0.000,· 34.320.000,-

• TKSwasta 13 3.016 10.000,- 361.920.000,-

2. Sekolah Dasar 

• SD Negeri 391 68.503 17.500,- 14.385.630.000,-

• SD Swasta 19 2.768 17.500,-
··---~-

581.280.000,-.. 
• MI Negeri 2 405 17.500,- 85.050.000,-

-··· 
• MI Swasta 23 3.514 17.500,- 737.940.000,-

3. SLTP 
• SMP Negeri 60 15.947 20.000,· I 3.827.280.000,-

r-· ... 
• SMP Swasta 29 2.898 20.000,· 695.520.000,· 

• MTs Negeri 4 
• 

600 20.000,· 144.000.000,-
.. -

• MTs Swasta 36 
' 

3.397 20.000,- 815.280.000,--4. SLTA 
• SMANegcri 19 6.919 77.500,-

.. ;;;:--
6.434.670.000,-

--- -
• SMASwasta 

. 
18 2.978 77.500,- 2.769.540.000,--

• MA Negeri 1 384 77.500,· 357.120.000,-
. 

• MA Swasta 12 1.210 77.500,- 1.125.300.000,· - .. -

f--· • SMK Negeri 3 1.826 82.500,- 1.807.740.000,· 

··-r:=sfv!.K Swasta 
··~ 

2 220 82.500,- 217.800.000,-

Jumlah Tutal 34.380.390.000,-

Sumber: telah diolah kembali, 

Dari data Dokumen Pe!aksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah 

Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2008 Besamya 

bantuan pengganti BP3 untuk tingkat SMA ada1ah Rp. 77.500,- per siswa. Dari 

data itu dapat dikatakan bahwa jumlah bantuan yang diterima sekolah besamya 

diten!ukan o!eh jurnlah rnurld dikalikan dengan 12 bulan, sehingga makin banyak 

jumlah murid maka makin bcsar pula penerimaan bantuan. 
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Dana subsidi pengganti BP-3 yang dialokasikan untuk SMA Negeri 2 

Sekayu dan SMA Rahmani yah Sekayu, dapat dilihat pada tabel berikut: 

No. 

I. 

2. 

Tabel4.3 
Dana Subsidi Pengganti BP-3 pad a SMA Negeri 2 Sekayu 

Dan SMA Rahmani yah Sekayu Tahun 2008 

Jurnlah Dana Subsidi Besar 
Nama Sekolah Siswa Pengganti BP-3 Alokasi Dana 

I (Orang) Per Siswa (Rp) (Rp) 
SMA Negeri 2 Sekayu 347 77.500,- 322.71 0.000,-

SMA Rahmani yah Sekayu 470 77.500,- 437.100.000,-

Sumbcr: telah diolah kcmbali. 

Dalam wawancara dengan Kepala SMA Rahmaniyah Sekayu, beliau 

mengungkapkan : 

"Seperti yang telah diketahui bahwa penerapan kebijakan sekolah 
gratis untuk sekolah swasta baru dilaksanakan pad a tahuu 2006. 
pada waktu itu seko/ah negeri mendapatkan bantuan sebesar 
Rp.30.000.-. Namunpada awalpenerapan itu, sekolah kami hanya 
menerima bantuan dana pengganti BP-3 sebesar Rp.20.000,- per 
siswa, padahal pada waktu itu biaya BP-3 yang harus dibayarkan 
oleh tiap siswa sebesar Rp.60.000,-, dan mulai bulan April 2006 
kami menaikkan biaya BP-3 sebesar Rp. 77.500,- per siswa. 
Bantuan sebesar Rp.20.000,- ilu diberikan terhitung mulai tanggal 
1 Januari 2006 sampai 30 Juni 2006, jadi untuk sisanya pada 
waktu itu, kami tetap mewajibkan siswa untuk membayar uang 
BP-3, 1zamwz jumlah pembayaran tidak penuh tetapi disesuaikan 
dengan jumlah bantuan yang diberikan oleh pemda pada saat 
itu ". 

"Kemudian setelah itu,terhitung mulai tanggal I Juli 2006 sampai 
dengan sekarang kami mendapatkan bantuan sebesar Rp. 77.500,
per siswa. dengan demikian mulai Juli 2006 tersebut siswa tidak 
dipungut lagi iuran BP-3. Bantuan ini diberikan oleh pemerintah 
setiap tiga bulan sekali." 

"Jadi sebenamya besarnya biaya bantuarz pengganti BP-3 
sebesar Rp.77.500,- per siswa yang diberikan oleh pemerintah itu 
menyesuaikan dengan biaya BP-3 pada sekolah kami, karena 
kebetulan pada saat flu biaya BP-3 di sekolah ini yang termahal di 
Kabupaten Musi Banyuasin" (HI, Kepala Sekolah, 15 April 2008) 
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Sedang;kan berdasarkan basil wawancara dengan suiah satu orang tua 

siswa pada SMA Rahmaniyah Sekayu didapatkan informasi bahwa memang tidak 

ada pungutan sekolah daJam bentuk iuran BP-3, akan tetapi masih ada pungutan 

dari sekolah ini dengan aiasan tertentu, namun hal ini masih dibenarkan oJeh 

pihak orang tua karena masih dianggap wujar karena alasan yang tepat dan demi 

kemajuan siswa itu sendJrL Berikut petikan wawancaranya: 

"mengenai biaya sekolalt auak saya di SMA Rahmaniyah Sekayu 
sektzrang memang benar gratis, tidak ada lagi dipungut bayaran 
BP-3, kecuali wuuk kegiatau pelajaran tambahan yaitu be/ajar 
komputer se/ama 2 jam pelajaran setiap minggu, pihak selwlah 
mewajibkan si'swa membayar sebesar Rp. !5.000,-. tapi kami 
orang lua sislva tidak keberatan karena ini dilakukan agar siswa 
lidak buta teknologi dan juga untuk bekal si'swa dalam mencari 
kerja nantinya" (Kl, Orang Tua Siswa, 19 April 2009) 

Dari hasil wawancara dengan Kepala SMA Rahmanlyah, beliau 

mcmberikan alasan mengenai pungutan yang dHakukan olch pillak sekolah. 

Bcrikut petikan wawancaranya : 

"Memang benar ballwa kami melakukan pungutan kepada siswa 
untuk peiajaran tambahar1 /computer. Hal ini kami lakukan agar 
siswa tidak butate1.."1wlogi, di samping itu bisa menjadi bekal siswa 
rmluk mencari ke1ja nanUnya. Dalam mengadakan pelajaran 
komputer ini. kami mengadakan ke1jasama dengan pilwk ketiga, 
dengan peJjanjian pihak keiiga mengadakan kompuler dengan 
tenaga pengajar" (I'{ I, Kepala Sekolah, 16 April 2009). 

Hasil wawancara dengan Kepala SMA 2 Sckayu. beliau mcmbcnarkan 

bahwa dana pengganti BP<1 yang diterima sekolah ini adalah sebesar 

Rp. 77.500,- per siswa. Berikut petikan wawancaranya: 

"Penerapan kebijakan sekolah gratis zmtuk sekolah negeri seperli 
kita ketahui di mulai pada talmn 2003 sampai dengan sekarar1g. 
Untuk tittgkat SlvfA, dana pengganli BP-3 yang disu.bsidi oleh , 
Pemda tahun 2008 adalalt sebesal' Rp. 77.500,- per siswa. Jadi 
tiap tahun sekolah kamipun menerima bantuan dana penggaltli 
BP-3 memaug benar-benar sesuai dengan apa yang telalr 
dianggarka11 oleh pemda yaitu sebesar Rp.77.500,- per siswa. 
Total yaug kami terima pada lahun 2008 ini adalalt sebesar Rp. 
322.7/0.000,-. Narmm dana bantuan ini tidak kami rerima 
sekaligus untuk satu !alum tapi komi menerima tiap 3 bulan 
sekali" 
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"kami santa sekali tidak ada menarik iuran dalam bentuk apapun 
kepada siswa termasuk dalam pelajaran komputet. karena di 
sekolah ini sudalt mempunyai tenaga pengajar yang sesuai dengcm 
basic pendidikannya untuk mengajar pada pelajaran ini, jadi kami 
tidak ada kerjasa111a dengan pihak ketiga untuk mala pelajaran 
komputer" (WN, Kepala Sekolah, 15 Apri12009). 
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Dari hasil wawancara dcngan salah satu orang tua siswa pada SMA Negerl 

2 Sekayu, didapatkan informasi bahwa di SMA ini memang benar-benar tidak ada 

pungutan iuran apapun kepada siswa. Berikut petikan wawancaranya : 

"Namanya juga gratis, ya Allramduli/lah memang benar-benar 
tidak ada pungutan apapun dari pihak sekolah yang mewajibkan 
siswanya untuk membayar. jadi kami sebagai orang tua sangat 
terbantu dan bersyukur sekali dengan kebijakan sekolah gratis ini" 
(NY, Orang Tua Siswa, 19 Apri12009) 

Berdasarkan beberapa pemyataan dl ata..">, secara umurn tujuan kebijakan 

sekolah gratis daiam memberikan bantuan sekolah untuk meringankan beban 

orang tua siswa tercapai akan tetapi tetap saja ada pungutan dari sekolah dengan 

alasan tertentu. Hal ini masih dapat dibenarkan atau dimaklumi oleh orang tua 

siswa karena masih dianggap wajar, dan mempunyai alasan yang tepat, yaitu demi 

kemajuan siswa itu sendiri. 

Dana subsidi pengganti BP-3 tcrsebut diperuntukan pada kebutuhan

kebutuhan sekolah yang dibagi dalam 3 (tiga) kelompok pembiayaan kebutuhan 

dengan persentase alokasi anggaran masing~masing sebagai berikut: a) Biaya jasa 

tenaga guru, dcngan persentase alokasi anggaran 65%, dengan perhitungan jumlah 

siswa x subsidt pengganti BP-3 x 12 bln x 65%, b) Biaya ATK untuk kegiatan 

proses belajar dengnn persentase alokasi anggaran sebe.sar 25%. dengan 

perhitunganjumlah siswa x subsidi pengganti BP-3 x l2 bulan x 25%, c). Bantuan 

kegiatan OSfS dan ekstra kurikuler dengan persentase alokasi anggaran sebesar 

lO% dcngan perhitunganjumlah siswa x subsidi pengganti BP-3 x 12 bin x. 10%. 

Dalam wawancara dengan Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Sistem 

Tnformasi, beliau menjciaskan mengenai alokasi dana subsidi pengganti BP-3, 

beliau mengatakan : 

"Penmtukkan dana subsidi penggami BP-3 masing-JiJasing 
dialokasikan 65% unwk kesejahteraau, 25% untuk biaya ATK 
dalam proses be/ajar mengajar dan I 0% untuk berbagai macam 
kegfatan yang dise!enggamknn ofeh OSJS ataupun unlllk kegiata11 
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Hal ini dibenarkan olen Kepala SMA Rahmaniyah. Bcrikut petikan 

wawancaranya ; 

'"Sesuai dengan aturan di dalam kebijakan sekolah gratis bahwa 
dana subsidi pengganti BP-1 tersebut dialokasikan ke dalam 65% 
uutuk kesejaltteraan guru, 25% untuk ATK proses belajar 
mengajar dan 10 % untuk kegiatan OSIS dan ekstra kuriku!er" 
(HI, Kepala Sekolah, 15 April2009). 

Hal senada juga disampaikan oleh Kepala SMA Negeri 2 Sekayu, dimana 

beliau mengatakan : 

"seperti yang sebelumnya sudah saya ungkapkan dan sesuai 
denga11 ketentuan kebijakan bahwa dana subsidi pengganti BP-3 
tersebut masing-masing diperuntukkan bagi 65% untuk 
kes(~jahteraan guru, 25% untuk ATK kegiatan be/ajar mengajar 
dan 10% untuk kegiatan OSIS dan ekstra kuriku!er" (WI, Kepala 
Sekolah, 15 April 2009). 

2. Bantuan Biaya Rutin 

Tclah disebutkan sebelumnya bahwa berdasarkan informasi dari Sekretaris 

Daerah Kabupaten Musi Banyuasi dan hasil studi dokumentasi, dldapatkan data 

dan keterangan bahwa seJain dalam bentuk pemberian dana subsidi pengganti 

BP-3, bantuan juga dlalokasikan dalam bentuk biaya rutin yang diperuntukkan 

khusus bagi sekolah negeri. Biaya rutin ini diperuntukkan untuk memenuhi 

kebutuban opemsional/pemeliharaan gedung, untuk membayar listrik, te!epon, air 

bersih, dll. Besamya biaya rutin berbeda untuk tiap-tiap jenjang pendidikan, untuk 

tingkat SD biaya rutin sebesar Rp. 200.000,-!bulan, tingkat SMP blaya rutin yang 

ditcrima Rp. 6.450.000,-/bulan, untuk SMA sebesar Rp. 13.000.000/bulan, 

scdangkan untuk SMK Rp.19.950.000/bulan. Besamya alokasi anggarnn biaya 

rutin untuk masing-masing jenjang pendidikan sesuai dengan ketentuan yang 

sudah disebutkan di atas, dapat dilihat pada tabel berikut : 
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' 

N ! Tingkatl Jenis 
o. Sekolah 

I. Sekolah Dasar 

• SD Negeri 
• SD Swasta 

• MI Negeri 

• MI Swasta 

3. SLTP 

• SMPNegerl 

• SMP Swasta 

• MTsNegeri 

• MTsSwasta 

4. SLTA ----------
• SMANegeri 

··-~·· 

• SMA Swasta 

• MA Negeri 

•• MA Swasta . 
i· SMK Negeri 

I· SMKSwasta 

Tabel4.4 
Bantuan Biaya Rutin bagi Sekolah 

di Kabupatcn Musi Banyuasin r-Jumlah Biaya 
Sekolah Rutin/bulan 
(Unit) (Rp) 

391 200.000,-

19 -

2 -

23 -

60 6.450.000 
-----

29 -
··--- -----

4 -

36 -
' 

19 13.000.000,-

I& 
--------· 

I 
12 

i 3 19.950.000,-

I 2 

Jumlah Total 

Besnr Alokasi 
Dana 
(Rp) 

93&.400.000,-

... 

4.644.000.000,-

I 

2.964.000.000,-

---· 
718.200.000,-

'--·· 
9.264.600.000,-

Sumber : telah diolab kcmbnJi, 

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa sekolah swasta dan sekolah di 

bawah naungan Departemen Agama tidak rnendapatkan bantuan binya rutin. 

Berikul penjelasan Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Sistem lnformasi dalam 

wawancara mengenai bantuan hiaya rutin tersebut : 

"Bantuan biaya rutin hanya diberikan pada sekolah negeri di 
bawah Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin. Untuk biaya rutin 
sekolah swasta yang biasanya di bawah suatu yayasan, maka 
biaya rutin umuk pemeli!Jarucm sekolah dan laiu sebagainya 
ditanggwtg oleh yayasan, demikian juga unluk sekolah madrasalt 
di bawah Departemeu Agama, biaya rutln menjadi tanggung 
jawab Deparlemen Agama. Hal ini dikarenakan keuangan daerah 
Kabupate11 Musi Banyuasin tidak memungkinkan untuk 
memberikan bantuan biaya rutin bagl sekolah swasta dan sekolalt 
madrasalr, jadi fiJkus PemerinJah Daerah kabupaten Musi 
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Banyuasiu hanya pada sekolah uegeri di bawah Pemerintah 
Daerah Kabupaten Musi Banyuasiu" (FI, Pemerlntah Kabupaten 
Musi Banyuasin, 13 April 2009). 

Sekretaris Daerah Kabupaten Musi Banyuasin menambahkan ; 

"Namun tidak menutup kemungkinan suatu hari nanfi, jika 
keuangan daerah sudah memungkinkan tentunya sekolah swasta 
dan sekola!J yang berada di balvah naungan Departemen Agama 
akan mendapatkan bantuan biaya rutin seperti halnya sekolah
sekolah negeri yang ada di bawah Pemerintah Kabupaten Musi 
Banyuasin ·• (YN, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin, 17 
April 2009). 

99 

Pihak sekolah swasta yang daiam penelitian ini adalah SMA Rahmani yah 

Sekayu membenarkan ha! tersebut. Berikut petikan wawancara dengan Kepala 

SMA Rahmani yah Sekayu : 

"Kami sekolah swasta tidak mendapatkan banluan. biaya rutin dari 
Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin. Jadi, untuk biaya 
rutin sekolah seperti untuk pemeliharaan gedung sekolah, 
membayar listrik, penggunaan air bersih, dsb. kami dibantu oleh 
pihak yayasan yang mendirikan selwlah kami, dalam hal ini ada/all 
Yayasan Rahma11y Sekayu" (Hl, Kepala Sekolah, 15 April 2009). 

''pillak Yayasan Rahmany Sekayu memberikan bantuan melalui 
subsidi silang antara perguruan tinggi swasla di bawah Yayasan 
Rahmany Sekayu, yaitu Sekolah Tinggi llmu Ekonomi Rahmaniyah 
(STIER) dengan SMA Rahmaniyah Sekayu, selain itu juga untuk 
biaya rutin, kami dapatkan me!alui ''uang pembangunan" yang 
ditarlk melalui siswa pada wakru pertama kali mendafiar ke 
sekolah ini. Besarnya "uang pembangunan" tersebut sebesar Rp. 
300.000,- per siswa. Berbeda halnya dengan sekolah negerf, untuk 
uang pembangunan yang kami tarik diawa/ pendafiaran ini masih 
diperbolehkan oleh Pemerintah Daerah" (HI. Kepala. Sekolah, 
01 Juli 2009). 

Penarikao uang pembangunan diawal pendaftaran sekolah ini dibenarkan 

oleh orang tua salah satu siswa SMA Rahmanlyah Sckayu. Berikut petikan 

wawancanmya : 

"pada waktu pendaftaran siswa di wajihkan membayar uang 
pembangwwn sebesar Rp. 300.000,~. Namun setelah itu tidak ada 
lagi ptwgutarr uang pembtmgunan, karcna itu berla/..?J cuma sckal.i 
waklu pcrtama kali masuk saja'' (KI, Orang Tua Siswa, 0 l Juli 
2009) 
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Dari beberapa pemyataan di atas terllhat bahwa SMA Rahmaniyah, tidak 

mendapatkan bantuan biaya rutin dari Pemerintah Daerah Kabupaten Musi 

Banyuasin. SMA Rahrnaniyah rnendapatkan bantuan biaya rutin yang 

dpergunakan untuk IJiaya operasional sekolah dari yayasan pendirinya melalui 

subsidf silang an tara universitas swasta dengan SMA Rahmaniyah yang keduanya 

berada df bawah yayasan yang sama. selain itu me1alui uang pembangunan yang 

ditarik kepada sis\\'a pada saat awal pendaftaran masuk sekolah. 

Sedang untuk SMA Negeri 2 Sekayu, sebagai sekolah negerl yang ada di 

bawah Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin. secara otomatis mendapatkan 

bantuan blaya rutin. Kepala SMA Negeri 2 Sekayu membenarkan bahwa setiap 

tah.un sekolahnya menerima bantuan biaya rutin dari Pemedntah Daerah 

Kabupaten Musi Banyuasin. Berikut petikan wawancaranya : 

"Bantuan biaya rutin yang diberikan o/eh Pemerintah Kabupaten 
Musi Banyuasin kami terima setiap tahun, di mana untuk tingkat 
SMA dianggarkan sebesar Rp. 13.000.000,- per bulan. Jodi, setiap 
tahmmya kami menerima bantuan biaya rutin sebesar 
Rp. 156.000. 000. w per taJum. Bamuau ini kami terima sam a seperti 
pada dana subsidi pengganti BP-3 yaitu kami terima per triwulan 
atau tiga bulan sekali mela/ui Bank Sumsel" (WN, Kepala 
Sekolah, l 5 April 2007). 

4.1.3.2 Proses Pengambilan Dana Anggaran 

Berdasarkan basil informasi dari beberapa inforrnan di !apangan bahwa 

Pemcrintah Kabupaten Musi Banyuasin menjamin tersedianya anggaran suatu 

kcgialanjika Perda APBD telah disahkan. Kemudian langkah yang dilakukan olch 

Pemerintah Kabupatcn Musi Banyuasin adaiah bagaimana cara merealisasikan 

anggaran tersebut daiam bentuk kegiatan. Untuk mendapatkan dana yang telah 

dlalokasikan dalam APBD harus melalui mekanisme administrasi keuangan yang 

telah dibakukan di pemerintahan saat ini. Berikut petikan wawancara dengan 

Bcndahara Dinas Pendidikan Nasional Kabupalen Musi Banyuasin mengenai 

mekanisme ndministrasi keuangan terscbul: 

"Dalam mekanisme unluk pencairan dan(l kegiatan lrarus sesuai 
dengan mekanisme administrasf keuangan yang telalt dibakukan 
olelr pemerimahan pada masa sekarang, yaitu Bendahara 
Pengeluaran SKPD Dinas Pendidikan Nasional Kabupateu Musi 
Banyuasiu memlmat Sural Permintaan Pembayanw (SPP) dan 
Sural Permintarm lvfembayar (SPA1) yang kemudian diver{{ikasi 
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oleh Pejabat Penatausahaall Keuangmz Satuan Ke1ja PerangkM 
Daerah (PPK SKPD) Dinas Pendidikan Nasiona! Kabupaten Musi 
Banyuasi11 dan kemudian di tanda tangani oleh Kepala Din as. SPP 
dan SPM tersebut dikirim ke Badan Pengelolacm Keuangan dan 
Aset Daerah selaku Bendahara Umum Daerah (BUD). Sewlah 
sura! tersebut tiba di BPKAD kemudian diproses !mtuk dibuat 
Sural Perintah Pencairan Dana (SP2D), selanjutnya apabila SP2D 
tersebut sudah keluar maka dana bisa dicairkan mela!ui Bank 
Sumsel yang kemudian bisa diambil oleh masing-masing 
bendabara sekoiah sesuai deugan surat relromendasi d(!ri 
Dinas Pendidikau Nasional Kabupaten Musi Banyuasin" 
(MO, Pemerintah Kahupaten Musi Banyuasin, 14 April2009). 
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Dari wawancara tersebut di atas. maka mekanisme pencairan dana ters:ebut 

dapat disederhanakan sebagai berikut : Dinas Pendidikan Naslonal Kabupaten 

'Musi Banyuasin ____... BPI<AD Kabupaten Must Banyuasin __,.Bank Sumsel 

··--+ Sekolah-sckolah penerima bantuan. 

Masih berda:sarkan keterangan dari Bendahara Dinas Pendidikan Nv.sional 

Kabupaten Musi Banyuasin bahwa jumlah dana dalam satu tahun anggara11, 

diberikan per tiga bulan sekali. Berikut keterangan beliau dalam petikan 

\Vawancara yang te)ah dilakukan : 

"Proses pengambilan dan pendistribusian dana bantuan dari 
Pemerintah ke selwlah-sekolah, dalam pelaksanaaunya per 
zriwulan arlinya penyampaian dana bantuan ke sekolah seJiap ka/i 
untuk keperluan kebutulum selama tiga bulan" (MO, Pemerintah 
Kabupaten Musi Banyuasin, 14 April2009). 

Dari basil wawancara dengan Kepala SMA Rahmaniyah Sckayu dan 

Kepala SMA Negeri 2 Sekayu, mereka menyatakan hal yang sama bahwa dana 

bantuan yang diberikan Pemertntah Kabupaten Musi Banyuasin untuk tiap~tiap 

sekolah setiap tahunnya diberikan per tiga bulan sekali. Berikut pctikan 

wawancara dcngan Kepala SMA Rahmani yah Sekayu: 

"Dana Subsidi Pengganti BP-3 yang diberikan oleh Pemerintah 
Kabupalflt Musi Banyuasin kami terima per tiga bulan sekali 
dalam setahun melalui Bank Sumsel" (HJ, Kepala Sekolah, l5 
April 2009). 

Adapun petikan wawancaro dengan Kepala SMA Negcri 2 Sekayu sebagai 

berikut: 

"Banluau yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten /Vfusi 
Banyuasin dalam rangka pelaksanaan kebijakan sekolah gratis 
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da/am benluk dana subsidi pengganti BP-3 dan biaya rutin, 
diberikan kepada pihak sekolah per tiga bulan sekali dalam 
setalzun" (WN, Kepala Sekolah, 15 April2009). 

4.1.3.3 Pendistribusian Dana Anggaran 
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Seperti dalam rnekanisme pencairan dana bantuan sekolah di atas tertihat 

bahwa dalam proses pcnyampaiao dana bantuan dari Pemerintah Kabupaten ke 

sekolah-sekolah bekerjasama dengan pihak ketiga yakni Bank Sumsel. Hal ini 

dimaksudkan agar penyampaian dana lebih terjamin dan juga dapat menghindari 

resiko yang tidak diharapkan. 

Sebagaimana disampaikan Sekretaris Dinas Pendidlkan Nasionai 

Kabupaten Musi Banyuasln dalam wawancara pada tanggal J 3 April 2009 

menyatakan: 

"Kami dalam menyampaikan uang kepada sekolah-sekalah di 
Kabupaten Musi Banyuasin tm1uk melaksanakan program bantuan 
seko/ah ini, berkerjasama dengan pihak Bank Sumsel. Ketika dana 
anggaran untuk program bantuan seko!ah ini dapat diuangkan di 
Bank Sumsel, kami memberikan daflar sekolah-seknfah yang akan 
menerima dana anggaran tersebut beserta dengan nilai nominal 
yang akan diterima masing~masing sekolah. Kemudian kami 
memberitahukan kepada pihak sekolah-sekolah untuk mengambil 
bagiannya masing-masing. Disana bendahara sekolah menerima 
uang dan menandatangani kuitansi dan cap sekolah masing
masi.ng'', (MA, Pernerintah Kabupaten Musi Banyuasin. 13 April 
2009) 

Sedangkan dalam wawancara dengan Kepala Sub Bagian Perencanaan dan 

Sistem Infonnasi, betiau mengungkapkan alasan kcrja sama dengan Bank Sumsel. 

"Kami melakukan penyaluran dana kegiatan kebijakan sekolah 
gratis ini beketja sama dengan Bank Sumsel, hal inf 
dilakukan supaya distribusinya tmjamin laucar dan me;~}aga 
agar tidak ada pikiran-pikiran negatif dari masyarakat" 
(F[, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin, 13 Apri12009). 

Hal lcrsebut dibenarkan olch pihak sekolah melalui wawancara dengan 

Kcpa[a Seko!ah Rahrnaniyah Sekayu,juga Kepala SMA Negeri 2 Sekayu. Berikut 

pctikan wawancara dengan Kepaia SMA Rahmaniyah Sekayu: 

"Kami selalu mengambil uaug bantuan sekolah dari Pemerintah 
Kabupaten Musi Banyuasin di Bank Sumsel, sebelunmya terlehih 
dahulu kami diberitahu hallwa dana bantuau wuuk sekolah-

Universitas Indonesia Implementasi Kebijakan..., Dhiana Afwina, FISIP UI, 2009



sekolah .mda!J kelttar dan siap diambi! di Bank Sumsel. Di sana 
sudah ada daflar nama-nama seko/a/; yang menerima bamuan 
beserta jumlah nominal uang yang diterima, prosedur birok.rasi 
seperti ini sam a sekali tidak menyulitkan malah sangat membaruu, 
karena proses pengambiian dana bantuan sangat mudah .. 
(HI, Kepala Sekolah, !5 April 2009). 

Hal senada juga disampaikan o!eh Kcpala SMA Negeri 2 Sekayu : 

'' Bantuan yang diberikan oleh Pamerintah Kabupaten Musi 
Banyuasin disalurkou mefalui Bank Sumsel. Jadi pengambilan 
dana bantuan lersebut langsung ke Bank Sumsel. Dana yang 
diberikan oleh pihak Bank Sumse{ sesuai dengan data nama-nama 
sekolah dan jumlah siswa tiap-tiap sekolah yang tetah diberikan 
terlebih dahulu oleh Dinas Pendidikan Nasional. Jadi dalam Ita/ 
pengambilan bantuau ini kami pihak sekolah tidak menemukan 
kesulitan sama sekali. Birokrasi yang ada tidak menyulitkan 
sama sekali, karena dipermudah dengan adanya kerja sama 
dengan pihak ketiga dalam hal ini adalah Bank Sumsel" 
(WN, Kepala Sekolah, IS April2009). 
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Bcrdasarkan informasi dari beberapa Jnforrnan, teroyata pelaksanaan 

dislribusi pembayaran bantuan dari Pemcrintah Kabupaten kepada pihak sckolah

sckolah sering tidak tepat waktu. Dari penjadwalan pencairan dana yang 

diusulkan oleh Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Musi Banyuasin yaitu 

empat kali dalam setahun atau satu kali per triwu1an, sering kali tidak lancar. 

Sehagaimana tergambar dalarn petikan wawancara dengan Kepafa SMA 

Rabmaniyah Sekayu berikut : 

"kami pihak sekolah sebenarnya sangat mengharapkan sekali 
kelancaran bantuan kebijakan sekolah gmtis ini, karena apabila 
tertunda pembayararwya ini akan terjadi penundaan bagi pihak 
sekolah tmtuk membayar lu.:mor guru ataupun juga kegiata
kegiatan yang lain"' (HI, Kepala Sekolah, 15 April2009) 

Informasi yang dldapatkan dari salah seorang guru yang ada di SMA 

Rahmaniyah Sekayu membenarkan hal ini, Berikut petikan wawancaranya : 

"kami sebagai guru sangat mendukung kebtjakan sekolah gratis 
ini karena hisa meringankan beban orang tua siswa yang tidak 
mampu, namun kami sedi/..it mengeluhktm mengenai keterlambatan 
turtamya dana bantuan. Karena wltuk pembayaran kesejahteraan 
guru atau honor guru sangat tergtmtung pada bantuan yang 
diterima oleh sekolah. Apabila bantttan (etlambat turw1 maka 
pilwk sekolahptm terpaksa berluaang pada kami untuk 
pembayaran honor kami. Hal fni sangat kami rasakan. ktwena 
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semua guru yang ada di SMA ini adalah guru honor jadi kami 
tidak ada penghasilan bulanan seperti halnya guru PNS" 
(Rl, Guru, 16 April 2009). 
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Hal yang sama diungkapkan dengan bahasa yang berbeda oleh Kepala 

SMA Negeri 2 Sekayu sebagai berikut: 

''pembayaran uang kes(ljahtera(!ll gllru, honor guru dapat 
dibayarka11 setelah ada bantua11 yang diterima seko/ah dari 
Pemerintah Daerall, kebzcaran membayar uang kesejallteraan 
guru/honor guru sangat tergantung pada kelancaran bantuan yang 
diterima sekolah" (WN, Kepala Sekolah, 15 April2009}. 

Pemyataan yang senada juga diungkapkan oleh salah seorang guru pada 

SMA Negert 2 Sekayu. Sepertt tergambar dalam petikan wawancara berikut : 

"dana baJJtuan yang diierima pihak sekolah dari Pemerilffah 
Daeraii seringkali terlambat turunnya. Kami sebagai guru honor 
sangat merasakan hat ini. Karena pada saat dana bantuan 
terlambal turun otomatis pihak sekolahpun terlambat 
membayarkan honor kami. Kareua sebagai gum hOJlOr kami tidak 
pu11ya penghasilan apa~apa ti(zp bulannya selaiu men.gharapkan 
honor yang diberikan oleh pihak sekalah. Sedangkan wuuk guru 
PNS tidak terlalu merasakan dampak keterlambatan ini karena 
mereka sudah punya penghasilan tetap tiap bulannya" 
(LA, Guru, !5 April2009). 

Dari beberapa pemyataan di atas, terlihat bahwa keterganlungan pihak 

sekolah kcpada Pemerintah Kabupaten sangat tinggi. Dalam berhadapan dengan 

Pemerintah Kabupalen posisi tawar dari pihak .sekolah sangat rendah karena 

sekolab tidak bisa memaksa Pernerintah Kabupaten, pihak sekolah hanya 

mcnunggu dan mengharap agar bantuan datang tepat pada waktunya. Di sisi lain 

pihak sekolah dalam mendapatkan dana dengan memungut uang dati mudd sudah 

tidak dibenarkan lagi, dalam situasi ini menempatkan pihak sckolah dalam posisi 

yang sulit, sedangkan dalam kenyataan pelaksanaan distribusi bantuan dari 

Pemerintah Kabupaten ke sekolah~sekolah sering tidak tepat waktu. Berdasarkan 

pada kcnyataan itu, dapat dikatakan bahwa pihak sekolah selalu berhutang pada 

guru-guru untuk membayar hak yang harus mereka terima dan ketika bantuan ltu 

datang pihak sckolah baru bisa membayar hutang-hutang sekolah kepada guru

guru tersebut. Akibat dari keterlambatan ini yang paling terasa bagi gun~ honor 

mumi, karena guru honor ini tidak ada penghasi1an bulanan seperti halnya PNS, 
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4.2 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi lmplementasi Kebijakan Sekolah 
Gratis di Kabupaten Musi Banyuasin 

Berdasarkan data-data yang telah diuraikan sebelumnya bahwa penerapan 

kebijakan sekotah gratis yang telah dilakukan selama ini menunjukkan hasil-hasil 

yang posltif. Berkaitan dengan hal tersebut tentunya ada beberapa faktor 

pendukung yang mempengaruhinya. Berdasarka.n basil temuan di lapangan faktor

faktor pendukung tersebut adalah : 

4.2.1 Komunikasi 

Faktor komunikasl da!am penelltian lni adalah bagaimana unsur pelaksana 

kebijakan mensosialisasikan kebijakan sekolah gratis kepada kelompok sasaran 

(target group). Berdasarkan hasi! temuan di lapangan bahwa komunikasi yang 

dilakukan oleh Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Musi Banyuasin dalam 

mensosialisasikan pelaksanaan kebijakan sckolah gratis tersebut melalui informasi 

yang diberikan langsung kepada pihak sekolah. Pemberian informasi ke pihak 

sekolah itu di!akukan dengan mengumpulkan kepala sekolah yang ada di seluruh 

Kabupaten Musi Banyuasin dan melakukan pertcmuan dengan mereka. Pertemuan 

tersebut dimaksudkan untuk mendapatkan data yang akurat mengenai jumiah 

siswa pada masing-masing sekolah dan sekaligus sebagai sosialisasi dari 

pelaksanaan kebijakan sekolah gratis tersebut Sebagaimana petikan wawancara 

dengan Kepala Sub Baglan Perencanaan dan Sistem lnformasl Dinas Pendldikan 

Nasional Kabupaten Musi Banyuasin berikut : 

«Pada awalnya dalam melakukan pendataan mengenai berapa 
jumlah siswa dalam seliap unit sekolah, kami mengadakan 
pertemuau dengan para kepala sekolalr yang ada di Kubupaten 
i\{usi Banyuasin, baik ttu seko!alr m:geri atau swasta. Hal lni 
dilakukan guna mendapatkan data yang benar-benar akurat 
teniang berapa jumlah siswa yang ada pada setiap 
sekoiah, di samping itu pertenwan ini juga sebagai bentuk 
sosialisasi mengenai pe!aksanaan kebijakan sekolalt gratis" 
(FI, Pemcrintah Kabupaten Musi Banyuasin, 13 April 2009). 

Sekretaris Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Musi Banyuasln 

menambahkan : 

"bahwa dalam mesosialisasikan mengenai kebijakan seko!ah 
gratis ini kepada kelompok sasaran dalam !tal ini selurult warga 
mosyarakat Kabupaten Musi Banyttasin, kami dibantu olell Ditws 
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lnformasi dan Komunikasi Kabupaten Musi Banyuasin, 
Dewan Pendidikan, Kantor Departemen Agama beserla 
jajararmya, Camat, Lurah dan Kepala Desa. Bentuk-bentttk 
sosialiasi ya1lg di!akukan bisa dalam bentuk spanduk, bali!w atau 
foster ya11g dipajang di ruas-ruas )alan, melalui media elektronik 
radio ataupwz me/alul pertemuan-pertemuan dengan wmga 
masyarakat baik di tingkat kecamatan, kelurahan maupun desa" 
(MA, Pemeriotah Kabupaten Musi Banyuasin, 13 April2009). 
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Menindaklanjuti apa yang te)ah disosialisasikan oleh Dinas Pendidikan 

Nasional Kabupaten Musi Banyuasin mengenai kebijakan sekolah gratis. Pihak 

sekolah juga segera mengkomunikasikan kebijakan tersebut kepada seluruh orang 

tua siswa. Berikut petikan wawancara dengan Kepaia SMA Negeri 2 Sekayu 

mengenai hal ini : 

''setelah mendapatkan infarmasi mengenai pelaksanaan kebijakan 
sekolah gr·atis. kami pihak sekolah segera menginformasilum 
masalah kebijakan sekolah gratis kepada wali murid melalui sualu 
pertemuan dengan selurull anggota BP-3 yang n.otabene 
anggotanya merupakan para orang tua siswa, pada pertemuan itu 
kami menjelaskan maksud dari kebijakan pemerintal! dan 
diharapkan para orang tua siswa dapat ikut betperan seria 
menyukseskan kebijakan ini. yang salah satu caranya ikut 
mensosialisasikan kepada seluruh masyarakat atau tetangga
tetangganya yg mungkin selama ini ada yang kurang mampu 
wuuk menyekolahkan anaknya" 

Lebih lanjut beliau rncngungkapkan: 

"selaiu pertemuan yang dilakukan dengan pihak anggota BP-3, 
kami juga memberikan penjelasan kepada para siswa mengenai 
kebijakan sekolah gratis ini. bahwa mulai Januari 2003 mereka 
ridak akan lagi dlprmgut luran sekolah bempa biaya BP-3 ataupun 
iuran-iuran yang lafmrya" (\VN, Kepala Sekolah, 15 April 2009). 

Informasi yang didapatkan dari salah satu orang tua siswa pada SMA 

Negeri 2 Sekayu membenarkan hal ini. Berikut pctikan wawancaranya : 

"memang benar sih, pada waktu pertama kali proses pelaksmuum 
kebijakan sekolah gratis, kami meudapatkan undangan dari pilrak 
sekolalt untuk datang dalam pertemuan yang diadakan oleh 
sekolah, Dalam pertemuan tersebut yang saya ingat membahas 
masalah sosialisasi kebijakan sekolah gratis. Pada perlemuan itu 
dikatakan bahwa sejak saat in.i para orang tua siswa tidak 
diwajibkan lagi untuk membayar iuran BP-3 karena pembiayaan 
tersebut di tanggung oleh Pemerinta!J Daerah. Jadi pihak sekolah 
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tidak diperbolehkan wttuk memungut iuran apapuu /agi dari 
siswa". (NY, Orang Tua Siswa, 19 April2009). 

107 

Kepafa SMA Rahmaniyah Sekayu juga menjclaskan bagaimana proses 

komunikasi di SMA Rahmaniyah Sekayu dalam mensosialisasikan dan 

melaksanakan kebijakan sekolah g[atis. ini. Hal itu tergambar dalam petikan 

wawam;;ara berikut : 

"seperti yang telah saya ungkapkan sebelumnya, ba!nva 
penerapan kebijakan sekolah gratis untuk sekolah swasta ilu 
dimulainya pada tahun 2006. Sebelum pefaksanaan kebijakan itu 
dilakukan dl sekolah swasta, kaml para kepala sekolah swasta di 
panggt1 oleh Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Musi 
Banyuasiu untuk diinformasikan masalah bantuan yang akan 
diterima oleh sekolah-sekolah swasta dalam rangka pelaksaan 
keb{jakan sekolah gratis" 

"setelah mendapatkan informasi tersebut, kami mengadakan 
periemuan dengan seluruh jajaran civitas akademika S};fA 
Rahmam'yah Sekayu dan juga deugan pihak Yayasan Rahmany 
Sekayu yang merupakan pendiri sekolah ini untuk membicarakan 
masalah bantuan yang akan diberikan pemen"ntah dalam rangka 
pelaksanaan kebijakan sekolah gratis tersebut. Tahap selanjutnya, 
kami mengadakan pertemuan dengan para orang tua siswa untuk 
mensosialisasikan masalah ini. Kami memberilahukan bahwa 
bantuan yang diberikau oleh Pemda berupa subsidi dana 
pengganti BP-3 yattg hanya sebesar Rp. 20.000,- per siswa, jadi 
untuk sisanya para orang tua siswa tetap hams membayar iuran 
sekolah tersebut. Kemudian pada saat dana subsidi pengganti 
BP~3 diberikan sesuai dengan jum!ah luran BP-3 yang harus 
dibayar olelt siswa, kamijilga mengadakan pertemuan lagi dengan 
para orang tua untuk nrensosialisasikan !tal ini" (HI, Kepala 
Sekolah, 15 April 2009) 

Dari basil wawancara dengan orang tua salah seorang siswa pada SMA 

Rahmaniyah Sekayu mcmbenarhn adanya sosialisasi mengeoai kebijakan 

sekolah gratis yang dilakukan pihak sekolah : 

" kaml mcndapatan undangan rlari pfhak sekolah tmtuk dauwg 
dalam pertenw.cm yang membahas tenttmg pelaksanaan sekolah 
gratis. Plhak sekolah mengatakan hahwa Pemerintalr Daerah 
sekarang telah menggratiskan juga sekolah swasta, jadi orang tua 
siswa tidak ada kewajiban lagi untuk membayar uang BP-3 ke 
pilwk sekolah kareua itu sttdah menJadi langguugan Pemerintalr 
Daerah" (KI, Orang Tua Siswa, 19 April 2009). 
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4.2.2 Sumber Daya 

Proses pelaksanaan kebijakan sekolah gratis daiam struktur orgamsast 

tidak terlepas dari sumber daya yang digunakan. Sumber daya dalam penelitian ini 

adalah surnber daya manusia dan peralatan yang digunakan. Sumber daya 

manllsia yang terlibat langsung dalam kebijakan sekolah gratis ini adalalt para 

personil yang ada dj Dinas Pendidikan Nasional khususnya pada Sub Bagian 

Perencanaan dan Sistem lnformasi. 

Berdasarkan data di Japangan bahwa Sub Bagian Perencan.aan dan Sistem 

Informasi memiliki 5 (lima) omng staf, yang semuanya terlibat dalam kegiatan 

kebijakan sekolah gratis, serta melibatkanjuga staflain yang mempunyai keahlian 

dan tugasnya pada keahlian tersebut yakni sebagal bendahara yang bertanggung 

jawab mengurusi adrninistrasi dan dokumentasi keuangan, selaln itu juga 

melibatkan atasan sebagai pembina dan penanggung jawab kegiatan yang secara 

keseluruhan berjumlah 9 (sembllan) orang.. Berikut petikan wawancara dengan 

Kepa1a Sub Bagian Perencanaan dan Sistem Informasi dalam kegiatan ini beliau 

sebagai pemimpin kegiatan : 

"Semua Pegawai dalam Sub Bagian Perencanaan dan Sistem 
lnformasi terlibat aktif dalam kegiatan ini. atasan langsrmg dan 
pimpinan sebagai pembina dan penanggungjawab kegiatan. Tidak 
semua pega'>vai di Dinas terlibat dalam kegiatan ini, meskipr.m 
kegiatan ini mencakup tingkat sekalah mulai dari TK, SD. SLTP, 
SLTA. akan tetapi kami melibaikan orang Sub Bagian Keuangan 
yang ahli dibidang keuangan sebagai bendahara dan bertanggung 
jawab mengurusi administrasi keuangan " (FI, Pernerintah 
Kabupaten Musi Banyuasin, 13 April2009). 

Selain sumbcr daya manusia tersebul, berdasarkan h.asil pengamatan 

pem.d Is pad a Sub Bagian Perencanaan dan Sistem Informasi bahwa dalam 

membuat surat-surat administrasi, mereka menggunakan komputcr yang 

jumlalmya sebanyak 5 buah yang berumur l-2 tahun. Jadi semua administrasi 

dijalankan dengan komputer baik untuk mengetik maupun menyimpan data 

sehingga urusan-urusan administrasi dapat dijalankan dengan cepat dan lancar 

akan tetapi antara satu komputer dengan komputer lainnya masih belum 

tersambung scpcrti jaringan. 
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Penernpan kebijakan sekolah gratis ini dilaksa:nakan pada sekolahwsekolah 

yang ada di Kabupaten Musi Banyuasin, jadi secara otomatis sumber daya 

manusia yang ada di sckolab ikut berperan dalam pclaksana.·m kebijakan ini. 

Daiam wawancara dengan Kepala SMA Negeri 2 Sekayu, beliau menjeinskan 

siapa saja yang berperan di sekolah untuk melaksanaan kebijakan sckolah gratis 

tersebut. Bedkut petikan wawancaranya : 

"pada pelaksanaan di tingkat sekolah sumber daya mamtsia yang 
terlibat adalah bendahara dan bagian Tala Usaha. Bendahara 
berperan dalam pengelolaan administrasi keuangan sedang tata 
usaha pada administrasi 11mum, Jadi untuk pelaksanaan di 
sekolah melibatkan 1 orang bendahara. dan 1 orang tata usaha. 
Namun dalam pelaksanaannya tetap berlwordinasi dengan kepala 
sekolah" (WN, Kepala Seko1ah, 15 April2009). 

Penje1asan yang tidak jauh berbeda diungkapkan o1eh Kepala SMA 

Rahmani yah Sekayu : 

"seperli ymtg sudah dijelaskan sebelumnya bahwa tidak ada unit
unit khusus yang dibentuk untuk me!ak.!:anakan kebijaknn seko!alt 
gratis inl pada tingkat sekolah. Sumber daya manusia yang 
berperan ada!aft untuk masalah adminislrasi keuangan itu 
dilakukan oleh seorang bendalwra. sedangkan admtnistrasi 
umumnya o/eh seorang tala usaha, se!ain itu sudah umtu kepala 
seko/ah juga lerlibar· (HI, Kcpala Sekolah, 15 April 2009). 

Untuk peralatan yang digunakan dalam mcndukung pengdolaan 

adiministrasl kebijakan gratis ini baik dalam pengolahan data atau penyimpanan 

data, kedua sekolah menggunakan fasilitas komputer. 

4.2.3 Sikap Pe1aksana 

Penyelcnggara kegtatan kebijukan sekoiah gratis ini adalah Dinas 

Pendidikan Nasional Kabupaten Musi Banyuasin, narnun sebagai unsur pelaksana 

atau pcngelola kebijakan sekolah gratis yang diserahi tanggung jawab oleh Dinas 

Pcndidikan Nasional Kabupalen Musi Banyuasin adalah Sub Bagian Perencanaan 

dan Sistcm Informasi, 

Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan bahwa sikap pelaksana dalam 

hal ini Sub Bagian Perencanaan dan Sistem InforrlU:isi benar-benar menunjukkan 

adanya kcmauan untuk melaksanakan kebijakan sesuai dengan ketentuan

ketcntuan yang ada di dalam kcbijakan sckolah gratis tersebut Hal ini hisa dilihat 
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bagaimana Sub Baglan ini mengelo[a kegiatan mulai dari perencanaan usulan 

keglatan sampai pada pelaksanaan kegiatan yang sesuai dengan tujuan yang akan 

dicapai dari kebijakan tersebut. 

Dalam wawancara dengan Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Sisteru 

Infonnasi mengenai sikap pelaksana kebijakan, bel1au mengatakan : 

"kami sebagai unit organisasi yang ditunjukkan untuk 
bertanggung jawab dalam mengelola kegiatan kebijakan sekofah 
gratis ini. harus benar-benar mempunyai komilmen yang tinggi 
dalam melaksanakan kebijakan tersebut. Hal ini kami lakukan 
tentunya untuk mencapai apa yang menjadi tujuan kebijakan itu 
sendiri, yaitu membantu meringankan beban orang tua siswa 
tero.tama yang tidak mampu, kemudian juga membuat seluruh 
anak usia sekalah yang ada di Kabupaten Musi Banyuasin ini 
dapat bersekolah sesuai dengan jen}ang pendidikannya masiltg
masing yang pada akhirnya akan dapat mempercepal terwujudnya 
kesejahteraan masyarakat" 

Lebih lanjut beliau mcngatakan : 

"Strategi yang kami lakukan adalah menuju suatu keadilan, 
artinya setiap masyarakat mempunyai hak yang sama dalam 
menyekolaltlatn anaknya, jadi dengan sendirinya anak ber!omba
lomba untuk be/ajar dengan menggunakan fasilitas yang sudah 
disiapkan tanpa dipungut biaya apapun ". (FI 1 Pemerintah 
Kabupaten Musi Banyuasin, l3 April 2009). 

Dalam wawancara dengan Kepala SMA Negeri 2 Sekayu, beliau 

mengungkapkan bahwa : 

''Kebijakcw Sekalah gratis sangai mcmbantu orang tua siswa 
terulama untuk orang tua yang tidak mampu, selain itu kebi)akan 
ini merupakan komitmen pemerintalz daerah da/am melaksanakau 
amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 
Pendidikan Nasional. karena itu kami sebagai pihak yang terlibat 
di tingkat sekolah bertekad untuk meuyukseskarr kebijakan ini. 
Karena apa yang menjadi tujuan dari kebijakan ini kami patrdang 
sebagai suatu hal yang sangat positi[. oleh sebab itu kami sangal 
mendukung kebijakan sekolah gratis ini" (WN, Kepala Scko!ah, 
15 April 2009). 

Hal senada juga diungkapkan o1eh Kepala Sekolah SMA Rahmaniyah 

Sekayu, yaitu scbagai berikut: 

"kebijakan sekolah gratis ini, kami pandang sebagai hal yang 
saHgat positif, oleh karena itu, kami sebagai pelaksaHa kebijakan 
di ibrgkat sekolah sangal mendukung kebijakan illi, hal ini kami 
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perlihalkan deugan me/aksanakan kebijakan ini di tingkat sekolalt 
sesuai dengan segala kelentuan pang ber/aku terutama masa/ah 
pengalokasia.n dari dana subsidi pengganti BP~J yang diberikan" 
(HI, Kepala Sekolah, 15 April 2009). 

4.2.4 Struktur Birokrasi 

ll l 

Berdasark<In hasll pengamatan dalam penelitian ini bahwa struktur 

birokrasi yang ada pada Dlnas Pendidikan Kabupaten Musi Banyuasin bekerja 

sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang tclah ditetapkan dalam Peraturan 

Bupati Musi Banyuasin Nomor S Tahuo 2008. Sedangkan untuk Sub Bagian 

Perencanaan dan Sistem Informasi yang merupakan pengelola kebijakan sekolah 

gratis, sangat membantu dan tidak menyulitkan sama sekalL Hal lni penulis amati 

mulai dari pendataan jumlah siswa yang pada tahun-tahun berikutnya hanya 

dengan mengirimkan kuisioner untuk diisi oleh pihak sekolah mengenai 

pembahan data siswa setiap tahunnya. Selain ltu yang terlihat lebih jelas bahwa 

struktur birokrasi yang ada sangat mempermudah dalam proses pengambilan dana 

bantuan yang diberikan. Hal ini dikarcnakan adanya kerjasama dengan pihak 

ketiga yaitu Bank Sumsel. Layanan yang diberikan pihak Bank Sumsel dalam 

proses pencairan dana bantuan tersebut discsua.ikan dengan data yang telah 

diberikan oleh pihak Dinas Pendidikan Nasionalterlebih dahulu. 

Hal tcrsebut dibenarkan oleh Kepala Sekolah Rahmaniyah dan JUga 

Kcpala SMA Negeri 2 Sekayu. Berikut petikan wawancara dengan Kepala SMA 

Rahmaniyab Sekayu: 

"Kami selalu mengambil uang bantua11 sekolah dari Pemerintah 
Kabupalen Musi Banyuasin di Batlk Sumsel, sebelumnya lerlebih 
dahuitt kami dfberitahu bahwa dana bantuan unll<k sekolah
sekolah sudah keluar dan stop diambit di Bank Sumsel. Di sana 
sudah ada daftar nama-nama sekolah yang menerima baruuan 
beserta jumla!J nominal uang yang diterima, prasedur birokrasi 
seperti ini sama sekali iidak menyulitkan malah sangat membantu. 
karena proses pengambilan dana bantuan sangat mudah" (HI, 
Kepala Sekolah, 15 April2009). 

Hal senada juga disampaikan olch Kcpa:la SMA Negcri 2 Sekayu : 

"Bantucm yang diberikau olelt Pemerintah Kabupaten 1\tfusi 
Banyuasin liisalurkan melalui Bank Sumsel. Jadi pengambilan 
dana bantuan tersebut langsung ke Bank Sumsel. Dana yang 
diberikan oleh pilwk Bank Sumsel sesuai de11gan data nama-nama 
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sekolah dan jumlah siswa tiap-tiap sekolah yang telalz diberikan 
terlebih dahu!u oleh Dinas Pendidikan Nasional. Jadi dalam hal 
pengambilan bantuan ini kami pihak sekolah tidak menemukan 
kesulitan sama sekali. Birokrasi yang ada tidak menyulitka11 sama 
sekali, karena dipermudah dengan adanya ke1ja sama dengan 
pihak kctiga dalam Ira/ fni adalah Bank Sumse/" (WN1 Kepaia 
Sekolah, I 5 April 2009), 
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BABS 

ANAL!SA PENELITIAN 

Pcndidikan dipandang sebagai satah satu sektor yang memiliki penman 

penting dalam upaya meningkatkan harkat dan martabat manusia. Seperti yang 

diungkapkan oleh Tilaar dalam Fatah (Bab 2, h.34) bahwa pendidikan bertugas 

untuk mengembangkan kesadaran dan tanggung jawab setiap warga negara 

tcrhadap kelanjutan hidupnyal bukan saja terhadap Jingkungan masyarakatnya dan 

negam, juga terhadap umat manusia. Jelasnya, pendidikan mengandung muatan 

misi untuk mengembangkan manusia baik sebagai individu maupun. warga 

masyarakat atau warga negara, Karena itu pula pendidikan merupakan proses 

yang herlangsung lerus untuk mengembangkan manusJa. Melalui proses 

pend!dikan terjadi pembentukan dan pengembangan kepribadian, pendidikan juga 

sebagai proses latihan yang mencakup aspck pengetahuan (knowledge), 

keterampilan (skill) dan kepribadian (character), terutama diiakukan dalam suatu 

bentuk formula kegiatan pendidikan (pcrsekolahan). Karena itu tidak berlebihan 

apabila dikatakan meskipun secara makro peningkatan sumber daya manusia juga 

mencakup aspek ekonomi, namun dimensi utama dan kuncinya adalah 

pendidikan, karena secara umum pendidikan mempunyai peranan yang sangat 

sentral dalam mendorong individu dan masyarakat untuk mencapai kemajuan di 

semua aspek kehidupan. 

Sepcrti diungkapkan pada bab satu mengenai latar be!akang pcnelitian 

bahwa pemberlakuan otonorni daerah rnemberikan dampak yang cukup bcrarli 

bagi Kabupaten Mus! Banyuasin dalam menentukan arah pembangunan di bidang 

pendidikan. Melalui otonomi daerah ini, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin 

mengeluarkan suatu kebijakan di bidang pendidJkan yaitu kebijakan sckolah 

gratis. Hal ini sejalan dengan yang diungkapkan oleh Wayong dalam Hasbullah 

{Bab 2, h.32) bahwa otonomi daerah adafah kebebasan untuk merneiihara dan 

mcmajukan kepentingan khusus daerah, dengan keuangan sendiri. mcnentukan 

huknm sendirt, dan pemerintahan sendiri. 
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5.1 Implementasi Kebijakan SekoJah Gratis di Kabupaten Musi Banyuasin 

Pelaksanaan kebijakan adalah ses:uatu yang penting bahkan jauh lebih 

penting dari pembuatan kebijakan~kebijakan hanya berupa implan atau rencana 

yang tersimpan rapi dalam arsip kalau tidak diimplementasikan. Namun, dalam 

implemcntasi kebijnkan seringkali terjadi gap (kesenjangan) antara yang 

diharapkan dengan kenyataan (Bab 2, hA2). 

Berkaitan dengan hal tersebut, Implementasi kebijakan sekolah gratis agar 

dapat mencapai apa yang menjadi tujuannya harus dipersiapkan dengan baik. Hal 

ini disebabkan karena implementasi kebijakan sekolah gratis merupakan 

kebijakan yang sangat krusiaL Bersifat krusial karena bagaimanapun baikny.a 

suatu kebijakan sekolah gratis, kalau tidak dipersiapkan dan direncanakan secara 

baik dalam implementasinya, maka apa yang menjadi tujuan kebijakan seko1ah 

gratis tidak akan efektif. Seperti yang dikemukakan oleh Jones (Bab 2, h.41) ada 

tiga aktifitas yang signifikan dalam proses implementasi agar dapat dilaksanakan 

secara efektif, yaitu organisasi, interpretasi dan penerapan, Sejalan dengan hal itu 

maka penulis akan menganaHsis implementasi kebijakan seko!ah gratis di 

Kabupaten Musi Banyuasin berdasarkan pada organisasi, interpretasi dan 

pencrapannya. 

5.1.1 Organisasi dalam Pelaksanaan Kebijakan Sekotah Gratis 

Kebijakan sekolah gratis di Kabupaten Musi Banyuasin merupakan 

kcbijakan di bidang pendidikan. Kebijakan ini hadir berkat adanya kewenangan 

pengeloiaan pendidikan yang berubah dari sistem sentralisasi ke sistem 

desentralisasi, yang berarti pemerintah daerah mempunyai kewenangan yang lebih 

luas dalam membuat perencanaan dan mengambil keputusannya sendiri dalam 

mengatasi permasalahan di bidang pendidikan. Hal ini sejaian dengan teori 

desenlralisasi yang dikembangkan oleh Fasli Djalal, dkk (Bab 2, h.35), yaitu 

adanya relasi antara desentralisasi dengan manajemen pendidikan, selain itu juga 

scsuai dengan apa yang dikemukakan oleh Halim dalam Hasbullah (Bab 2. h.JS) 

bahwa dcscntralisasi pendidikan berarti terjadinya pelimpahan kekuasaan dan 

wewenang yang lebih luas kepada daerah untuk membuat perencanaan dan 

mengambi! keputusannya sendiri dalam mengarasi permasalahan yang dihadapi dt 

bidang pendidikan. 
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Datam meng[mplememasikan suatu kebijakan tentunya dibutuhkan unit

unit cerlentu atau organJsasi sebagai pelaksana kebijakan. Sebagaimana 

dikemukakan oleh Soenarko {Bab 2, h.41) bahwa organisasi dalam pelaksanaan 

kebijakan dimaksudkan sebagai pembentukan atau penataan kembali badan-badan 

atau unit-unit bescrta metode-metode yang diperlukan untuk menyelenggarakan 

rangkaian kegiatan guna mencapai tujuan yang terkandu:ng dalam kebijakan. 

Dinas Pendidik'c.n Nasional meropaknn suatu organisasi pemerintah yang ada di 

Kabupaten Musi Banyuasin yang bergerak di bidang pendidikan. Keberadaan 

institusi Dinas Pendidikan Nasional meialui tugas pokok dan fungsinya memiliki 

pcran dan tanggung jawab yang besar untuk keberhasilan proses pembangunan 

smnbcr daya manusia di Kabupaten Musi Banyuasin. Berkaitan dengan hal itu 

Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Musi Banyuasinlah yang ditunjuk sebagai 

unsur pelaksana yang bertanggung jawab dalam melaksanakan kebijakan sekolah 

gratis ini. 

Tidak bisa dipungkiri bahwa jika kita berbicara tentang organisasi 

tentunya tidak lcpas dengan sesuatu yang disebut dengan struktur organisasi. 

Struktur merupakan cara yang selaras dalam menempatkan manusia sebagai 

bagian organisasi pada suatu hubungan yang relatif tctap. yang sanga! menetukan 

pola-pola Lnteraksi, koordinasi dan tingkah laku yang berorientasi pada tugas, 

Struktur dapal dikatakan sebagai hubungan yang relatif tefap sifatnya, karena 

merupakan cara suatu organisasi menyusun orang-orangnya untuk menciptakan 

sistcm kerjasama. Pencennatan struktur organisasi dalam penelitian ini mencakup 

spcsialisasi pekerjaan, rentang kendati serta hirarkhi organisasi yang berlaku pada 

Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Musi Banyuasin. Jika me!ihat struktur 

organisasi Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Musi Banyuasin, terlihat 

bcrcorak pada model Wcberian (Bab 2, h.42) di mana dalam susunan 

organisasinya ada pemhagian kerja1 pekerjaan dari sctiap bidang dipecah~pecab 

sampai ke pekerjaan-pekcrjaan yang sederhana dan rutin pad a subwsub bidang dan 

diteiapkan denga11 jclas. Selain itu hirarki wewenangnya jelas, di mana 

memastikan bahwa setiap jabatan yang lebih rendah berada di bawah supcrvisi 

dan kontrol dari yang lebih tinggL Adanya formalisasi yang Hnggi, 

kctcrgantungan kepada peraturan dan prosedur yang formal unluk memastlkan 
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adanya keseragaman dan untuk mengatur perilaku pemegang pekerjaan. 

Hubungan-lmhungan antar bidang dan antara atasan dan bawahan tidak 

didasarkan atas hubungan pribadi (impersallal). Pengambitan keputusan mengenai 

peoempatan pegawai yang didasarkan atas kemampuan, seperti halnya melibatkan 

bendahara Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Musi Banyuasin daJam 

pengelolaan kegiatan kebijakan sekolah gratis yang sesuai dengan keahliannya di 

hi dang keuangan. 

Berdasarkan ha) itu penunjukkan Sub Bagian Perencanaan dan Sistem 

Informasi di dalam Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Musi Banyuasin 

sebagai Tim Panitia Pengelola kebijakan sekolah gratis ini memang sudah sesuai 

dengan tugas pokok dan fungsi dari sub bagian tersebut, dengan demikian tidak 

ada unit-unit barn yang dibcntuk oleh Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Must 

Banyuasin untuk melaksanakan kebijakan sekolah gratis. 

Pada peiaksanaan di tingkat di sekoJahpun tidak ada pembentukan unit

unit khusus untuk melaksanakan kehijakan sekolah gratis. Dalam hal ini semua 

plhak memanfaarkan uniHmit yang memang sudah ada, jadi dengan dernikian 

tidak mcnambab panjang struktur organisasi yang ada, struktur organisasi yang 

efislen atau kaya fungsi bisa tercapaL 

Dari apa yang telah dilakukan oleh Sub Bagian Perencanaan dan Sistem 

lnformasi dalam mclaksanakan implementasi kebijakan sekolab gratis mulai dari 

pcrcncanaan usul kegiatan sampai pada pelaksanaan kegialan berdasarkan hasil 

tcmuan di lapangan sudah dilakukan dengan baik, di mana kegiatan-kcgiatan 

tersebut sesuai dengan prosedur yang berlaku, scperti pada saat prosedur 

pengajuan anggarnn untuk pernbiayaan kebijakan sekolah gratis. 

Sebagaimana hasH temuan yang telah diuraikan sebelumnya disebutkan 

bahwa dalam penyusunan anggaran kebijakan sekolah gratis dibuat clalam satu 

paket yaitu dana subsidi pengganti BP-3 agar lebih mempermudah 

pengadministrasian karcna jcnisnya sama, mempersingkat birokrasi dan juga 

pendistribusiannya bisa dilakukan dalam waktu yang sama, selain itu juga strategi 

yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Musi Banyuasin 

ada!ah pendidikan menuju suatu keadilan, setiap masyarakat mempunyai hak yang 

sama daiam menyekolahkan anaknya. Ini berarti bahwa Dinas Pcndidikan 
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Nasional Kabupalen Musi Banyuasin dalam hal ini Sub Bagian Perencanaan dan 

Sistcm [nformasi berpegang pada prinsip efistensi dan keadiian. Prins!p ctisiensi 

dan keadilan ini ditemukan sejajar dengan prinsip yang dinyatakan pada pasal 48 

ayat (I) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 teotang Sistem Pcndidikan 

Nasiooal yang menyebutkan bahwa : •<pengelolaan dana pendidikan berdasarkan 

kepada prinsip keadilan, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas publik. Dengan 

demikian, terdapat kcsejajaran antara kebijakan pendidikan di tingkat nasional 

dengan di daerah Kabupaten Musi Banyuasin. 

5.1.2 Interpretasi dalam Pelaksanaan Kebijakan Sekolah Gratis 

Dalam proses implementasi sebua.h kebijakan, interprctasi adalah hal yang 

penting yang harus dilakukan. Ini penting dilakukan karena salah satu penyebab 

kegagalan dala.m implementasi suatu kebijakan karena adanya kesalahan dari 

pelaksana kebijak:an dalam menginterpretasikan apa yang dimaksud dan menjadi 

tujuan dari kcbijakan yang dibuat. Dengan kata lain keberhasllan Lmplementasi 

kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang hams dilakukan. 

Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus di transmisikan kepada 

kclornpok sasaran (target group) sehingga akan mengurang1 distorsi 

implementa:Si. Hal lni sejalan dengan apa yang diutarakan oleh Soenarko 

(Bab 2, b.41) babwa interpretasi dalam pelaksanaan kebijakan adalab berusaha 

untuk mengerti apa yang dimaksurlkan oleh pembentuk kebijakan dan mengctahui 

betul apa dan bagaimana tujuan akhir dari kebijakan itu . 

Daiam kaitannya dengan implcmcntasi k.ebijakan sekolah gratis di 

Kabupaten Musi Banyuasin. jika dilihat dari hasil temuan di lapangan, interpretasi 

dari Sub Bagian Perencanaan dan Sistem Infonnasi sebagai unsur pelaksana 

kebijakan sekolah gratis daJam irnplementasi kebijakan sekolah gratis ini sudah 

sesuai dengan apa yang dimaksud dalam kebijakan tcrsebut, seperli disebutkan 

dalam kcbijakan bahwa bantuan dlberikan dalam bcntuk dana subsidi pengganti 

BP~3 dan biaya rutin. Selain itu juga dijelaskan bahwa dana subsidl pengganti 

BP~3 dianggarkan 65% untuk kesejahteraan guru, 25% kegiatan belajar mengajar 

dan I 0% untuk kegiatan OSIS dan ekstra kurikuler, dan berdasarkan hasil temuan 

di lapangan hal ini bcnar-benar dilaksanakan sesuai dengan isi kcbijakan. 
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Pelaksana kebijakan sekolah gratis di Kabupaten Musi Banyuasin sangat 

memahami apa yang menjadi tujuan dad kebijakan ini, yaitu meringankan beban 

masyarakat untuk menyekolahkan anaknya serta rneningkatkan pemerataan di 

bidang pendidikan dengan memberikan kcsempatan kepada seiuruh anak usia 

sekolah untuk dapat bersekolah tanpa dlbebani biaya pendidikan, di rnana tujuan 

akhir dar[ kebijakan ini adalah mewujudkan kesejahteraan sosial masyarnkat, ini 

scjalan dengan apa yang diungkapkan oleh Midgley (Bab 2, h.22) bahwa ada tiga 

elemen menciptakan kondisi kesejahteraan sosial : perJama, sejauhmana rnasalah

masalah sosial diatur, kedua, seja.uhmana kebutuhan-kebutuhan dipenuhi, dan 

ketiga, sejauhmana kesempatan unluk meningkatkan tarafhidup dapat disediakan. 

Adanya komunikasi yang baik antara Dinas Pendidikan Naslonal 

Kabupaten Musi Banyuasin sebagai pJbak pemerintab dengan pihak sekolah 

dalam proS,es implernentasl kebijakan sekolah gratis ini memberikan kernudahan 

bagi Dinas Pendidikan NasionaJ untuk menginforrnasikan maksud dari kebijakan 

scko!ah gratis kepada pihak sekolah yang dalam penelitian ini adalah SMA 

Rahmaniyah Sekayu dan SMA Negeri 2 Sekayu. Hal ini dimaksudkan agar pihak 

sckolah mempunyai interpretasi atau pemaharnan yang sarna mengenai prosedur 

dan tujuan dari kebijakan, sehingga pihak sekolahpun bisa memberikan dukungan 

yang positif untuk kebcrhasilan kebijakan sekolah gratis, sebagaimana 

diungkapkan oleh Edwards dalam Jones (Bab 2, h.43) bahwa kebutuhan utama 

hagi keefektifan pelak:sanaan kebijakan adaJah bahwa mereka yang menerapkan 

keputusan haruslah tabu apa yang sebarusnya mereka lakukan. Jika kebijakan 

ingin dilaksanakan dengan tepat. araban serta petunjuk pelaksanaan tidak hanya 

diterima tctapi juga barns jelas, dan jika tidak je[as para pelaks.ana akan 

kebingungan tentang apa yang seharusnya mereka lakukan, dan akhirnya mereka 

akan mcmpunyai kebijakan tersendiri dalam.. memandang penerapan kebijakan 

tersebut, yang mana pandangan ini seringkali berbeda dengan pandangan atasan 

mereka. 

Sebagaimnna basiJ temuan di lapangan bahwa Sub Bagian Perencanaan 

dan Sistcm Informasi dengan pihak sekolah yaitu SMA Rahmaniyah Sekayu dan 

SMA Negeri 2 Sekayu memiliki pemahaman yang sama dalam hal alokasi 

anggaran 65% untuk kesejahteraan guru ini adalah berupa pemberian insentif 
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kepada guru sesuai dengan beban kcrja mereka masing-masing, demikian juga 

untuk alokasi 25% dan l 0% itu disesuaikan dengan kebutuhan dan kegiatan 

sckolali masing-masing. Dalam artian bahwa setelah dana bantmm tersebut sudah 

dlberikan kepada pihak sekolah rnaka itu sudah merupaknn kebijakan sekolah 

bagaimana mengatur alokasi anggaran masing-masing kebutuhan atau kegiatan 

yang tentunya disesuaikan dengan ketentuan dalam kebijakan sekolah gratis. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa interpretasi yang sama dan sesuai 

dengan a.pa yang dimaksud oleh kebijakan antara unsur pelaksana Dinas 

Pendidikan Nasional Kabupaten Musi Banyuasin dengan pihak-pihak terkait yaitu 

sekolah telah rnembetikan dampak yang positif bagi keberhasiran implementasi 

itu sendirL 

5.1.3 Penerapan dalam Pclaksanaan Kebijakan Sekolah Gratis 

Suatu kebijaka.n hams diimplcmentasikan agar mempunyai dampak atau 

tujuan yang diinginkan. Da[am proses implementasi, aplikasi atau penerapan 

menurut Jones (Bab 2, h.41) merupakan salah satu aktifitas yang sangat 

slgnlfikan untuk keberhnsilan implcmentasi kebijakan tersebut. ApJikasi dalam 

pclaksanaan kebijakan adalah penerapan sega!a keputusan dan peraturan

peraturan~peraturan dengan rnelakukan kegiatan-kegiatun untuk tercalisasinya 

lujuan kebijakan itu {Soenarko, Bah 2, h.41). 

Kebljakan sekolah gratis di Kabupaten Musi Banyuasin seperti yang telah 

dikctahui merupakan kebijakan pemerintah dalam hentuk pembebasan biaya 

sekolah negeri dan swasta dari tingkat SD, SLTP sampai dengan SLTA. 

Kehijakan sekolah gratis dilaksu.nakan sejak tabun 2003 sampai dengan sehrang, 

Kebijakan ini hadir bermula dari adanya kemauan politik (political will) 

Pcmerintah Kabupaten Musi Banyuasin untuk meningkatkan kualitas SDM di 

daemh ini, di mana bupati yang menjabat pada saat itu adalah Alex Noerdin, 

}Iamun sampai akhir masa kepemimpinan beliau hingga di gantikan dengan 

kepemimpinan bupati yang baru ( Fahri Azhari), kebijakan sekolah gratis ini tetap 

di!anjutkan. Karena kebijakan sekolah gratis ini merupakan kcbijakan di bidang 

pendidikan dalam rangka memenuhi hak pendidikan bagi seluruh warga 

Kabupaten Musi Banyuasin yang mengedepank;m prinsip keadilan untuk 

pcrluasan akscs pendidikan ma.syarakat. Dengan dernikian jika dikaitkan dengan 
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pembangunan sosial, kebijakan sekolah gratis adalah kebijakan di bidang 

pendidikan yang merupakan bagian dari pembangunan sosial seperti yang 

diungkapkan oleh Suharto (Bab 2, b. 29). Selain itu bahwa adanya keberlanjutan 

(sustainability) dari kebijak:an sekolah gratis ini meskipun sudah ada perga:ntian 

kepemimpinan. 

Penerapan kebijakan sekolah gratis ini seperti telah disebutkan sebelumnya 

bahwa dilaksanakan dengan prinsip kesamaan dan kerataan keadilan dalam 

pendidikan. Implementasi kebijakan yang bersifat khas adalah tidak ada 

pembedaan pembcbasan sekolah antara murid kaya dan miskin. Padahal logika. 

yang berkembang adalah pendidikan bersifat subdisi silang, di mana anak~anak 

orang kaya membayar biaya pcndidikan, kalau perlu lebih mahal1 semen tara yang 

miskin dibebaskan. Untuk Kabupaten Musi Banyuasin, anak orang kaya dan 

misk!n diperlakukan sama dalarn pembebasan biaya sekolah, Penerapan keDijakan 

ini berupa pemberian bantuan dana suhsidi pengganti BP-3 dan biaya rutin. 

Alokasi anggaran lebih dari 20% yang disedlakan olch Pemerintah Kabupaten 

Musi Banyuasin untuk dana pendidikan merupakan suatu komitmen yang tegas 

dari Pemcrintah Kabupaten ini dalam melaksanakan Undang-Undang Nomor 20 

Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 

5.1.3.1 Pemhiayaan Kebijakan Sekolah Gratis 

I. Dana Subsidi Pengganti BP~3 

Sebagaimana basil temuan di lapangan bahwa besarnya dana subsidi 

pengganti BP-3 untuk tiap-tiap sekolah adalah bertingkat sesuai dengan standar 

analisa kebutuhan untuk tiap-tiap sekolah dan juga berdasarkan pada berapa 

jumlah rupiah uang yang dipungut oleh pihak sekolah ketika masih berlaku iuran 

BP-3 sesuai harga pasaryalig bedaku dengan tingkat kewajaran. 

Hal ini menunjukkan bahwa dalam mengajukan anggaran untuk bantuan 

sckolah ini mempunyai .s!andar yang jelas. Standar yang jclas berarti scsuai 

dengan Analisa Standar Befanja., ya.ng mana di dalam Peraturan Pemerintah 

Nomor 58 Tahun 2005 Pasal 39 ayat (2) menyebutkan "Penyusunan anggaran 

dilakukan berdasarkan capaian kinerja, indikator klnerja, analisis standar belanja, 

standar satuan harga, dan standar pclayanan minima!. Penentuan besarnya ni!ai 

nominal banluan yang akan didistribusikan dalam kcgiotan sckolah gratis 
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merupakan hasil dari pembahasan dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah 

ketika dalarn pembahasan usulan kegiatan unit kerja. Besamyu bantuan juga 

dikaitkan dengan jumlah siswa sekolah masing-masing dengan demikian dapat 

diasumsikan penerimaan sekolah kelika pada \vaktu masih berlaku pungutan BP-3 

dibandingkan dengan penerimaan sekolah dengan jumlah dana yang diterima 

dalam program bantuan sekolah ini sama besamya. 

Guru merupakan kekuatan utama dalam menggerakkan sekolah, karena 

merupakan agen pengalih ilmu kepada peserta didik Hal inilah sepertinya yang 

melatarbetakangi alokasi anggaran 65% untuk kesejahteraan guru dari dana 

subsidi pengganti BP-3, selain itu juga, ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 

14 Tahun 2005 ten tang Guru dan Dosen, yang pada pasal 18 menyebutkan bahwa 

Pemcrintah wajib memberikan tunjangan khusus kepada gum, 

Untuk pcmberian bantuan berupa dana subsidi pengganti BP~3 antara 

sekolah SMA Negeri 2 Sekayu dengan SMA Rahmaniyah Sekayu tidak ada 

pcrbcdaan. Begitupun dalam peruntukkan dana pcnggantl BP-3 yang masing

masing dialokasikan 65% untuk kesejahteraan guru, 25% untuk kegiatan belajar 

mengajar dan l 0% untuk kegiatan osis dan ckstra kurikuler. Jni berarti bahwa 

Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin tidak membeda-bedakan dalam 

memberikan bantuan dana subsidi pengganti BP-3 antara sekolah negeri dan 

sekolah swasta, 

2. Bantuan Biaya Rutin 

Pemerintah Kabupatcn Musi Banyuasin dalam kebijakan sekoluh gratis 

tidak hanya membebaskan biaya sekolah tetapi juga memberikan perhatian 

kepada kebutuhan operasional sekolah, yaitu dalam benluk biaya rutin, karena 

sccara logika penyelenggaraan pendidikan di sebuah sekolah tentunya 

membutuhkan biaya operasional atau pemeliharaan sckolah, baik itu untuk 

pemcliharaan gedung, membayar listrik, telpon. air, dH. 

Bantuan biaya rutin dari Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin ini hanya 

dipcruntukkan bagi sekolah-sckolah negeri yang ada di bawah naungan 

Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin, sedangkan untuk sekolah-sekoiah 

swasta dan sekolah-sekolah yang ada di bawah Dcpartemen Agama tidak 

mcndapatkan bantuan biaya rutin ini. Hal ini sebenamya bukan karena Pcmerintah 
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Kabupaten Musi Banyuasin berat sebelah atau lebih mementingkan sekolah negeri 

namun lebih karem.1 keuangan daerah yang belum memungkinkan untuk 

memberikan bantuan bjaya rutin juga kepada sekolah swasta ataupun sekolah 

yang ada di bawah naungan Departemen Agama, ini berarti bahwa apa yang telah 

Pemerinrah Kabupaten Musi Banyuasin daiam proses penerapan kebijakan 

sekolah gratis menyesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada. Hal ini sejalan 

dengan teori seperti yang diungkapkan o!eh Soenarko (Bab 2, h.41) bahwa da!am 

suatu penerapan memuat apa yang disebut adapted impleme11tation, yaitu 

pelaksanaan dengan memperhatikan dan menyesuaikan dengan keadaan untuk 

keberhasilan tercapainya tujuan suatu kebijakan. Lagi pula di samping ltu sekolah 

swasta biasanya didirikan oleh sebuah yayasan yang tentunya mernberikan 

bantuan biaya operasional sekolah yang didirikannya. 

SMA Rahmaniyah Sekayu merupakan sekolah swasta. yang didirikan oleh 

Yayasan Rahmany Sekayu. SMA ini mendapatkan bantuan biaya rutin untuk 

operasional sekolah dari yayasan pendirinya, yaitu dengan melakukan subsidi 

silang antam perguruan tinggi swasta Rahmany dengan SMA Rahmaniyah 

Sckayu, sclain itu juga untuk bantuan biaya rutin ini, SMA Rahmani yah dapatkan 

melalui penarikan dana bagi siswa barn yang disebut "uang pembangunan". 

Da!am hal ini Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin mernberikan kelonggaran 

kepada pihak sekolah swasta untuk menarik uang pembangunan tersebut. Namun 

untuk sckolah negeri sama sekali tidak dibenarkan oleh Pemerintah Daemh unluk 

mcnarik dana apapun karena untuk bantuan biaya rutin telah diberikan bantuan. 

Besarnya biaya rutin untuk tiap~tiap sekolah negeri berdasarkan dari 

jenjang dan jenis pendidikan, lni berarti bahwa Pemerintah Kabupaten Musi 

Banyuasin memberikan bantuan biaya rutin benar-benar menyesuaikan dengan 

kcbutuhan sekolah. Pada SMA Negeri 2 Sekayu biaya rutin yang diterima oleh 

sekolah ini sama dengan sekolah-sekoiah negcri yang lain untuk tingkat SMA 

yoitu sebcsar Rp. !3.000.000 per bulan. 

5.1.3.2 Proses Pcngambilan da.n Pendistribusian Dana Anggaran 

Pada proses pengambilan dan pendistribusian dana anggaran kepada tiap

tiap sekolah terlihat bahwa adanya kerjasama pihak DimAs Pcndidikan Nasional 

Kabupatc:u Musi Banyuas:in dengan Bank Sumsel, di mana penyaluran dana 
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bantuan kc sekolah~sekolah diberikan melalui pihak ke tiga yailu Bank Sumsel, 

yang sebelumnya pihak Bank Sumsel sudah terlebih duhulu memilHd daftar 

nama-nama sekolah dan jumlah dana yang diterima o!eh masing~masing sekolah 

yang diberikan oleh pihak Dinas Pendidikan Nasional K.abupaten Musi 

Banyuasin. 

Mekanisme penyalurnn dana bantuan ke sekolah~sekolah melalui pihak 

ketiga {Bank Sumsel) seperti ini membuat keamanannya lebih terjamin dan nilai 

nominal yang ada pada daftar sama dengan jumlah nominal yang diterima, dengan 

demikian tidak ada pungutan-pungutan atau penyunatan dana yang di1akukan oleh 

pihak Dinas Pendidikan terhadap dana kegiatan kebijakan sekolah gratis, hal ini 

juga bisa mcncegah terjadinya kebocoran-ke~ocoran yang tidak perlu. 

Kerjasama Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Musi Banyuasin dengan 

Bank Sumsel ini sangat rnembantu dan mempermudah pihak sekolah yang 

menerima bantuan kebijakan sekolah gratis. Dengan kerjasama ini, proses 

pengambilan dana bantuan oleh pihak sekolab tidak mengalami kesulitan sama 

sekali, artinya tidak harus melewati birokrasi yang berbelit-belit. 

Dari bcrbagai hasii pcnelitian di lapangan, penulis berkesimpu!an bahwa 

penerapan dalam implementasl kebijakan seko\ah gratis di Kabupaten Musi 

Banyuasin yang diiakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Banyuasin 

sudah sesuai dengan prosedur dan tujuan dari kebijakan itu sendiri selain itu juga 

adanya kerjasama dengan pihak Bank Sumsel serta pemberian dana bantuan yang 

disesuaikan dengan jenjang dan jenis sekolab merupakan suatu pelaksanaan yang 

dilakukan dcngan memperhatikan dan menyesuaikan dengan keadaan yang ada 

untuk tercapainya rnencapai tujuan dari kebijakan sekolah gratis. 

5.2 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi implementasi Kcbljakan Sckolah 
Gratis di Kabupaten Mus.i Banyuasin 

5.2.1 Komunikasi 

Agar implementasi berjalan efektif, maka pihak-pihak yang memiliki 

tanggung jawab untuk mengimplementasikan keputusan harus mengetahui bahwa 

apa yang harus mereka lakukan. Perintah-perintah untuk mengirnpJementa.sikan 

kebijakan barus disampaikan kepada orang~orang yang tcpat secara jelas, akurat 

dan konsisten. ApabHa terdapal kejelasan, konsistcnsi, serta kesera.gaman 
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terhadap sualu standar dan tujuan kebijakan, standar dan tujuan kebijakan akan 

mudah tercapai. Dengan kejelasan itu, para pelaksana kebijakan dapat mengetahui 

apa yang dihar<;~.pkan darinya dan tahu apa yang harus rnereka lakukan. Dalam 

suatu organisasi pubHk, seperti hatnya pemerintah daerah, komunikasi sering 

merupakan proses yang sulit dan komplek. 

Proses pentransferan berita ke hawah di dalam organisasi atau dari suatu 

organisasi ke organisasi lain, dan ke komunikator lain sering mengalami 

gangguan, baik yang disengaja rnaopun tidak. Jika sumber komunikasi berbeda 

memberikan interpretasi yang tidak sama terhadap standar dan tujuan, atau 

sumber informasi sama memberikan interpretasi yang penuh dengan pertentangan, 

maka pada saat pelaksana kehijakan akan menemukan suatu kejadian yang lebih 

suJlt untuk melaksanakan kebijakan secant intensif. Dengan demikian. prospek 

implementasi kebijakan secara efektif, sanga.t ditentukan oleh kejc1asan standar 

dan tujuan kebljakan dan dikomunikasikan kepada para pelaksana kebijakan 

sccara akurat dan konsisten. 

Bcrdasarkan hasil temuan bahwa komunikasi yang difakukan oleh Dinas 

Pendidikan Nasional kabupaten Musi Banyuasin dalam mensosialisasikan 

kebijakan sekolah gratis dl lakukan dengan mengumpulkan semua kepala sekolah 

yang ada di Kabupaten Musi Banyuasin. Hal ini dinilai cukup berhasil dalam 

mcnsosialisasikan kebijakan inL Pihak sekolah yang diwakilkan oleh kepala 

sekolah masing-masing bisa memahami apa yang menjadi tujuan dad kcbijakan. 

Karena sesungguhnya implementasi kebijakan harus diterima oleh semua personel 

dan harus mengerti sccara. jeias dan akurat mengenai maksud dan tujuan 

kebijakan. Hal ini bisa terllbat pada kenaikan Angka Partisipasi Kasar (APK) dari 

tingkat SD, SLTP sampai dengan SLTA serta menurunnya angka buta aksara. Ini 

beratii sosia!isasi kebijakan sekolah gratis yang dilakukan sudah benar-benar 

akurat dan dipahami oleh seturuh masyarakat. Sebagaimana yang diungkapkan 

oleh Edwards lll (Bab 2, h.47) bahwo komunikasi dalam implemenlasi kcbijakan 

mempunyai peranan penting yang tidak hanya bagi implementor, tapi juga bagi 

"policy maker". Implementasi yang efektif akan tercipta bita policy maker da1am 

meminta para pelaksana (implementor) untuk melaksanakan kebijakan tidak 

ltanya dcngan suatu petunjuk yang jelas, retapl yang lcbih penting adalah 
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konsistensi komunikasi yang jelas dan tegas. Per!u dihindari adanya suatu hal 

yang mcnimbulkan kegaduhan, kebingungan diantara pam pelaksana. Hal yang 

lebih penting lagi harus adanya ketctapan dan keakuratan informasi kebijakan, 

sehingga para pelaksana dapat mengetahui dengan jelas, yang seharusnya mereka 

lakukan. 

Selain itu sosiaHsasi kebijakan sekolah gratis ini dibantu oleh pihak~pihak 

sepcrti Dinas Informasi dan Komunikasi Kabupaten :vtusi Banyuasin, Dewan 

Pendidikan, Kantor Departemen Agama beserta jajarannya, Camat, Lorah dan 

Kepala Desa. Ikut berperannya pihak-pihak yang terkait dalam mensosialisasikan 

kebijakan sekolah gratis ini merupakan suatu bentuk dukungan untuk keberhasilan 

kebijakan 

5.2.2 Sumber Oaya 

Berdasarkan temuan di lapangan bahwa sumber daya manusm yang 

dimiliki o[eh Sub Bagian Perencanaan dan Sistem Informasi sebagai Tim 

Pcngeiola Kegiatan Kebijakan Sckolah Gratis sudah cukup, balk itu dari segi 

kualitas maupun dad segi kt:antitlls. Sumbcrdaya manusia yang tidak mcmadai 

Uumlah dan kcmampuan) bcrakibat tidak dapat dilaksanakannya program secara 

sempurna karena mereka tidak bisa melakukan pengawasan dengan baik. Namun 

kegagalan dalam implementasi kebijakan Iebih banyak disebabkan oleh SDM 

yang kurang mernuaskan atau kurang bandaL Jumlah SDM yang banyak tidak 

menjamin suksesnya suatu implcmentasi kebijakan walaupun jumlah SDMI 

menentukan. Dengan demikian bahwa jumlab SDM tersebut harus diimbangi 

dengan kcterampilan atau keahlian. Sebagaimana yang diungkapkan oleh 

Win.amo (Bah 2, b.49) bahwa jumlah staf yang banyak tidak secara otomatis 

mendorong implementasi yang berhasil. Hal ini disebabkan oleh kunmgnya: 

kccakapan yang dimiliki oleh para pegawai pemerintah ataupun staf, narnun disisi 

yang lain kekurangan staf juga akan mcnimbulkan persoalan pellk menyangkut 

implementasi yang berhasil, 

Ketcrlibatan staf lain yaitu seorang bendahara di dalam Sub Bagian ini 

merupakan suatu wujud untuk melengkapi keterampilan dan keahlian SDMnya. 

Di mana bendahara mempunyai keahlian dun mengurusi administrasi dan 

dokumcntasi keuangan. 
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Demikian juga sumber daya manusia yang dimiliki oleh pihak sekolah 

baik itu SMA Negeri 2 Sekayu maupun SMA Rahmaniyah Sekayu dalam 

pelaksanaan kcbijakan sekolah gratis sudah sesuai dengan tugasnya masing

masing seperti dalam hal mengurusi pengelolaan bantuan yang diberikan 

pemcrintah. 

Selain sumber daya manusia, komputer rnerupnknn fasilitas yang 

digunakan untuk mendukung proses implementasi kebijakan sekolah gratis. 

FasiHtas yang dimiliki oleh Sub Bagian Perencanaan dan Sistem Infonnasi serta 

pihak sekolah masih cukup memadai dalam rnembantu kelancaran aktifitas untuk 

proses implementasi kebijakan sekolah gratis. 

5.2.3 Sikap Pelaksana 

Salah satu faktor yang mempengaruhi efektifitas implemc.ntasi kebijakan 

adalah sikap implementor. Jika implemetor setuju dengan bagian-bagian isi dari 

kebija.kan maka mereka akan melaksanakan dengan senang hati tetapi jika 

pandangan mereka berbeda dengan pembuat kebijakan maka proses implementasi 

akan menga!ami banyak masalah. 

Berdasarkan hasil temuan bahwa Sub Bagian Perencanaan dan Sistem 

lnformasi sebagai pelaksana kebijakan sekolah gratis mcnunjukkan suatu 

komitmen yang tlnggi terhadap kebijakan ini. Hal ini terlihat apa yang telah 

dilakukan untuk melaksanakan kebijakan sekolah gratis. mulai dari merumuskan 

perencanaan kcgiat:an sampai pada melaksanakan kegiatan, lennasuk juga dalam 

hal melakukan sosiaHsasi hingga sernua unsur pclaksana hingga ke tingkat 

sckolah memiliki pemahaman yang sama tentang maksud dan tujuan dari 

kebijakan sekolah gratis. Begitu juga apa yang telah dilakukan oleh pihak sekolah 

yailu SMA Negeri 2 Sekayu dan SMA Rahmaniyah Sekay~1 sangat mendukung 

dalarn pelaksanaan kebijakan sekolah gratis ini. 

Bag ian Sub Perencanaan dan Sistem lnformasi serta pihak sekolah ini juga 

sangat memahami maksud dan sasaran kebijakan serta benar-benar melaksanakan 

proses implementasi kebijakan sekolah gratis sesuai dengan tujuan yang ingln 

dicapai dari kebijakan itu. Hal ini dilakulam karena para pelaksana kadangkala 

mungkin memahami maksud dan sasaran program namun seringkali mengalami 

kcgagalan dalarn melaksanakan kebijakan secara tepat karcna mcrcka mc110lak 
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tujuan yang ada didalamnya sehingga secara sembunyi mengalihkan dan 

mengbindari implementasi kebijakan. Hal [ni sesuai dengan yang dikemukakan 

oleh Edwards IIl (Bab 2, h.49) bahwa implernentasi kebijakan, jika ingin berhasil 

secara efektif dan cfisien, para pelaksana tidak hanya harus mengetahui apa yang 

hams dilakukan tetapi juga mempunyai kemarnpuan untuk melaksanakan 

kebijakan tersebut. 

Sebagai kebijakan yang dibuat oleb Pernerintah Kabupaten Musi 

Banyuasin tentunya kebijakan sekolah gratis ini mendapat dukungan yang sangat 

bagus dari Pemerintah Kabupaten Musl Banyuasin, Dukungan dari pemerintah 

daerah ini sangat mempengaruhi pelaksanaan kebijakan dapat mencapai tujuan 

secara efektif dan efisien, Wujud dari duk:ungan pemerintah Kabupaten Musi 

Banyuasin adalab menempatkan kebijakan sekolah gratis menjadi prioritas utama 

kebijakan di bidang pendidikan. 

5.2.4 Struktur Blrokrasi 

Membahas badan pelaksana suatu kebijakan, tidak dapat difepaskan dari 

struktur birokrasi. Struktur birokrasi adalah karakteristik, nonna-norma, dan pola

pola hubungan yang terjadi berulang-ulang dalam badan-badan eksekutif yang 

mempunyai hubungan baik potensial maupun nyata dengan apa yang mereka 

miliki dalam menjalankan kebijakan. 

Berdasarkan temuan di lapangan bahwa struktur birokrasi yang ada pada 

Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Musi Banyuasin sangat mendukung dalam 

pelak.sanaan kebijakan sekolah gratis ini. Seperti terhhat dalam proses penyaluran 

dana kc sekolah-sekolah, sangat tllcmberikan kcmudahan kepada pihak sekolah. 

Kerjasama yang dilakukan antara Pemerintah Kabupaten dengan Bank Sumsel 

membuat birokmsi penyaluran dana jauh Iehih mudah dan [ebih transparan, 

sehingga tidak ada kecurangan-kccurangan di dalamnya. Sebagaimana yang 

diungkapkan oleh Edwards llf (Bab 2, h.50) bahwa struktur birokrasi mcrupakan 

faktor yang mencnLukan kcberhasilan implementasi kebijakan, sebab mesktpun 

sumber untuk mengimplemcntasikan kebijakan cukup dan pelaksana mengetahui 

apa dan bagai mana cara melakukannya, serta mempunyai kemauan untuk 

melaksanakannnya, implemcntasi kebijakan bisa jadi belum efektif karena 

struktur birokasi yang tidak cflsien. Struktur organisasi yang kaya fungsi akan 
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lebih efektif dalam mengimplementasikan kebijakan dibandingkan dengan 

struktur organisasi yang panjang, karena organisasi dengan stroktur yang panjang 

lemah dalam sistem pengawasan. 

Darl semua faktor-faktor yang telah diuraikan di atas, penuHs 

menyimpulkan bahwa faktor yang paling dominan berpengaruh dalam 

implementasi kebijakan sekolah gratis adalah faktor birokrasi~ selain itu juga 

karena faktor blrokrasl mempunyai pengaruh terhadap sikap pelaksana, karena 

seperti yang telah diungkapkan sebelumnya bahwa walaupun pelaksana 

mengetahui apa dan bagaimana cara melakukannya, serta mempunyai kemauan 

untuk melaksanakannnya~ implementasi kebljakan bisa jadi belum efektif karena 

struktur birokasi yang tidak efisien. Namun demikian keempat faktor tersebut 

saling berinteraksi dan saling mempengaruhi, sehingga merupakan sistem yang 

saling ketergantungan dimana suatu kebijakan tidak dapat mencapai sasaran jika 

salah satu komponen tidak berfungsi. Ini merupakan sebuah sistem dimana suatu 

kebijakan tidak dapat mencapai sasaran jika salah satu komponen tidak berfungsL 
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KESIMPULAN DAN REKO:WENDASI 

6.1 Kesimpulan 

lmplementasi kebijakan pada dasamya adalah hal yang menentukan dan 

merupakan tahap yang krusial dalam proses kebijakan publik Hal ini seperti yang 

dlutarakan oJeh Meter dan Horn yang menyatakan bahwa implementasi kebijakan 

sebagai suatu tindakan yang dilakukan oleh publik maupun swasta baik secara 

individu maupun kelompok yang ditujuk:an untuk mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan dalam keputusan kebijakan. 

Sehubungan dengan hal itu, implementasi kebijakan yang dilakukan oleh 

Pemerintah Kabupaten Must Banyuasin merupakan suatu implementasi kebijakan 

di bidang pendidikan, yaitu kebijakan sekolah gratis. [mplementasi kebijakan ini 

sudah berlangsung sejak tahun 2003 sampai dengan sekarang. Berdasarkan data~ 

data yang telah d[uraikan scbeiumnya bahwa kebijakan di bidang pendidikan lni 

telah membuahkan basiL Hai ini secara kuanlitatif dapat dilihat dari menurunkan 

angka buta aksara dan adanya peningkatan Angka Partisipasi Kasar {APK) baik 

dari tlngkat SD sampai dengan SLTA. Berkaitan dengan hal itu maka penulis 

tettarik untuk mengetahui bagaim.ana proses implementasi yang telah dilakukan 

oleh Pcmerintah Kabupaten Musi Banyuasin dalam melaksanakan kebijakan 

sekolah gratis ini serta ftiktor-faktor yang mempengarubi implementasi kebijakan 

sekolah gratis dengan mengambil studi kasus pada SMA Negeri 2 Sekayu dan 

SMA Rahmaniyah Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin. 

Berdasarkan basil analisis yang telah dipaparkan pada bab sebeJumnya, 

dapat disimpulkan bahwa keberhasilan pelaksanaan kcbijakan sekolah gratis di 

Kabupaten Musi Banyuasin tidak lepas dari suatu aktifititas yang dilakukan dalam 

proses implemenlasi kebijakan yaitu organisasi, interpretasi dan penerapan. 

Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin dalam melaksanakan kebijakan sekolah 

gratis ini tidak membentuk organisasi atau unit-unit yang baru. Yang diserahi 

tanggung jawab unluk melaksanakan kebijakan ini adalah Dinas Pendidikan 

Nasional Kabupaten Musi Banyuasin sebagai Dinas yang bergerak di Bidang 
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peudidikan. Proses penyeJenggaraan kebijakan sekolah gratis mulai dari 

perencanaan sampm pada pelaksanaan kegiatan di!akukan oleh Sub Bagian 

Perencanaan dan Sistem Informasi Dinas Pendidikan NasionaL Struktur 

organisasi Sub Bagian ini dilihat dari hubungan vertikal berada dua level ke 

bawab dengan Kepala Dinas. Dilihat dari jumlah personil dan perangkat kerja 

yang digunakan dalam proses perencanaan dan pelaksanaan keglatan kebijakan 

sekolah gratis dapat dikatakan cukop efisien dan efektif. Untuk pelaksanaan 

kebijakan sekolah gratis di tingkat sekolah baik itu SMA Negeri 2 Sekayu dan 

SMA Rahmaniyah Sekayu juga tidak ada dibentuk unit-unit khusus. PeJaksanaan 

kegiatan kebijakan sekolah gratis di tingkat sekolah ini dilakokan oleh seorang 

bendahara sebagai pengelola admlnistrasi keuangan dan tata usaba sebagai 

pengelo\a adiministrasi umum. 

Pclaksana kehijakan baik di tingkat pemerintah daerah maupun di tingkat 

sekolah mempunyai interpretasi kebijakan yang sama dalam pelaksanaan 

kebijakan sekotah gratisj terutama da[am pengalokasian dana subsidi pengganti 

BP-3 yaitu 65% untuk kesejahteraan guru, 25% biaya ATK kegiatan bclajar 

mengajar dan 10% untuk kegiatan osrs dan ekstra kurikuler. 

Penerapan dalam pelaksanaan kebijakan sekolah gratis sudah sesuai 

dengan prosedur yang berlaku. Bantuan dana subsidi pengganti BP-3 yang 

merupakan bentuk bantuan dari kebijakan sekolah gratis diberikan sesuai dengan 

besarnya iuran sckoiah yang dibayar oleh siswa ketika masih berlaku dan 

disesuaikan dcngan perubahan harga. Bcsarnya bantuan dana subsidi pengganti 

BP-3 yang diberikan pada sekolah (SMA Negeri 2 Sckayu dan SMA Rahmaniyah 

Sekayu) berdasarkan pada ban yak jumlah siswa yang ada pada masing-masing 

sekolah, jadi pemerintah tidak membedakan bamuan dana subsidi pcngganti BP-3 

antara sekolah negeri dan swasta. Namun untuk bantuan biaya rutin yang 

digunakan sebagai biaya operasionat sekolnh, Pemerintah Kabupalen Musi 

Banyuasin hanya memberikan bantuan kepada sekolah negeri yang ada di bawah 

pemerintah daerahnya, termasuk SMA Negeri 2 Seka}'ll. Sedangkan untuk SMA 

Rahmaniyah sebagai sekolah swasta tidak mendapatkan bantuan biaya rutin. 

untuk kebutuhan opcrasional sekolah. SMA Rahmaniyah dibantu oleh yayasan 

pendirinya melalui subsidi silang antara universitas swasta dan SMA Rahmaniyah 
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yang keduanya merupakan sekotah dan universitas yang didirikan oleh yayasan 

yang sama, yaitu Yayasan Rahmany. Selain itu sumber biaya operasional SMA 

Rahmaniyah juga didapatkan mclaluJ uang pcmbangunan yang dipungut dari 

siswa pada saat pertama kali mendaftarkan diri sebagai siswa SMA Rahmaniyah 

Sekayu sebesar Rp. 300.000," per siswa, Berdasarkan pada tojuan program, pihak 

sekolah tidak memungut uang BP-3 dari murid sehingga tujuan dari program 

tersebut untuk meringankan beban orang tua slswa berhasH, akan tetapi pungutan 

lain dituar iuran wajib tiap bulan juga masih ada yakni adanya pungutan uang 

pe!ajaran tambahan komputer sebesar Rp.l5.00Q,, untuk SMA Rahmaniyah 

Sekayu. Selain itu ditemukan juga bahwa bantuan sekolah sering ka!i tldak datang 

tepat waktu. Dari penjadwatan pencairan dana yang dlusulkan oleh Dinas 

Pendidikan Nasional Kabupa.ten Musi Banyuasln empat kali dalam satu talmn atau 

satu kali per trlwulan, serlng kali tidak lancar Akibat lebih lanjut dari 

ketcrlambatan turunnya bantuan terscbut pada sekolah adafah pibak sekolah juga 

terlambat membayar tunjangan kelebihan jam mengajar, dan tunjanganMtunjangan 

yang lain. Akibat dari keterlambatan tersebut yang paling terasa adalah bagi guru 

honor rnumi, karena guru honor ini tidak ada pengbasilan bulanan sepertl halnya 

PNS. 

Dalam proses lmplementasi kcbijakan seko1ah gratis di Kabupaten Musi 

Banyuasin juga tidak Jepas dari pengaruh beberapa faktor. Adapun faktor-faktor 

yang mempengaruhi kebijakan tersebut ada!ah komunikasi, sumber daya, sikap 

pelaksana dan struktur birokrasi. Komunikasi yang ditakukan oleh pihak Dinas 

Pendidikan Nasional Kabupaten Musi Banyuasin kepada plhak sekolah daiam 

mensosialisasikan pelaksanaan kebljakan sekolah gratis dinilai cukup berhasil 

karena hal itu mcmbuat pihak sekotah mcmilik( interpreta.si yang sama dalam 

pelaksanaan kebijakan sekolah gratis. ~umber daya manusia yang dimiliki oleh 

Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Musi Banyuasjn maupun pillak sekolah 

sudah cukup, baik dari segi kua!itas maupun kuantitas yang ada. Begitupun untuk 

fasilitas yang digunakan masih sangat memadai dalam mernbanlu kelancaran 

aktifitas untuk proses impicmentasi kebijakan sekolah gratis. Sikap pelaksana 

menunjukkan komitmen yang tinggi terhadap pelaksanaan kebijakan. Mulai dari 

proses perencanaan kegiatan sampai pada pclaksanaan kegiatan d[Jakukan benar~ 
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benar sesuai dengan apa yang dimaksud kebijakan dan tujuan dari kebijakan. 

Struktur birokrasi yang ada pada Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten sangat 

mendukung dalam proses implementasi kebijakan sekolah gratis. karena sangat 

memberikan kernudahan bagi pihak sekolah seperti dalam proses penyaluran 

bantuan kepada pihak sekolah. Dari semua faktor-faktor yang mempcngaruhi 

dalam implementasl kebijakan sekolah gratis, faktor struktur birokrasi yang paling 

dominan. Karena selain berpengaruh dalam implementasi kebijakan sekolah gratis 

juga berpengaruh terhadap sikap pelaksana. Namun dernikian keempat fBktor 

tersebut sa ling berinteraksi dan saling mempengaruhi, sehingga merupakan sistem 

yang saling ketergantungan dimana suatu kebijakan tidak dapat mencapai sasaran 

jika salah satu komponen tidak berfungsL fni merupakan sebuah sistern dimana 

suatu kebijakan tidak dapat menca.pai sasaran jika salah satu komponen tidak 

berfungsi 

6.2 Rekomendasi 

Dalam pCnelitian ini rekomendasi yang ingin disampaikan kepada yang 

berwenaug dalam mcnyelenggarakan kebijakan sekolah gratis, kepada pihak 

sekolah sebagai penerima bantuan dan untuk penelitian selanjutnya adalah sebagai 

berikut: 

I. Pihak Pemerintah Kabupaten harus peka terhadap upaya-upaya pihak sekolah 

yang mengadakan pungutan-pungutan lain yang akan membehani orang tuu 

siswa dengan mencari celah-celah yang dapat dimanfaatkan untuk 

mendapatkan legalisasi dari masyarakat {orang tua siswa) yang ak.himya 

mengurangi tujuan program bantuan sekolah sebingga sekolah menjadi lebih 

mahal kembati. Selain itu untuk menghindari terjadinya hal ini rnaka pihak 

Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin harus adil antara sekolah negeri dan 

sekoJah swasta dalam memberikan bantuan kebijakan sekolah gratis 

khususnya untuk bantuan biaya rutin. 

2. Dalam penyampaian dana bantuan ke sekolah, diharapkan kepada pihak 

Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin, agar diupayakan bantuan setalu tepat 

waktu~ karena pihak sekolah sangat mengharapkan dan sangat bergantung 

pada bantuan tersebul, padahal dis lsi lain pihak seko!ah tidak balch memungut 

iuntn lagi dari murid. Akibat dari keterlambatan bantuan yang ditcrima oleh 
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pihak sekola:h 4ikan mengganggu kinerja dari para guru terutama guru honor 

yang tidak mernpunyai penghasilan lain. Se!ain itu ada kemungkinan apabila 

klncrja para gum menurun, maka prestasi sckolah, mutu pcndidikan secara 

umum akan turun. Jangan sampai tujuan program yang sangat mu!ia terSebut 

jadi merusak prestasi dan mutu pendidikan karena tidak baik dalam 

pelak.'ianaannya, 

3. Pihak sekolalt harus bisa mengantisipasi jika bantuan yang diberikan terlambat 

datang, salah salu cara yang mungkin dilakukan adalah melalui dana talangan. 

Dana talangan ini bisa dipinjamkan dari kas sekolah atau sumber-sumber lain 

yang memungkinkan. Sehingga pihak sekolah tetap bisa membayarkan honor 

guru tepat pad a waktunya. 

4. Untuk penelitian sclanjutnya, sebaiknya memasukkan ana.k (siswa) sebagai 

informan. Karena anak (siswa) juga termasuk yang merasakan darnpak dari 

kebijakan sekolah gratis ini. 
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L..ampiran I. Prom Informan 

-----· l No In forman Profillnfonnan Inisial Jumlah 

I Pejabat Oaerah Usia : 56-an tahun) Pendidikan: S2, YN 1 orang 
1 Kahupaten Jenis Kelarnin: Laki-Laki, 
'Musi Pekerjaan: Sekretaris Daernh 

Banyuasin Kabupaten Musi Banyuasin 
2 Pejabat pada Usia : 50-an tahun, Pendidikan: S2 MA, Fl, 3 orang 

Dinas Jenis Kelamin: Laki-Laki, MO ' 

Pendidikan Pekerjaan: Sekretaris Dinas 
Nasional Pendidikan Nasional Kab. Muba 
Kabupaten 
Musi Usia : 40-an tahun, Pendidikan: S l 
Banyua&in Jenis Kefamin: Laki-Laki, 

Pekerjaan: Kepala Sub Bagian : 

Perencanaan dan Sistem lnformasi i 
Dinas Pendidikan Nasional Kab" 
Musi Banyuasin 

' Usia: 35-an tahun, Pendidikan: Sl 
Jenis Kelamin: Laki-Laki, ' 
Pekerjaan: Bendahara Dlnas 

' Pendidikan Nasional Kab. Muba --r···· 
3 1 Kcpala Sekolah Usia ; 50-an tahun 1 Pendidikan: S I WN, HI 2 orang 

' Kelamin: Jenis Perempuan, 
Pekerjaan: Kepala SMA Negeri 2 

' 
Sckayu 

Usia : 30-an tahun, Pendidikan: S l ' ' Jenis Kelamin: Laki-Laki, : 
' Peketjaan: Kepala Rahmaniyah ~ 

Sekavu : ·-c-······--
4 Guru Usia: 25 an tahun, Pendtdtkan: Sl, LA, Rl 2 orang 

Jenis Kelamin perempuan : ' 

Usia : 25 n tahun Pendidikan: S l . ' 
Jenis Kelamin Laki-Laki -+~~=••--+~~····~--! f-;5c-t-;O:cra'""n'""g----;T;cu~a+;U';'s"'ta""'~ 50 ~ 60 an talmn, NY, KI 2 orang 

Siswa Pendidikan: SMA. Jenis Kelamin I. 
Per~mpuan .. --~ 

:::-=;;---"J"'u"m,lah _______ ---~LIO orang< 
Sumber: HaK!l Penelitian, 2009 
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Lampiran 2. Pedoman \\1awancara 

Bcberapa perlanyaan dalarn pedoman wawancara penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

• Pcjabat Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin 

> Implemenrasi Kebijakan Pendidikan Gratis 

1. Bagimana sebenarnya ide awal dari kebijakan pendldikan 

gratis ini? 

2. Apakah ada lembaga khusus yang dibentuk untuk 

rne[aksanakan kebijakan pendidikan gratis? 

3. !nstansi apa saja yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan 

pendidikan gratis ini ? 

4. Bagairnana alokasi anggaran untuk implementasi kebijakan 

pendidikan gratis? 

5. Bcntuk bantuan yang seperti apa yang dibcrikan dalam 

pelaksanaan kehijakan sekolah gratis ini ? 

6. Bantuan biaya rutin yang dianggarkan itu untuk keperluan apa 

saja, apakab semua sekolah negcn ataupun swasta 

mendapatkan bantuan ini ? 

> Faktor~faktor yang mempengaruhi implemcntasi kebijakan 

pendidikan gratis 

I. Bagaimana proses soslall.sasi kebijakan pendidikan gratis yang 

dllakukan o[eh pemerintah kahupaten Musi Banyuasin '! 

2. Bagaimana dengan SDM untuk pelaksanaan kebijakan ini? 

Apakah mcndukung atau tidak? 

3. Bagaimana dengan sikap pelaksana yang ada'! 

4. Bagaimana dengan struktur birokrasi yang ada? Apakah 

mendukung dalam pelaksanaan kebijakan? 
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• Dinas Pendidika.n Nasional Kabupahm Musi Banyuasin 

>- Implementasi Kebijakan Pend[dikan Gratis 

(Lanjutan) 

L Apakah ada unit-unit tertentu yang dibcntuk untuk 

melaksanakan kebijakan pendidikan gratis ? 

2. Bagaimana interpreta.si/pemahaman Bapak mengena1 

kebijakan pendldikan gratis ini? 

3. Bagaimana proses pengelolaan kegiatan kcbijakan sekolah 

gratis? Apa saja yang haniS dilakukan untuk melaksanakan 

kebijakan ini? 

4. Strategi apa yang dilakukan Ditms Diknas dalam pelaksanaan 

kebljakan ini? 

S. Bagaimana alokasi anggaran untuk irnplementasi kebijakan 

pendidikan gratis? 

6. Bentuk bantuan yang seperti apa yang diberikan dalam 

pelaksanaan kebijakan sekolah gratis ini? 

7. Aspek apa saja yang dibiayai daJam kebljakan ini? 

8. Berapa besar bantuan yang diberikan untuk masing-masing 

sekolah? Apakah ada perbedaan bantuan yang diberikan antara 

sekolah negeri dan sekolah swasta? 

9. Bagaimana proses pengajuan anggaran untuk pelaksanaan 

kebijakan sekolah gratis? 

> Faktor-filktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan 

pendidikan gratis 

l. Bagaimana komunika.si Dinas Pendidikan NasionaJ sebagai 

pelaksana kebijakan dengan instansi terkait '? 

2. Bagaimana proses sosialisasi kebijakan pendidikan gratis yang 

dilakukan oleh Dinas J>cndidikan Nasional Kabupaten Musi 

Banyuasin? 

3. Bagaimana kualitas SDM yang melaksanakan kebijakan ini? 

4. Bagaimana struktur birokrnsi dan ke bawahnya yang ada pada 

Dinns Pendidikan Nasional Kabupaten Musi Banyuasin dalam 
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(Lanjutan) 

pefaksanaan kebijakan pendidikan gratis ? mendukung atau 

tidak? 

5. Sejauh m1, hambatan apa saja yang ditemui dalam 

implementasi kebijakan pendidikan gratis ini ? 

• Pihak Sekolah 

:» lmplementasi Kebijakan Pendidikan Gratis 

1. Apakah ada unit-unit tertentu di sekolah yang dlbentuk untuk 

melaksanakan kebijakan pendidikan gratis ? 

2. Bagaimana interpretasi/pemahaman Bapak mengenat 

kebijakan pendidikan gratis lui'? 

3. Bantuan da1am bentuk apa yang diherikan oleh pcmerintah 

dalam rangka pelaksanaan kebijakan sekolah gratis ? 

4. Bagaimana penerapan kebijakan sekolah gratis di sekolah? 

5. Apakab dana yang diberikan sesuai dengan dana yang telah 

dianggarkan oleh Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin? 

Dana yang telah diterirna dipergunakan untuk keperluan apa 

saja? 

6. Apakah dana tersebut terserap semuanya dalam pelaksanaan 

kebljakan pendidikan gratis ? 

7, Bagaimana proses pencairan dana tersebut'? 

>- Faktor-faktor yang mempengaruhi irnplementasi kcbijakan 

pendidikan gratis 

I. Bagaimana proses sosialisasi kebijakan pendidikan gralis yang 

dilakukan oleh pihak sekolah? 

2. Bagaimana kuaJitas SDM yang melaksanakan kebijakan ini ? 

3. Apakah struktur birokrasi yang ada mempersulit dalam proses 

pencaitan dana ? 

• Pcrwakilan orang tua siswa 

> lmplementasi Kcbijakan Pendidlkan Gratis 

L Seperti apa pelaksanaan kebijakan sekol.ah grntis yang anda 

rasakan? 

-~ .... -
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(Lanju!an) 

2. Bagaimana penilalan Bapak mengenai pe!aksanaan kebijakan 

pendidikan gratis yang sudah berjalan dari tahun 2003 sampai 

dengan sekarang? 

):. Faktor~faktor yang mempengaruhi irnplemcntasi kebijakan 

pendidikan gratis 

1, Bagaimana bentuk sosiafisasi yang di!akukan oleh pihak 

sekolah dalam pelaksanaan kebijakan sekolah gratis? 
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Lampiran 3. Transkip HasH Wawancara 

Transkip Wawancnra dengan Pemc-rintah 

"Po!eosl ;;umber daya alum di Kabupaten Muba ini sangat mcl!mpah, namun tanpa didukung 
sumber daya manusia terutama pendidtkan, maka mustahil suatu daerah dan pemerintahannya 
akan maju pembangummnya. karena itu sektor pertama yang harus dlperhatikan adalah 
pendidikan. Dan secara konkrit terobosan yang tclah dilakukan Pemknb Muba \mluk sektor 
pendidik.an saat iru sampal dengan sekarang adalah kebija.lmr! pcmbebnsan biaya pcndidikan atau 
yang lebih dikenal dengMJ kebijakan sckolah gratis, bahkan selain pembcbasan biaya pendidikan, 
seluruh siswa juga dibantu buku·buku pelajaran buku tulis secara gratis, jadi orang tua siswa di 
muba lak pcrlu lagi memikirkan biaya pendidikan anaknya". 

"Kebljakan sekotah gratis ini adalah mcrupakan kebijakan Pemerintah Kabupatert Musi 
Banyuasin. yang da!am pelaksanaannya discrnhkan kepada Dinas Pendfdikan Nasional Kabupatcn 
Musi Ban)cuasin sebagai unsur pclaksana yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan 
pcnyelenggarnan kebijakan di bidang pendidikau" 

"flemerintah Kabupaten Musi Banyuasin membcr:ikan tanggung jawab lrepada Dinas Pendidikan 
Nasional Kabuparen Musi Banyuasin sebagai organisasi pelaksana kebijakan sekolah gratis. 
Oalam !mitan dengan hal t<:rsebut, di dalam organisasi Dinas Pendidikan ini, kami memberikan 
tanggungjawab kepada Sub Bagian Perencanaan dan Sistem [nforma"Si seb.lgai pcngelola kcgiatao 
dalum melahanakan kebijakan pendidikan gratis ini. Sub Ba,gian Pcrencanaan dan Sistem 
h1fom1asi ini scndiri dalam struktur organisasi Dinas Pendidikan Nasionul Kabupaten Musi 
Banyua;;in bcrada di bawah Hagian Sekretariat" 

"Dalam pclaksanaan kebijakan sekolah gratis ini tidak ada unit·unit tertentu yang dlhenruk, Din<Is 
Pendidikan Nasional Kabupalen Musl Banyuasin menycrahkan tanggung jawab pengelolaan 
kegiaum kc:pada Sub Bagian !>erencanaan dan Sistem Infonnasi" 

"Seper1i yang tdah diketahui balwva kebijakan sekolah gratis di Kabupmen Musi Banyua:oin 
berupa pembebasan biaya sekolah negeri dan swasta dari tingkat SD, SL if' sampai SL T A. Bentuk 
pembebasan biaya sekolah inl adalah berupa. pembcrian bantuan dana subsidi pcnggantl BP-3 
unluk sekolah ncgeri dan swasla serta pemberian bantuan biaya rutin untuk sek.olab negerL Untuk 
sekolafNrokolah yang mendapatkan dana subsidi pengganti BP-3 ini ditetap.k:an dengan Keputu.•oan 
Bupari NomoT 439 Tahun 2008 tentang Peneta.pan Scko!ah-Sckolah Peuerima Dana Subsidi 
Pengganti BP-3 dari tingkat SO, SLTP dan SLTA ncgcri dan swasta dalam Kabupa!-cn Musi 
Banyuasin" 

"Di dalam kcputusan Bupati terscbul juga diatur tcntang besamya dana yaug diterirua musing· 
masing: sckvl<~h sesuai dengan lingkalannya. Sclain itu juga diatur ten fang pcdomun pcnggunaao 
dana subs:idi penggarrti BP·J untuk masing-masing sckolah ncgeri ataupun swastn, yailu ; 65% 
dialnk..asikan 1,mtuk kescjahteraan guru, 25% untuk ATK kegiatan belajar mcngajnr dan I 0% untuk 
kcgiatan OSlS dan ekstrn kurikuler" 

"kami menafsirkan 65% yang: dialokasikan untuk kesejahtcraan guru diberikan da[am bentuk 
insent!f yang dlscsuaikan dengan beban tugasnya a!au banyaknya jam mengajar. Semnktn banyak 
beban !ugas y.mg dibcriknn kepala sekolah semakin besar perscntase yang diteriroa oleh guru yang 
bersangkutan, scdangknn 25% untu.k biaya ATK dalam proses belajar mengajar adalah blaya untuk 
rnemenuhi kebutubun proses belajar mengajar sepertl spidol, penggaris dan alat media luinn}-a 
yang dapat mcrnbantu dalam proses kegiatan bclajar mcngajar lersebut, adapun 10% nya lug!. itu 
dialokasikan ltnluk berbagai macam lregialan yang diselcnggarakan oJeh osrs alnupun untuk 
keglatan ckstm kurikuler siswa misalnya kegiatan pramuka dan lain-lain sesuai tlcngan kcgiaran 
masing~masing sckolah.". 
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(lanjutan) 

•· 13antuan biaya rutifl untuk kebutuhan rutin s~kolah, pembinyruumya tidak termasuk dalam 
bantu::m dana subsidi pengganti BP<l, namun pembiayaannya lersencliri dalam dana bantuan 
opcrasional yang dialokasi dalam bclanja rutin Dinas Pendidikan Nas[onal. Biaya rutln ini hanya 
diberikan untuk sekolnh negeri yang ada di bawnh Pemerin!ah Oaernh Kabupaten Musi Banyuasin 
artinya sckolah negcri agama atnu sekolah yang di bawah Departcmen Agama scrta sekoiah swasta 
tidak mendapntkan ban!uan biaya rutin. biaya rutin diperuntukkan untuk biaya operasional 
sckolah, scperti pemeliharaan gcdung sekolah, pemakaian Jistrik, pcmakaian air bersi!J, biaya 
telpon, kcperluan afaHtlat tu!is taia usaha sckolah, serta biaya-biaya !ainnya yang bcrsifat rutin" 

"Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin tclah mengeluo.rkan kehijnkau pembebasan biayn sekolah 
atau lcbih dikenal dcngan kcbijakan sekolnh gratis. Nah, penerapan kebijakan ini dilakukan dalam 
bentuk pemberian bantmm ~ubsidi dana pengganti BP-3 untuk sekolah~sekolab negeri <lan swasla 
yang ada di Kabupaten Musi l3anyuasin dan bantuun rutin untuk sckolah ncgeri yang ada di bawah 
Pemcrintah Dacrah Kabupatcn Musi Banyuasin" 

"Bantuan blaya rutin hanya diberik.nn pada sckolah negari di bawuh Pemerintah Kabupaten Musi 
Banyuasin. Untuk biaya rulin sekolah swasla yang biasanya di bawah suaru yayasan, maka biaya 
rutin unluk pemeliharaan sekolah dan lain sebagalnya ditanggung oleh yayasan, demikian jugn 
untuk sekolah madrasah di bawah Depanemcn Agalltll, biaya rutin menjadi tanggung jawab 
Departemen Agama. Hal ini diktn'e:nakan kcuangan dacrnb Kabupatetl Mus:i Banyuasin tidak 
memutlgktnkan umuk memberikan bnntuan biaya rutin bagi selroialt swasta dan sclrolab. madrasah, 
jadi fokus Pemerintab Daerah kabupaten Musi Banyuasln hanya parla sekolah neg:eri di bawah 
Pemerintnh Daerah Kubupaten Musi Banyuasln" 

"Namun lidak menutup kemungkinan suatu harl nanti, jika keunn.gan daernh sudah memungkinkan 
tentunya sckolah swasia dan sekolah yang berada di bawa!J flaungan Ocpartemcn Agama akan 
mcndapatkan bantuau biaya rutin seperti ba1nya sekolalt-sckolah negcri yang ada di bawah 
Pemerintah Kabupatcn Musi Banyuasln" 

"Unnlk pe:rcncanrultl usulan kegialan dalam hal ini mengcnai kebijakan sekolatJ gratis, tidak 
terlepas dengan da!a-data sekolah mengenai jumlah murid pada setiap unit sekolah yang hams 
dijadikan dasar sebagai aeuan dalam menenrukan berapa bcsar jumlnh kebutuhan dana yang 
diper!ukan olefl unit sckolah". 

"Data mcngenai jumluh siswa yang ada di sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Musi 
Banyuasin saugat dipcrlnkan dnlam pcnyusunan kebijakan sekol:ah gratis karooa hal tersebut 
sangat mcncntukan mengcMi bcrapajumluh dana yang akan diterima sekolah dalam pelaksanaan 
kebijakan sekolah gratis pada !.almn anggaratl bcrikutnya" 

"Pada awalnya da!am melakukan pcndataan mcngenai berapa jum[ah siswa dalam setiap unit 
sekolah, kami mcngadakan pertemuan dengan para k~pnla sekolah yang ada di Kabupaten Musi 
Banyuasin, balk ltu sekolah .negeri atau swasta. Hal ini dilak:ukan gtma mcndapatkan da!a yang 
benar-bcnar akura! tenlang berapa jumlab siswa yang ada pada seliap sekolah, di samping itu 
pertemuan ini juga sebagai benruk sosia!Jsasi mengenai pelaksamum kebijakan sekol.ah gratis. 
Selanjutnya pada tuhun-1ahun berikuinya karol ltanya mcngirimkan edaran kuisinner kepadu 
sekolah-sckolah set!ap bulan Juli sampai dengan Agustus. Hal ini dilakukan unruk mcngctahui 
pcrubahan datil jumlnh siswa setiap tahunny, kemudian seceh1h scnwa kuisi011Cr 1ersebut 
terkumpul, data siswa dipilah-p1lal1 berdasarkan jenjaog dan jenis pendidlkan". 

'Langkah selanjutnya yang kami lakuk:U1 adalah menyusun runcana anggaran unit kerja untuk 
kegial.an pada tahun berikulnya, dalam hal in! scmua Bidang yang me!ekat pada Oinas Pcndidikan 
Nasinnal terlibat dalam penyusnoan rcncana kcrj:a yang berada dalam bidnng !ekuis Bidang 
masi!tg-masing, akan tetapi dalam rcncana kcgialan kebi:jakan sekolah ,gratis m:geri dnn swasw 
dart TK, SO, SL TP dan SLTA dilakukan oleh Sub Bagian Percncanaan dan Sistem Informnsi dan 
dimasukkan ke dalnm satu paket mcskipun !ingkup kegiatannya merupakan Iimas jcrtjang 
pendidikan dalam bidang !eknls Bidang yang lairt, hal ini dimak.sudkan agar da!am 
pengr~t:lministrasian dalam saru pakel lcbih muclah dan pelaksanaan pcndistribusian bantuan dalam 
wak111 yang sama u11tuk setiap jenis dan tingkat sekolab" 
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(lanjutan) 

"Kebijakan sekolah gratis lui dibua1 dalam sntu pa.ket yakni berupa subsidi dana pcnggantl BP3 
untuk semua sekolah negeri dan swasta, Hal lni dilakukan supaya lebih rnempennudah 
pengadministrasiannya karena Jemsnya samn dan mempersingkat birokmsi juga 
pcndislribusianu;<a dalnm waktu yang sama" 
"Pengujuao aoggaran setelah semua jenis kebutulum diakQmodasi dalam RKA SKPD 
ditandatangnni olch Kcpaln Oinas yang ditujukan kepada Kepala Bappeda sebagai ketua Tim 
Anggaran Pemerintah Oaernh". 

"Sclain dana yang d!alokasikan dalam angganm kegiatan sebagaimana telab dije!askan di atas, 
banluan juga diaJokasikan kepada sekolah dalam bentuk anggaran rutin, yang mana sistcm 
mekanismc usulan pcnganggarnnnya btrbeda dengan usulan penganggamn pada anggaran 
kegiatan. Kalau usulan pengnnggaran rcncana kegiatan pembahasannya melalui Tim Anggaran 
f'emcrintah Dacrnh di Bappeda Kabupaten Musi Banyuasin, akan tetapi untuk usulan anggaran 
rutin mekanisrne pernbahasannya melalui Badan Pengeloiaan Keuangan dan Aset Daerah 
(BPKAD) Kabupaten Musi Banyuasin" 

"Seharusnya pengusulan anggarnn dimulai pada bulan Juli tahun yang bersangkutan, akan tetapi 
kcnyataaunya di lapangan start mulai bulan Oktober pada tutup anggarnn. Tutup anggaran jatuh 
pada pt:-r tanggat 25 Desember (batas waktu maksimun pem1inlaan). Penyusunan RKA Dinas 
dianalisa pada bulan Dcsember dan Januari, Pembahasan di BPKAD untuk Belanja Alokasi 
Umum (BAU)/rutin pada bagian Sub Bidang Pcnyusunan Anggaran. Untuk proyeklpcmbangunatl 
ke Bappedu kc Sub Bidang Anggaran di sana tcrjadi koordinasi tim untuk mcnyat\.!k<m besamu 
pagu plafon masing-masing belanja Pembangunan dan rutin. Setelah ltu barulab Tirn di bawal1 
mclokukan pemangkasan di BPKAD setclah ada kesepakatan barulah dinas.-dinas dipanggil untuk 
mcmbk'ritnukan jalah plafon masing-masing, langka!t sejanjutnya pemballasan di DPRD. Setelah 
anggaran dt sahkan, terus diserahkan ke BPKAD untuk dibual dalam buku APBD !.ahun yang 
bersangkutan" 

''Setelah melalui pembahasru1 dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah dengan jum!ah pagu 
ptafon masing-masing dinas disepakati, langkah selanjutnya adalah pcngnjuan Rancangan Perda 
APBD oleh Bupatt di hadapnn Sidang Paripuma DPRD, kemudian dilanjutkan pcmbahasan oleh 
Tim Anggaran Pemerintah Oaerah dcngan l'anitia Anggaran Leglslmif sampai final Raperda 
menjacli Perdu APBD pada akhir bulan Descmber. Namun seringkali disahkan pada bulan Januari. 
Sejak pcnetapan Pt:rda APBD selesai alau dikctok palu, maka secara otomatis anggaran untuk tiap
tiap kcgiatan yang terdapat <lalam Pcrda lcrscbut dijamin tersedia, demikian pula untuk anggaran 
kegiutan kebijakan sekolah gratis di Kabupatcn Musi Banyuasin" 

"lJnluk mcncntuknn besamya banluan kepacla tiap-tiap sekolah, berdasarkan pada berapa bc.!l<~mya 
pungulnn BP<l oleh pibak sekolab pada saat masih berlab.-u dan ditambahkan kenaikan discsuaikan 
dcngan hnrga pasar dcngan tingkat yang waj.ar. Kami tidak bisa mengusulkan besarnya anggaran 
tilnpn Anulisis Standar Bclanja (ASB), knrcna kalau scandainya kami mcngusu!kan banman yang 
besar nanti dalarn pembaha$U:11 bersama tim anggaran akan dicoret juga·· 

"Dalam mekanisme untuk pencairan dana kegiatan harus sesuai dengan mekanisme administrasi 
keuangan yang telah dibakukan oleh pemetimahan pada masa sekarang, yaitu Bendaimra 
Penge!uaran SKPD Dinas Pendldikan Nasional Kabupaten Musi Brut}'Uasin membuat Surat 
Permmlaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perminl.aan Membayar (SPM) yang kemudian 
diveriflkasi oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah {PPK SKPD) 
Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Musi Banyuasin dan kemudian dl tanda rangani oleh 
Kepala Dinas. SPP dan SPM tersebut dikirim ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Oacrah 
selaku Bendahara Umum Daerah (BUD}. Setelah surat tersebut tiba di BPKAD kemudian diproses 
umuk dibuat Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), selanjutnya apablla SP2D terscbut sudah 
keluar maka dana bisa dicairkan melalui Bank SunlSel yang kemudian bisa diambil olch masing· 
masing bendultarn seko{ah sesuai dengan surat rekomendasi dari Dilms Pendidikan Naslon.al 
Kabupaien Musi Banyuasin" 
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"Proses pengambilan dan pcndislribusi:m dana bJn!u:m dnri Pemer:inlnh ke sekolnh-sekolah, dalnrn 
pelaksanaa:rmya per triwulnn artinya pcnyampaian dann bantmu; ke sekolah setiap kali untuk 
keper!uan kebutuhan sc!ama liga bolmt" 

"Kami dalam menyampvikan uang kcpada sckolaiHekolalt di Kabupaten Musi Banyuasin untuk 
me!aksnnakan program bantuan :.:ekolah lni, bc:rkerjasama dcngan pihak Bunk Sumsel. Ketika dana 
anggaran untuk progn1m banluan sekolah lni dapat diuanglwn di Bank Sumsel, kami tnemberiknn 
daftar sekolah-sekolah yang akan menerima dana anggaran ters.ebut beserta dengnn ni!ai nominal 
yang akan dltcrinm mastng·rnasing sekoMt Kemudiun kami mernberitabukan kepada pihak 
sekQlUb·sekotah untuk mengambil bagiannya masing~masing, Disana bcndahara sckolah mencrima 
uang dar; mCf\ll!tdatangani lq1itansl dan cap sekolab nlaSing-masing", 
"Kami melnkldnm pcny.aluran dana kegiatan kebijak:an sckolah gratis ini bckcrja sama Oengan 
Bank Sumsel, hal ini dilakukan supaya distribusinya terjamin lancar dan menjaga agar tidak ada 
pikiran-pikiran neg:atif dari masyarakaf' 

'"'bahwa dalam mesosialisasikan mengcnai kebijakan seko!ah gratis i:ni kepada kelompok sasaran 
dalam hal ini seluruh warga masyaraka! Kabupatcn Musi Banyuasin, kami dibanlll oleh Dinas 
Informasi dan Komunika.'li Kabupatcn Musi Banyuasin, Dewan Pendidikan, Kantor Dcpartemen 
Agama beserta jajarannya, Camat, Lurah dan Kepala Desa. Benruk-bentuk sosiaiiasi yang 
dilakukan bisa dalam bentuk spanduk, ballho atau foster yang dipajang di ruaNuas jalan, mela!ui 
media elcktronik radio ataupun melalui pertemuc:m~pertemuun dengan warga masyarakat baik di 
tingkat kccamatan, kdurahan mallpun desa" 

"Semua Pegawai dalam Sub Bagian Pcrcncanaan dan Sistem lnformasi terlibat aktif dalam 
kegiatan ini, atasan langsung dan pimpinan sebagai pembina dan penaoggungiawab kcgiaran. 
Tidak semua pegawai di Dinas ierlibat dalam kegiatan ini, meskipun kegiatan ini mencakup 
tingkal sekolah mulai dari TK, SD, SLTP, SLTA, akan telapi kami mclibatkan or<~ng Sub Bagian 
Keuangan y.mg ahli dlbidang keuangan sebagai bendaham dan bertanggung jnwab mengurusi 
o.dministrasi keuangan" 

"kami sebagal unit organisasi yang ditunjukknn untuk berlanggung jrtwab dalam mengelola 
kegiatan kebijakan sekolah gratis inl, harus benar-bcnar mempunyai komilmen yang tinggi dalam 
me!aks:n;akan kcbijakan tcrnebut Hal ini kami lakukan tentunya unruk mencapa! apa yang 
menjadi tujuan kebijnkan itu sendiri, yailu mcmbantu meringankan beban orang lua siswa tcrutama 
yang tidak rnampu, kemudian juga membu!!t selurub nm:1k usia sekolah yang ada di Kabupaten 
Musi Banyua.<;in ini dapat bersckolah sesuai dengan jenjang pendidikannya masing-masiog yang 
pada nkhlmya aknn dapa.t mempcrcepat ten.vujudnya kcsejohtera:m masyarakat'' 

"Srralegi yang kaml !akukan ad;:llah memtio sua.tu keadilan, arlinya setiap masyarakaL rrn::rnpunyai 
hak yang sama dalam menyckolahkan nnaknya, jadi dengan scndirinya anak berlomba-lomha 
untuk belajar dengan menggunakan fasililas yang sudnh disiapknn ianpa dipungur blaya apapuo". 

Transkip Wawancurn dengan Pibak Sekolgh 

"Scjak dibcrfnkukannya kebijakan sekolah grotis untuk sckolah swusta, bukan hanya orang tua 
siswa yang tcrbaotu lapi kamipun pihak sekolah sangat u::rbanru, karcna sebelum adanya kebijakan 
unluk sekolah swas!a, banyak siswa yang mcnunggak l:myara!t uang sekolah yang tentunya ini 
sangar mcnggunggu proses penyelenggaraan sekoiah. Tnpi setelah adunya kebijakan semuanyajadl 
lancar, apalagi proses pcncairan d;manyapun sangal mudah karena langsung bisa diarobil melalw 
Bank Sumsel tiap tigu bulan sekali. Selain itu juga kesejahteraan guru febih reljamin dan ini 
tentunya berpcngaruh dnlam peoingkatan kunlitas si1.·wa kami, jadi keb!jakan ini mcrupakan 
sesuatu hal sangal positif'. 

"Keb\jakan Sekoluh gratis sangat membantu ornng tua siswa terulama untuk orang tua yang tidak 
mampu, !lelain iw kebijakan ini merupaknn komitmeo pemcrintah daerob dalam mclaksanakun 
amanai Un<lang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tcnbJng Sistcm Pendidikan Nasional,. Untuk SMA 
Negeri 2 khususnya, komi!mcn Pemerint."lh Kabupa1en Mus! Ban:yuasin sangat bagus knrena SMA 
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Negcri 2 ini dijadikan ikon pendidikan di Kabupaten Musi Bnnyuasin, di mami oojak kebijakan ini 
dilaksanakan siswa dapat mcnikmuli fasilitas belajar yang baik dengan gratis, sebab f.'lsiliras Ia yak 
dati memadai merupakan hal pe.ntillg yang harus dipcnuhi dalnm dunia pcndidikan yang tenrunya 
nknn memberlkan dampak positif bagi kegiatan bclajar para siswa di sekolah, seltdn itu juga 
pethalian Pemda lerhadap kesejahteraan dan kuulitas guru sangat bagus seka!i uutuk peningkatan 
muttl pendidikan ... 

"kami sebagai pihak sckolah yang menerima Dantuan kebijakan sck0olab gratis, dalam hal 
pengclolann admlnistrasi bantuan tersebut di sekotah, itu mcnjadi urusan tanggung jawabnya 
bendahara, namun tclap dikoordinasikan dengan k.epala sekolah, dan untuk ndmlnis!rnsi umumnya 
mengcnm di1ta jumlah siswa dikelola oleh tala usaha" 

"untuk di sekolab kami sebagai sekolah swastn, saya rasa mungkin sama ya dengan sekolah
sekolah yang lain. tJntuk mengelola dana bantuan sekolah gratis tidak ada pcmbentukan unit-unit 
klmsus di sekolah inL Administrnsi pcngelolaan dana bantuan itu menjadi tanggung jawabnya 
bcndahara sekolah" 

"sesuui dengan yang Ielah diterapkan selama ini, b<Ihwa 65% untuk kcseja!tteraan guru diberikan 
datam bentuk insentif,. yang besamya sesuai dengan bcban tugas dan tang.gung jawabnya masing
masing. A!okasi 25%, sesuai peruntukkannya yaitu untuk ATK kegiatan be!aJ·ar mengajar yaitu 
digunakan untuk pembelian alat-alat tufis seperti, spidol, pengbapus, penggaris serta media 
mengajar lainnya yang diperlukan dalam proses bctajar mengajar. Kcmudian 1~/a untuk kegiatan 
osrs dan ekslra kurikutcr, scpcrti pramuka., paskibra, olahraga basket, hand seknlnh, dsb". 

"sedangk:an untuk biaya rutin, sesuai dengan peruntukkannya scbagal biaya opernsional sekolah 
yaitu biaya pcrnelihar.~an atau perawatan gedung sekolah, pemakaian !istrik, pemaka1an air bersih, 
penggunaan tclpoo dan lain sebaga!nya yang bersifat rutin" 

"Aiokasi 65% untuk kesejahteraan guru, diberikan dnlum bentuk uang transport. Seberapa 
besamya uang transport yang diberikan kepada masing·masing guru, disesuaikan dengan beban 
tugas atau banyaknynjam mengajar dari masing·masing guru tcrsebut Kemudlan 25% untuk ATK 
belajar mengajar, digunakan untuk membe[i alat·alat tults atau berbagai media ynng digunakan 
dalam kegiatan bciajar mengajar, selanjulnya 10% unluk kcgtman osrs dan ekslra kurikuler 
si!;wa. sepertL kcgiaian pramuka, pasktbra, vokal grup sekolah, dsb" 

"Seperti yang tclah rlikctahui bahwa penerapan kebijakan sckolah gratis untuk sekulah swasta baru 
dilaksanakan pada t.uhun 2006. pada wakru itu sckolah oegcri mendapatkan bantuan sebesar 
Rp.JO.OOQ, •. Nanum pada awal penerapan itu. sckolnh komi ltanya mencrima ban!l.um dnna 
pengganti BP~J scbcsar Rp.20.000,- per siswa, padahill pada wuktu itu biaya BP~J yang iutrus 
dibayarlam o!ch tiap siswa sebesar Rp.60.000,~, dan mulni bulan April 2006 kami mcnaikkan biaya 
BP-3 sebesar Rp.77.500,· per siswa. Bantuan sebesar Rp.20.000,- lru diberikatl rerhitung mulai 
langga! I Januari 2006 sampai 30 Juni 2006, jadl untuk sisaoy.a pada waktu ilU, kami tctap 
mewajibkan siswu untuk membayar uang BP-3, namun jumlah pembayaran tidak penuh tctapi 
disesuaikan dcngunjumlah bantuan yang diberikan olch pemda pada saat itu", 

"Kemudian setelah itu.terbitung mu!ai langgal l Juli 2006 sampai dcngan sckarang kami 
mendapatkan bantuan sebesar Rp,77.500.· per siswa, dengan demikian mu!ai Ju!i 2006 cersebut 
siswa tidak dipungut lagi iurao BP-3, Bantuan ini dihcrikan olch pemerinluh setiap tiga bulan 
seka!i." 

'"Jadi sebcnaruya be.;lamya biaya hantuao pengganti BP-3 sebesar Rp. 77.500,- per siswa yang 
diberikM olch pemcrinlah itu menyesuaikan dcnga.n biaya BP-3 pada sekolah kaml, karena 
kebetulan pada saat itu biaya BP-3 dl seknlah lni yang termahal di Kabupaten Musi Banyna.~io" 

"Memang henar babwa kami melaknkan pungutan kepada siswa untuk pelajunm tambal1an 
ko111puter. Hal ini kami lakukan agar siswa tidak buta tcknologi, di samping itu bisa mcnjatli bekal 
siswa untuk mencari kerja nantinya, Dalam mcogadakan pelajaran kumputcr loi, kami 
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me11gadnko.n kcrjnsama dcngml pihnk kctiga, dcngan pcrjanjian pihak kclign mcngadakan 
komputer dcngan tennga pengajar" 

''kami santa sekali tidak ada menarik luran da!am bentuk apapun kepada siswa termasuk dalam 
pclajaran kompULcr, karcna di sckolah ini sudah rnempunyai tennga pcngajar yang sesuai dengan 
basic pendidikannya untuk mengajar pada pelajaran ini, jadi kami tidak ada kerjasama dcngan 
pihak ketiga untuk mata pe!ajaran komputer" 

''Penerapan kebijakan sekolah gratis untuk sekolah negeri seperti kita ketabui di mulal pada tahun 
2003 sarnpai dengan sekarang. Unruk tingkal SMA. dana pengganti BP-3 yang disubsidi oleh 
Pernda tahun 2008 adalah sebesar Rp. 77.500,· per siswa. Jadi tiap tahun sekolah kamlpun 
menerima baniuau dana pcngganti BP-3 memang benar~benar sesuai dengan apa yang Ielah 
dianggarkan oleh pemda yaitu sebesar Rp.77.500,· per sis.wa. Total yang kami rerima pada tahun 
2008 ini adalah sebcsar Rp. 322.710.000,-. Namun dana bantuan ini !ldak kami !erima sekaligus 
untuk satu tahtm tapi kami menerima tiap 3 bulan sekal[" 

"Ban!utm biaya rutin yang diberikan oleh Pernerintah Kabupaten Musi Banyuasin kami terima 
se!lap tahun. di mana untuk tingkat SMA dianggarkan sebesar Rp. 13.000.000,- per bulan. Jadi, 
setiap tahunnya kami menerlma bantuan biaya rutin sebesar Rp. 156.000.000,- per tahun. Bantuan 
ini karol terima sama seperti pada dana subsidi pengganti BP-3 yaitu kami terlma per triwulan atau 
tiga bulan sekali melalui Bank Sumscl" 

"Kami sekolah swasta tidak mendapatkan bantuan biaya rutin dari Pemerin!ah Daerah Kabupaten 
Musi Banyuasm. Jadi, untuk biaya rutin sekolah seperti untuk pemeliharnan gedwng sekolah, 
mcrnbayar l1strik, penggunaan air bersih, d,"<;b, kn.mi dibantu olclt pihalt yayasan yang mendirikan 
se)(olah kaml, dalam hal ini adalah Yayru;an Rahmany Sekayu" 
"Dana Subsidi Pengganti BP~J yang diber!kan olch Pcmerintah Kabupatcn Musi Banyuasin kami 
terima per tiga bulan sekaH daWm setahun mclalui Bank Sumscl" 

Bantuan yang diberikan ofelt Pemerinlah Kahupaten :\iusi Banyuasin d.alam rangka pelaksanaan 
kebijakan seko!ah gratis dalam bcntuk dana .-;ubsidi pcngganti BP~J dan biaya rutin, diberikan 
kepDda pihak sekolah per tiga bulan scknli dalnm setahun" 

"Kami selalu mengambiJ uang bantuan sekolah dari Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin di 
Bank Sumsel, sebelumnya terlebib dahulu kami diberitahu bahwa dana banruan untuk sekolah~ 
sckolah sudah keluar dan siap diambil di Bank Sumsel. Di sana sudah ada daftar nama~nama 
sckoluh yang mcnerima bantuan bcserta jumlo.h nominal uang yang diterirna, prosedur birokrasl 
scpcrti ioi sama sekali tidak menyulltkan rnuluh snngat membnntu, karena proses pengambilan 
dana bantuan sangat muda:h" 

"Bantuan yang diberikan o[eh Pemerimah Kabuputcn Musi Bml)'Uasin disalurkan me!alui Bank 
Sumscl. Judi pengnmbi!an dana bantu an tcrsebut langsung ke Bank Sumse!. Dana yang diberikan 
olch pihak Bank Sumsel sesuai dengan data nama-nama sckolah dan jum!alt siswa [iap-tiap 
sckolah yang tclah diberikan tcrlcbih dah(tlu oleh Dinas Pcndidikan Nasiona!. Jadi dalam hal 
pengambilan banlmm iui kami pihak sekolah lidak mcncmukan kesuliean sama sekali. Birok.rasi 
yang ada lidak mcnyulltkan sama sekali, brcna dipennudah dengan adanya kerja sama dengan 
pihak keliga dalam hal ini adakth Bank Sumsel" 

"komi pihak sei<olah sebenamya sangat mcnghampkan sckali kelancanm bantuan kebijakan 
sckolah gratis m1, karena apabtla tertunda pembayarannya ini akan terjadi penundaan bagt pihak 
scko!ail uotuk membayar honor guru ataupun juga kegiala-kegiatan yang lain" 

"kumi sebagui guru sangat mendukung kebljakan scknlah gratis inl karena bisa merlngankan beban 
orang tua '>iswa yang lidak mampu, namun kami sedikil menge!uhkan mengenai ke!erlambaoan 
turunnya dana banruan. Karena untuk pcmbayaran kesejahteraan guru atau honor guru sangat 
tcrgantung pada bantuan yang diterima olelJ sckolah. Apabila bantuan terlambat turun maka pihak 
sckolahpun tcrpaksa berhuumg pada kami untuk pcmbayarnn honor k.ami, Hal ini sangm kami 
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rasakan, karen.a semun guru yang ada '()i SMA ini ndalah guru hooor jadi kami tidak ada 
pcnghasilan bulanan seperti halnyn guru PNS" 

"dana bamuan yang diterima pihak sekulah dari Pcmerintab Dacroh seringkali terlambal turunnya. 
Kami sebagai guru honor sangat merasakan hal inL KarClla pada saat dana bantuan terlarnbat turun 
otomatis pibak sekolahpun terlambat membayarkan honor kamL Karena sebagai guru honor kami 
!idak punya pcnghasilan apa·apa liap bulannya selain mengharapknn honor yang diberikan oleh 
pihak sckolah. Sedangkan untuk guru PNS tidak terlalu mernsakan dampak keterlambatan ini 
karena mereka sudab punya penghasllan telap riap bu!annya" 

"pembayaran uang ke:sejahteraan guru, honor guru dapat dibayarkan selelah ada bantuan yang 
ditcrlma seknlah dari Pemerintab Daerah, lre!ncaran membayar uang kcsejahteraan guru/honor 
guru sangat tcrgantung pada kelancaran ~antuan yang diterima sekolah" 

"sete!ah mendapatkan infom1asi mengenai pclaksanaan kebijakan sekolah gratis, kami pihak 
sekolah segera menginformasikan masalah kcbijakan sekolab gratis kepadu wa!i murid melalui 
suatu pertcmuan dengan seluruh anggota BP~3 yang notabene anggntanya merupakan para orang 
tua siswa, pada pertcmuan itu kami menjelaskan maksud <lari kebijakan pcmerintah dan 
diharapkan para orang tua siswa dapat ikut berperan sertn menyukseskan kebijakan ini, yang salah 
satu caranya ikut mcnsosia!isasikan kcpada seluruh masyaraka! ntau tetangga-tetangganya yg 
mungkin selama ini ada yang kurang mampu untuk menyekolahkan annknya" 

'"selain pertcmuan yang dilakukan dengan pihak anggota BP-3, kamljugtt membedkan penjelaf:an 
kcpada para siswa mengenai kebijakan sekolah gratis ini, bahwa mulai Januari 2003 mereka tidak 
akan lagi dipungut iuran sekolah bcrupa biayn BP·3 ataupun iuran·iuran yang lainnya" 
··scperti yang Ielah saya ungkapkan sebelumnya, bahwa penerapan kebijakan sekolah gratis untuk 
sekolah swasta ilu dimulainya padu tahun 2006. Sebelum pe!aksnnaan kebijakan itu dilakukan di 
sckolah swasta, kami para kepala sekolah swasta dt panggil oleh Dinns Pcndidik<ln Nastonal 
Kabupaten Musi Banyuasin untuk dtinformasikan masalah bantuan yang akan diterima oleh 
sekola!..seko!uh swasta dalam rnngka pdaksaan kebijakan sekolah gratis ... 

"setelab mendapatkan informasi fersebut, kami rru::ngadakan pertemuan dengan seluruh jajaran 
civitas akademika SMA Rahmaniyab Sekayu dan juga dengan pihak Yayasan Rahmany Sekayu 
yang merupakan pendiri sekolah ini untuk membiearnkan masalah bantuao yang akan diberikan 
pemerinlah dalam rangka pelaksaoaan kebijakan sekolah gratis tersebut. lahap selanjutnya, kami 
mengadakan pcrtcmuan dengan para orang rua siswa untuk- mensosialisasikan masalah ini. Kami 
memberitabukan ballWa baotuan yang diberikan oleh Pcmda berupa subsidi dana pcngganti BP·3 
yang hl)ny.t sebesar Rp. 20.000,· per siswa, jadi untuk sisanya para orang tua siswa tetap harus 
membayar loran sekolah tersebul. Kemudian pada saa! dana subsidl pengganti BP-3 diberikan 
se.-:uai dengan jumlab iuran BP-3 yang hams dibayar olch siswa, kami juga mengadakan 
pertcmuan lagi dcngan para Gtang tua untuk mCtlsosialisasikan hal ini" 

"pada pelaksanaan di tingkat sekolah sumber daya manusia yang terlibat adalah hendahara dan 
bagian Tata Usaha. Bendahara bcrperun dalarn pengelolaan adminis!Iasi keuangan sednng lata 
usahn pudu admlnistrasi mnum. Judi untuk pclaksanaan dl sckolah melibatkan I orang bendahara, 
dan I orang lata usaha. Namun dalam pelaksanaannya te!ap herkoordinnsi dcngan kepa!a sckolab" 

"seperti yang sudah dijelaskan sebclumnya bahwa tidak ada unit-unit khusus ynng dibenruk untuk 
mclaksanakan keb-ijakan sekolah gratis lni pada tingkal sckolah. Somber daya manusia yang 
bcrperan adalah untuk masalah administrasi keuangan ilu dila.kukan olch seorang bcndahara, 
scdangkan administrasl umumnya o!eh seorllllg tata usahn, selain itu sud.ah tenln kepala sekolah 
juga terllbat" 

"Kcbijakan Sekolah gratis sangatmembantu orang tua siswa tcrutama unluk orang rua yang tidak 
mampu, selain itu kebijakan ini merupakan komitmen pemerintah daerah da!am me!aksanakan 
amanal UrtdangMUndang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Silifem Pendidikan Nasional, karcna itu 
kami sebagai pihak yang tcr!ibat di tingkat sekolah bertck:ad untl.lk rncnyuksesk:an kcbijakan ini. 
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Karena upa y;mg mcnjadi tujuan dnri kcbijakan ini kami pandang scbagai suatu hal yang sangat 
positif, olch sebab itu kami sangat mcndukung kebijakan sekolah gratis ini" 

"kebijakan sekolah gratis ini, kami pandang scbagai hat yang sangat positif, oleh karena im, kami 
sebagai pelaksaml kebijakrm di tingkat sckolah sangat mcndukung kcbijakan ini, hal ini knmi 
perlihalkan dengrm melaksanakan kebijakan itti di tingkat sekolah sesuai dengan segala ketentuan 
yang bcrlaku tcrutama masalah pengalokasiao dari dana subsidi peogganti BP-3 yang diberlkan" 

"pihak Y<~yasan Rahmany Sekayu memberikan bantuan melalui subsidi s.[\ang antara perguruan 
linggL swasta di bnwah Yayasan Rahmany Sekayu, yaitu Sekotah Tinggi Jlmu Ekonomi 
Rahmani yah ( STiER) deagan SMA Ratunaniyah Sekayu, selain itu juga untuk binyn rutin, kami 
dapatkan melalui "uang pembangunan" yang dltarik melalui .siswa pada waktu pertama kali 
mcndaftar ke st:kolah ini. !3esamya "uang pemhangunan" tersehut sebcsar Rp. 300.000,- per siswa. 
Berbcda halnya dcngan sekolah ncgeri, unluk uang pembangunan yang kami tarik diawal 
pcndaftarnn in! masih diperbolchkan oleh Pemcrlniah Oaerah" 

Transkip Wawancara: dengan Orang Tua Siswa 

"mengcnai biaya sekolah anak saya di SMA Rabmanlyah Sekayu sekarang memang bcmr gratis, 
Hdak ada lagi dipungut bayaran BP~J, kccuali tmtuk kegiatan pe!ajaran tambahan yaitu be!ajar 
komputer selama 2 jrun pelajaran setiap minggu, pihak sekolah mewajlbkan siswa membayar 
sebesar Rp. 15,000,~. tapi kaml orang tua siswa tidak kcberatan karena ini dHakukan agar siswa 
tidak buta teknofogi dan juga tmruk bekal siswa da.lam mcncari kerja nanlinyn" 

"Namanya juga gratis, ya Alhamdullllab mcmang benar-benar tidak ada pungufan apaptm dari 
plhak sekolah yang mewajibkan slswanya untuk memhayar, jadi: kami sebagai orang rua sangat 
terbantu dan bersyukor sckali dengan kebijakan sekolah gratis lni" 

"memang benar sill, padn waktu pertama kali proses pelaksanaan kcbijakun sekolah gratis, kami 
mendapatkan undangan darl pihak sr:kolah untuk datang dalam pertemuan yang diadakan oleh 
sekolah. Dalam pertemuan tersebut yang saya ingat membabas masalab sosialisasi kebijakan 
sekolnh gratis. Pada pertemuan itu dikatakan bahwa sejak saul ini para orang tua siswa tidak 
diwajibkan lagi untuk membayar iuran BP-3 buena pemhiaynan tersebut di tanggung oleb 
Pcmerinta.b Daerah. Jadi pihak seko!ah tidak dipcrbolehkan untul\ memungut iurnn apapun lagi 
dari siswa•·. 

"'huni mcmlapatan undangun dari pihak svkolah un1uk tla!:mg da!am pcr!emuao yang membahas 
tentang pl!!uksanaan s-:kolah gratis. Pihak sekolah mcngatakan bahwa Pemerintah Daerab sckarang 
telah meoggratisk:m juga sekolah swasta. jarli onmg tua siswa tidak ada kcwajiban Iagi untuk 
membayar uang BP~J kc pihak sekolah karena itu sudnh menjadi tanggungan Pemerln1ah Daerah" 

"pada wakto penduflar.m siswa di wajibkan memlmyar uang pembangumm sebesar Rp. 300,000,-. 
Namun setelah i1u tidak ada lagi pungutan uung pembangunan, karcna itu berlaku euma sekali 
waktu pertama ka!i rnasuk saja" 

Implementasi Kebijakan..., Dhiana Afwina, FISIP UI, 2009




